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PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
DAN PELAPORAN KEUANGAN
DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf g Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, Menteri Ketenagakerjaan sebagai pengguna
anggaran/barang di kementerian mempunyai tugas
menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan

Pelaporan Keuangan di Kementerian Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4786);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5333);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang
Kementerian  Ketenagakerjaan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1623);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015
tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan
Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1413);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015
tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan
Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta

Pembentukan Rancangan  Peraturan  Menteri di


http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2010/71TAHUN2010PP.htm

Menetapkan
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Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG
PEDOMAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DAN PELAPORAN
KEUANGAN DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

Pasal 1
Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai pedoman bagi
pengelola akuntansi dan pelaporan keuangan serta untuk
menciptakan kelancaran dalam pelaporan keuangan di

kementerian.

Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
a. kebijakan umum akuntansi dan pelaporan keuangan;
b. kebijakan akuntansi pendapatan;
c. kebijakan akuntansi beban dan belanja;
d. kebijakan akuntansi aset; dan

e. kebijakan akuntansi kewajiban.

Pasal 3
Pedoman akuntansi berbasis akrual dan pelaporan keuangan
di kementerian ketenagakerjaan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Maret 2016

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN AKUNTANS] BERBASIS AKRUAL DAN PELAPORAN
KEUANGAN DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf g Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri
Ketenagakerjaan sebagai pengguna anggaran/barang di kementerian
mempunyai tigas menyusun dan menyanipaikan laporan
kenanganKementerian Negara/Lembaga yang dipimpiniya. Dalam
pelaksanaan amanat tersebut diperlukan sebuah pedoman untuk
keseragaman perlakuan akuntansi dan pelaporan  keuangan  di
Kementerian Ketenagakerjaan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Talnin
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjadi acnan yang
digunakan dalam penyusunan pedoman akuntansi dan pélaporan. Oleh
karena itu pedoman tersebut perlu ditetapkan melalni Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan.

Selain pengungkapan basis akuntansl dan kebijakan akuntansi vang
diterapkan akan membanta pembaca untuk dapat menghindari
kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintali Posat
diamanatkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menyusun
petunjuk teknis akumntansi di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga
masing-masing dengan mengacu pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah

Pusat
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Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan
dimaksudkan agar laporanl keuangan tersebut dapat -dimengert.
Pengungkapan kebijakan tersebut merupakan bagian vyang tidak
terpisabkan dari laporan keuangan dan Derfuingsi untik membantu
seluruh pemiangku kepenfingan dalam memahami substansi laporan
keunangan. Dalam tataran praktis, perlakuan akuntansi yang tidak tepat
atat salah digunakan atas suatu komponen laporan keuangan (Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan
Ekuitas dan Catatan atas Laperan Keuangan) seringkali menimbulkan
salah tafsirfmissinterpretation). Penetapan kebijakan akuntansi tersebuit
dimaksudkan untuk menjamin adanya keseragaman pencatatan dalam
setiap transaksi di seluruh satuan kerja baik di satuan kerja kanter pusat
Kementerian Ketenagakerjaan maupun di masing-masing satuan kerja
perangkat daerah.

Secara umum laporan keuangan bertujuan menyajikan informasi
mengenai posisi keuangan dan sclurith transaksi yang dilakukan susatu
entitas pelaperan vang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat
dan mengevaluasi keputusan mengenal alokasi sumber daya. Dalam
rangka memberikan pedonian pelaksanaan akuntansi dan penyusunan
laporan keuangan satuan kerja di Kementerian Ketenagakerjaan perlu

disusun kebijakan akuntarisi dan pelaporan kenangan.

B. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud
Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di
KementerianKetenagakerjaan  dimaksudkan  sebagai acuan  hagi
pengelola akuntansi dan pelaporan keuangan serta untuk menciptakan
kelancaran dalam pelaporan keuangan di Kementerian,

2. Tujuan
Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di
Kementeriann Ketenagakerjaan  bertujuan untuk meningkatkan

kualitasLaporan Keuangan KementerianKetenagakerjaan.
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3. Sasaran

Sasaran]l penetapan Pedonian Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan

Keuangan di Kementerian Ketenagakerjaan adalah:

a) Memberikan pedoman Dagi entitas akuntansi dan pelaporan
pada Kementerian Ketenagakerjaan dalam menyusun laporan
keuangan dalam rangka mieningkatkan keterbandingan laperan
keuangan baik antar periode maupun antar entitas;

b) Memberikan pedonian dalam pelaksanaan prosedur dan sistem
akvuntansi dalam rangka konsolidasi laperan keuangan lingkup
Kementrian ketenagakerjaan;

¢) Keseragaman perlakuan akuntansi dan pelaporan keuangan di

Kementerian Ketenagakerjaan.

C. Pengertian

1. Laperan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas
pelaksanaan APBN beruipa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan
arus kas; laperan operasioinial, laperan perubahan ekuitas; laporan
perubahan salde anggaran lebih, dan catatan ataslaporan keuangan.

2. Neraca adalahkomponen laporan keuangan yang menggambarkan
posisi keuangan suatu entitas pelaperan mengenai aset, kewajiban, dan
ekuitas pada tanggal tertentu.

3. Laporan Operasional vang sélanjutnya disingkat LO adalah laporan
vang menyajikan khtisar sumber daya ckenomi yang menambah
ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah
pusat/daerall untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu
periode pelaporan.

4. Laporan Realisasi Anggaran wvang selanjuinya disingkat LRA
adalahlaporan keuangan vang menvediakan informasi mengenai
realisasi pendapdatan-LRA, belanja fransfer, surplus/defisit-LRA, dan
pempiayaan dari suaiun  entitas pelaporan yang masing-masing
diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi
para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengernai
dlokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan

entitas pelaporan terhadap anggaran.
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Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah
adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan
ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Catatan dafas Laporan Keuangan yang selanjutiiya disingkat CaLld
adalah koniponen laporan keuangan vang meliputi penjelasan, daftar
rincian dan/atau analisis: atas laperan keuangan dan pos-pos yang
disajikan dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE.

. Pendapatan LRA adalah seniua penerimaan Rekening Kas Umum

Negara atau Bendahara Penerimaan yang menambah ekuitas dana
lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi
hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerinitah.
Pendapatan IO adalah hak pemerintaly yang diakui sebagai penambah
ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak
perhu dibayar kembali.

Pendapatan Bukan Pajak-1.O adalah hak pemerintah yang tidak berasal
dari perpajakan sesuai dengan ketentuan perdaturan perundang -
undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalani periode talnun
anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
Belanja adalah semtia pengehiaran olelh Bendahara Pengeluaran/Kas
Umum Negara yang mengurangl ekuitas dana lancar dalam periode
tahun anggaran  Dbersangkutan yang fidak akan  diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Beban adalah pennrunan manfaat ekonomi atan peotensi jasa termasuk
potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat
transaksi tersebuit dalam periode pelaporan yang berdampak pada
penuranan ekuitas, baik berupa pengeluaran, keonsumsi aset atau
timbulnya kewajiban,

Aset adalah adalalh sumber daya ekonomi vang dikuasal dan/atan
dimiliki oleh pemerintali sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan
dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan
dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat
diukor dalam satuan nang, termasnk sumber daya non keuangan vang
diperlukan untuk penyediaan jasa bagi miasyarakat umum dan sumber-

sumber dava vang dipelihara karena alasan sejaral dan budaya.
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Karakteristik esensial kewajiban adalah baliwa pemerintali mempunyai
kewajiban masa Kini yang dalam penyelesalannya mengakibatkan
pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Ekuitas dana adalah jumilah kekayaan bersih yang mierupakan selisih
antara jumlah aset dan jumlah kewajiban.

Kesalahan adalah kesalalhian yang terjadi baik pada periode berjalan
niaupun pada periode akuntansi sebelumrya yang signifikan sehingga
niemipengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan.

Laporan kenangan konsolidasian adalah suatu laperan keuangan yang
nierupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi
sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu
atau lebih enttas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban
berupa laporan keuangan.

Bntitas Akunfansi adalah  unit akuntansi kuasa pengguna
anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk
digabungkan pada entitas pelaporan.

Piutang adalah uang yang menjadi hak pemerintah atan kewajiban
pihak lain kepada pemerintah sebagai akibat penyeralian wang, barang
dan/atau jasa dan/atau oleh pemerintah atau akibat lainnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan
pemerinfah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan dan
hibah.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan
yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintaly
dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau
diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

2016, No. 490
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22.Beban  adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul
akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak
pada penurunan ekuitas, baik berupa péengeluaran, komsumsi aset atau
timbulnya kewajiban.

28. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara
yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
bersangkutan dan tidak akan dipercleh pembayarannya kembali oleh

pemerintaly.

D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliprit:
1. KebijakanUmum Akuntansi dan Pelaporan Keuangain;
2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan;
8. Kebijakan Akuntarnsibeban dan Belanja;
4. Kebijakan Akuntansi Aset;
5. Kebijakan Akuntansi Kewajiban;
6. Kebijakan Akuntansi Ekuitas.
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BABII
KEBIJAKAN UMUM
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

A. Latar Belakang
1. Tujuan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kementerian IKetenagakerjaan bertujuan untuk

nienyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran,

hasil operasi, dan perubahan ekuitas Kementerian Ketenagakerjaan

sebagai entitas pelaporan, sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan

anggaran dan menyajikan informiasi vang bermianfaat bagi para

pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai

alokasi sumber daya.

Agar laporan keuangan Kementerian [Ketenagakerjaan dapat

menunjukkan akuntabilitas, maka penyajian informasi antara lain

nieliputi:

a. Posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan eknitas pemerintaly

b. Perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas
pemerintah;

c. Sumber, alokasi, dan perniggunaan sumber daya ekonomi;

d: Ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

e. Cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan menienuhi
kebutuhan kasnyza;

f. Potensi pemerintah untuk membiayal penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan;

g. Informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan enftitas

pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
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Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan

Pihak yang Dbertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian
laporan keuangan adalah pimpinan enfitas baik entitas akuntansi
miaupun entitas pelaporan di lingkungan Kemnterian Ketenagakerjaan.
Entitas Akuntansi adalah seluruh satuan kerja Kuasa Pengguna
Anggaran penerima DIPA sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna
Anggaran, Kantor Wilayah sebagai Unit Akuntansi Pembantu Penggiina
Anggaran Tingkat Wilayah, dan Unit Eselon 1 Kementerian
Ketenagakerjaan sebagai Unit Pembantu Pengguna Anggararm Tingkat
Bselon 1, Unit Pelaporan adalah Kementerian Ketenagakerjaan u.p
Sekretariat Jenderal.

Kompenen Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah yang lengkap terdiri dari:

a) Neraca,

b) Laporan Operasional (1LO);

c] Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

d) Laperan Perubahan Ekuitas (LPE);

e) Catatan atas Laporan Kenangan (Call).

Bahasa Laporan Keuangan

Laporan kenangan harnas disusun dalam Bahasa Indonesia. Jika
laporan keuangan juga disusun dalam bahasa lain selain dari Bahasa
Indonesia, maka laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus
memuat informasi dan waktu yang sama (tanggal pesisi dan cakupan
periode). Selanjutnya, laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut
harus diterbitkan dalam waktu yang sama dengan laporan keuangan

dalam Bahasa Indonesia.
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5. Mata Uang Pelaporan

Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah, Penyajian
neraca, aset, dan/atau kewajiban dalam mata uang lain selain dari
riipiali  harus dijabarkan dalam mata uang rupiali  dengan
menggunakan kurs tengah Bank Sentral. Dalam hal tidak tersedia dana
dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata
uang asing tersebut dibeli dengan rupiah,maka transaksi dalam mata
uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs
travisaksiyaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk mempereleh
valuta asing tersebut. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang
asing yang digunakan untuk Dertransaksi dan miata uang asing
tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:

a) Transaksi mafra uang asing ke mata tiang asing lainnya dijabarkan
dengan menggunakan kurs transaksi;

b) Transaksi dalam mata wang asing lainuya tersebut dicatat dalam
ripiah  berdasarkan kurs fengah bank sentral pada tanggal
transalksi.

Keuntungan atau kerugian dalam periode berjalan yang terkait dengan

transaksi dalam mata uang asing dinilai déengan menggunakan kurs

sesnai dengan ketentuan vang diatar dalam PSAP, IPSAP dan Buletin

Teknis SAP serta peraturan perundang-undangan terkait yang

miengatur tentang transaksi dalam mata uang asing,

6. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan,

realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan

perubahan ekuitas disertai pengungkapan vang diharoskan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku: Aset disajikan berdasarkan
karakteristiknya menurut urdtan likuiditas, sedangkan kewajiban

disajikasi menurat arutan jatuh temponya.
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Laporan Operasional menggambarkan pendapatan dan beban vang
dipisahkan menurut karakteristiknya dari kegiatan utama/operasional
entitas dan kegiatan yang bukan merapakan tugas dan fungsinya.
Catatan afas laporan kedangan harus disgjikan secara sistematis
dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam
catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam neraca,
laporan operasional, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas,
laperan perubahan SAL, dan laperan perubahan ekuitas yang sifatnya
miemberikan  penjelasan,baik yang Dbersifat kualitatif —maupun
kuantitatif, termasuk komitmen dan Xontinjensi serta transaksi-
transaksi lainnya.
Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan tdak diperkenankan
menggunakan ukuran kualitatil seperti “sebagian besar” untuk
menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi harus dinyvatakan
dalam junilah nominal atau persentase.
Perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Perubahan estimasi akuntansi.
Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan
kondisi vang mendasarinva. Selain itogjuga wajib dinngkapkan
pengaruh material dari perubahan yang terjadi baik pada periode
berjalan maupun pada periode-periode berikutnya,
Pengaruh atan dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan
dalam LO pada periode perubahan dan pericde selanjutnya sesuai
sifat perubahan. Contohnya perubahan estimasi masa manfaat aset
tetap berpengaruh pada LO tallun perubahan dan taliun-taliun
selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh
perubahan terhadap LO tahun perubahan dan tahun-talnin
selanjutnyva dinngkapkan di dalam CalLK.
b. Perubahan kebijakan akuantansi.
Kebijakan akuntansi dapat diubah apabila penerapan $suatu
kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan
perundangan atau SAP yang berlaku atau diperkirakan bahwa
perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau

transaksi yang lebili sesuai dalam laporan keuangai.
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c. Kesalahan mendasar.
Koreksi kesalahan miendasar -dilakukan retrospektif dengan
melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode sajian dan
melaporkan danipaknya terhadap masa sebelum periode sajian.
7. Konsistensi
Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa
dari satu periode ke periode lain oleh suatu entitas pelaporan (prinsip
konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi
perubahan dari satu metode akuntansi ke metede akuntansi yang lain:
Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan svarat bahwa
nictode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih
baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan
metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangarn.
Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan kenangan antar
periode haruskonsisten, kecuali:
a) Terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas
pemerintalian; atau
b} perubahan tersebut diperkenankan oleh Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan (PSAP).
Apabila penyajian atau Kklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangarn
dittbah, maka penyvajian periode sebelumnya tidak perla direklasifikasi
tetapi harus diungkapkan secara memadai di dalan CaLK.
8. Materialitas dan Agregasi
Penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas. Pos-
pos vang jumlahnya material disajikan tersenditi dalam laporan
keuangan.Sedangkan, pos-pos vang jumlahnya tidak material dapat
digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fangsi yang sejenis.
Informasi dianggap material apabila kelalaian untuk mencantumkan
atan  kesalalian dalam pencatatan informasi tersebuf dapat
mempengarihi keputusan yang diambil.
9. Periode Laporan Keuangan dan Laporan Interim
Laporan keuangan wajib disusun dan disampaikan kepada nnit vertikal
sesiai dengan periode yang telah ditetapkan dalam peraturan dan
ketentuan tentang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah
pusat yang berlaku.
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Informasi Komparatif

Laporan keuangan tahunan dan interim disajikan secara komparatif
dengan periode yang sama pada tahun sebelummnya. Khusus Neraca
interim,disajikansecarakomparatifdengan neraca akhir talhiuin
sebelumnya. Laporan operasional interim dan laporan realisasi
anggaran interimt disajikan mencakup periede sejak awal tahun
anggaran sampai dengan akhirperiode interim yvang dilaporkan.
Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif’ dari laporan
keuarigan periode sebelummnya wajib diungkapkan kembali apabila

relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

B. Komponen Laporan Keuangan

Laporan keunangan untuk tujuan amum terdiri dari:

1.

2.

3.

Neraea

Neraca merupakan komponen laperan keuangan yvang menggambarkan
posisi kenangan suatu entitas pelaperan mengenai aset, kewajiban, dan
ekuitas pada tanggal tertentu.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan
inforinasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja ,transfer,
surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang
masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi
tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi
keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekononii,
akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran:
Laporan Operasional (LO);

LO mnrerupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan
informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas
pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan
surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping
melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi
keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa vang

nierupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.
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4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE),
LPE merupakan komponen laporan keuangan vang menyajikan
sckurang-kurangnya pos-pos eckuitas awal, surplus/defisit-LO pada
periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung
mienambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

S. Catatan atas Laperan Keuangan (CalK).
CalK merupakan komponen laporan keuangan yang meliptiti
penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan dan
pos-pos yang disajikan dalam LRA, Neraca; LO, dan LPE. Termasuk
pula dalam CalLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan
dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemcérintahan (SAP) serta
pengungkapan-pengungkapan lainnya vang diperlukan untuk penyajian
wajar laporan keuangan, sepert keéwajiban kontinjensi dan/atau

komitmen-komitmen lainnya.

C. Penyésuaian Akrual Laporan Keuangan

PENYLSUAIAN PERIODE PENYESUAIAN
Kas di Bendaliara Pengeluaran Semesteran
Kas Lainnya di Semesteran
BendaharaPengeluaran
Kas di Bendahara Penerimaan Semesteran
 Kas Lainnya di Bendahara Semesterarn
Penerimaan
Pendapatan yang Masih Harus Semesteran
Diterima
Belanja Dibayar Dimuka Semesteran
Pendapatan Diterima Dimuka Semesteran
Belanja yang Masih Harus Dibayar Semesteran
Penyisilian Pintang Tak Tertagih Semesteran
Uang Muka Belanja Semesteran
Koreksi Antar Beban Semesteran
 Koreksi Beban-Aset Semesteran
Reklasitikasi Aset Tahunan
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D. Bagan Akun Standar Yang Digunakan Kementerian Tenaga Kerja

Ne | Akun Uraian
1 | 423122 | Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
2 423129 | Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
3 423141 | Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
4 | 423142 | Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin
5 | 423149 | Pendapatan dari Penianfaatan BMN Lainnya
6 | 423214 | Pendapatan Hak dan Perijinan
7 1423214 | Pengembalian Pendapatan Hak dan Perijinan
Pendapatan JasaTenaga, Pekerjaan, Informasi,
423216 | Pelatihan dan Tekiiologi Sesuai
423221 | Pendapatan Jasa Lembaga Kenangan (Jasa Giro)
10 | 423291 | Pendapatan Jasa Lainnya
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian
11 | 423752 | Pekerjaan Pemerintal
12 | 423922 | Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran
13 | 423951 | Yang Lalu
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran
14 | 423952 | Yang Lalu
Penerimaan Kembali Belanja Modal TahunAnggaran
15 | 423953 | Yang Lalu
Penerimaan Kembali Belanja Pembayaran Kewajiban
16 | 423954 | Utang Tahun Anggaran
Penleriniaan Kenibali Belanja Hibah Tahun Anggaran
17 | 423936 | Yang Lalu
Penerimiaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Talun
18 | 423937 | Anggaran Yang Lalu
Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran
19 | 428958 | Yang Lalu
20 | 423991 | Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji
21 | 428999 | Pendapatan Anggaran Lain-ldin
22 | 491429 | Pendapatan Perolehan Aset Lainnya
28 | 511111 | Beban Gaji Pokok PNS
24 | 511111 | Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS
25 | 511119 | Beban Pembulatan Gaji PNS
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26 | 511119 | Peigembalian Beban Pembulatan Gaji PNS

27 | 511121 | Beban Tunj. Suami/lstri PNS

28 | 511121 | Penigembalian Beban Tunj. Suami/Tstri PNS

26 | 511122 [ Behan Tunj. Anak PNS

30 | 511122 | Perigemnbalian Beban Tunj. Anak PNS

31 | 511123 | Beban Tunj. Struktural PNS

32 | 511123 | Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS

33 | 511124 | Beban Tunj. Fungsional PNS

34 | 511124 | Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS

35 | 811125 | Beban Tunj. PPh PNS

36 | 511126 | Beban Tunj. Beras PNS

37 | 511126 | Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS

38 | 511129 | Beban Uang Makan PNS

No | Akun Uraian

3% | 511129 | Pengembalian Beban Uang Makan PNS

4¢ | 511134 | Beban Tunj. Kempensasi Kerja PNS

41 | 511138 | Beban Tunjangan Khusus Papua PNS
Beban Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam

42 | 511147 | dan LuarNegeri

43 | 511131 | Behan Tunjangan Umum PNS

44 | 511151 | Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS

45 | 612111 | Beban Uang Honor Tetap

46 | 512211 | Beban Uang Lembur

47 | 512211 | Pengembalian Beban Uang Lembur

48 | 512411 | Beban Pegawai (Tunjangan Khusus,/ Kegiatan)
Pengembalian BehanPegawai (Tunjangan Khusus/

49 | 512411 | Kegiatan)

30 | 521111 | Behan Keperluan Perkantoran

51 | 521111 | Penigembalian Beban Keperluan Perkarntoran

32 | 521113 | Behan Penambal Daya TahanTubuh

53 | 521114 | Beban Pengiritnan Surat Dinas Pos Pusat

54 | 521115 | Behan Hener Operasional Satuankerja

55 | 521115 | Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja
Bebhan Barang Operasional Lainnya

36

521119

2016, No. 490




2016, No. 490 20.

57 | 521119 | Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya

58 | 521211 | Beban Bahan

59 | 521211 | Pengembalian Beban Bahan

60 | 521213 | Beban Honor Output Kegiatan

61 | 521213 | Pengembalian Beban Hanor Cutput Kegiatan

62 | 521219 | Beban Barang Non Operasional Lainnya

68 | 521219 | Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya

64 | 522111 | Beban Langganan Listrik

65 | 522112 | Beban Langganan Telepon

66 | 522113 | Beban Langganan Air

67 | 522119 | Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya

68 | 522121 | Beban Jasa Pos dan Gire

69 | 522131 | Beban Jasa Konsultan

70 | 522131 | Perigembalian Beban Jasa Kensultan

71 | 522141 | Beban Sewa

72 | 522151 | Beban Jasa Profesi

73 | 522151 | Pengembalian Beban Jasa Profesi

74 | 522191 | Beban Jasa Lainnya

75 | 523111 | Beban Pemeliharaan Gedung dan Banginan

76 | 523119 | Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya

77 | 523121 | Beban Pemeliliaraan Peralatan dan Mesin

78 | 523121 | Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

79 | 523122 | Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan

Pelumas Khusus

80 | 523129 | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

81 | 323133 | Beban Pemeliharaan Jaringan

82 | 523199 | Beban Pemeliharaan Lainnya

83 | 524111 | Beban Perjalanan Bilasa

84 | 524111 | Pengembalian Beban Perjalanan Biasa

85 | 524113 | Beban Perjalanan Dinas Dalam Keta

86 | 524113 | Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota

87 | 524114 | Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Keta
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No | Akum Uraian

Penigembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting
88 | 524114 | Dalam Kota

89 | 524119 | Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting
90 | 524119 | Luar Kota

91 | 524211 | Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri

92 | 524211 | Pengembalian Beban FPerjalanan Biasa — Luar Negeri

93 | 524212 | Beban PerjalananTetap — Luar Negeri

94 | 524212 | Pengembalian Beban Perjalanan Tetap — Luar Negeri

95 | 524219 | Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri

96 | 525112 | Beban Barang

Behan Tanah Untuk Diserahkan kepada
97 | 526111 | Masyarakat/Pemda

Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada

98 | 526112 | Masyarakat/Pemda

Beban Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan
99 | 526114 | kepada Masyarakat/Pemda

Beban Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada
100 | 526115 | Masyarakat/Pemda

Beban Barang Penunjang Tugas Pembantuan Untuk
101 | 526212 | Diserahkan Kepada

Beban Baratg Lainnya Untuk Diserahkan
102 | 526311 | KepadaMasyarakat/Pemda

Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial

103 | 573112 | Dalam Bentuk Barang/Jasa

104 | 591111 | Bebamn Penyusutan Peralatan dan Mesin

105 | 591211 | Béban Penyusutar Gedutig dan Bangunan

106 | 591311 | Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan

107 | 591312 | Beban Penyusutan [rigasi

108 | 591313 | Beban Penyusutan Jaringan

109 | 591411 | Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
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110

592222

Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak
Digunakan dalam

111

593111

Beban Persediaan konsumisi

112

593113

Beban Persediaan bahan unituk pemeliharaan

113

293114

Beban Persediaan suku cadang

114

b93122

Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau

diserahikan kepada

115

593124

Bebhan Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual

atau diserahkan kepada

116

593125

Beban persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk

diserahkan kepada

117

098127

Beban Persediaain Aset Lain-Lain antuk diserahkan
kepada Masyarakat

118

593128

Beban Barang Persediaan Lainnya untuk
Dijual/Diserahkan ke Masyarakat

119

593131

Beban Persediaan halian baku

120

593141

Behan Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga

121

593149

Beban Persedizan Lainnya

122

594211

Behan Penyisihan Piutang PNBP

123

594411

Beban Penyisihan Piutang Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti

294931

Beban Penyisihian Pititang Tidak Tertagih Jangka
Panjang - Tuntutan

595112

Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin

596111

Beban Kerugian Pelepasail Aset
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BAB III
KEBIJAKAN AKUNTANS] PENDAPATAN

Pendapatan yang terdapat pada Kementerian Ketenagakerjaan hanya yang
berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

PNBP RKementerian Ketenagakerjaan terdiri dari PNBP Umum dan PNBP
Flungsional.

1. Pendapatan PNBP Umtim

A. Latar Belakang

PNBP yang bersifat umum merupakan penerimaan yang tidak berasal
dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Ketenagakerjaan
antara lain seperti sewa tanah, gedung dan bangunan, pendapatan jasa
lembaga keuangan (jasa gire), penerimaan kembali persekot/uang
muka gaji, pengembalian kembali belanja tahun lalu, pendapatan
denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah dan lain-lain.
Pendapatan PNBP Umum dikategorikan dalam bagan akun standar
sehagai PNBP Lainnya (MA 423)

B. Pengakuan

Pendapatan PNBP Umum diakni apabila telali timbul hak pemerintah
untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu
realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanva aliran mastk
sumber daya ekonomi.

Pendapatan dari Pengelolaan BMN berupa sewa gedung dan bangunan
diakui setelah manfaat sewa telah berjalan dan terjadi. Dengan
menggunakan metode pendekatan pendapatan, penyetoran SSBP atau
pembayaran sewa melalui Kas Bendahara Penerimaan diakui sebagai
pendapatan PNBF, Selisih kas yang diterima déengan manfaat sewa yang
telall terjadi diakui sebagal pendapatainn diterima dimiuka sebagai
pengurang pendapatarn:
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Pendapatan denda keterlambatan pekerjaan diakui setelali laporan
akhir dan  surat tagihan dari PPK  diterbitkan  kepada
rekanan / pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan perjanjian
kerja/perikatan.

Pendapatan Jasa Giro dan Pendapatan Pengembalian Belanja TAYL
diakui pada saat realisasi kas masuk pada rekening bendahara

penerimaan dan atau SSBP penyetoran ke kas negara.

C. Pengukuran

Pendapatan Bukan Pajak-L.O untuk PNBP diukur dengan menggunakan
tarif neminal dikalikan dengan kuantitas/volume/frekuensinya atau
jumlah nontinal yang tertera dalam kontrak perikatan atau nilai Tupiah

realisasi yang diterima.

D. Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan PNBP Umtim disajikan pada Laporan Operasional dan
CaLK. Pendapatan PNBP ini disajikan dengain perbandingan periode
sebelumnya. Mutasi nilai dan informasi relevan lainnya dapat
ditingkapkarn pada CalK.

. Teknis

1. Dokumen Sumber:
a) Perjanjian Kerja
1) Lapeoran Akhir Penyelesaian Pekerjaan
¢) Perjanjian Sewa
d) S8BP

e) Rekening Koran
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Jurnal Pendapatan-Lo
a) Pendapatan dari pemanfaatan BMN
1) Jurnal mencatat penyetoran biaya sewa dimuka sesuai
dengan perjanjian sewa Geédung dan Bangunan ke kas
Negara — Input SSBP pada SAIBA.

Akun Uraian  Debet | Kredit
313121 Diterima dari Entitas XXXX
lain
423141 Pendapatan Sewa XHXK

Tanah, Gedung, dan

Bangunan

2) Jurnal mencatat penyesuaian biaya dibayar dimuka senilai
manfaat sewa vang belum terjadi/belum berjalan pada akhir
periode pelaporan - Diinput secard manunal pada jornal

penyesuaian SATBA.

Akun Urdaian Debet Kredit
423141 Pendapatan Sewa XXXX
Tanah, Gedung, dan
Bangunan
219211 Pendapatan Sewa XXX
diterima Dimuka

b) Pendapatan Jasa Giro
1) Jurnal mencatat mutasi tambah berupa pendapatan jasa giro
bank Rekening Bendahara Pengeluaran (Rekening Non TNP) -

Diinput secara manual pada jurnal penvesuaian SAIBA.

Akun Uraian Debet Kredit
111821 Kas Lainnya di KKK
Bendahara
Pengeluaran
423221 Pendapatan Jasa XXX
Lembaga Keuangan

2016, N
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2) Penyetoran pendapatan jasa giro ke kas negara- Input SSBP

pada aplikasi SAIBA.
Akun Uraian Debet | Kredit
313121 | Diterima dari Entitas Lain XXXX
423221 | Pendapatan Jasa Lembaga KXXK
Kenangan

3) Penyesuaian atas nilai kas lainnya di bendahara pengeluaran
dan jurnal yang telah terbentuk pada SAIBA ketika input
penyetoran pendapatan — Diinput secara manual pada jurnal
penyesuaian SAIBA.

Akun Uraian Debet Kredit

423221 | Pendapatan Jasa Lembaga | XXxX

Keuangan

111821 | Kas Lainnya di Bendahara XXKX

Pengeluaran

¢) Pendapatan Denda
1) Jornal mencatat denda  keterlambatan  penyelesaian
pekerjaan pemerintah - Diinput secara manual pada jurnal

penyesuaian SATBA.

Ak Uraian Debet Kredit
115211 | Piutang PNBP XXXX
423752 | Pendapatan Denda XXKX

Keterlambatan Penyeglesaian

Pekerjaan Pemerintah
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2] Penyetoran pelunasan piutang 4dtas pendapatan denda
keterlambatan ke kas negara sebelum periode laporan -
Input SSBP pada Aplikasi SAIBA.

Akum Uraian Debet Kredit
313121 | Diterima dari Entitas Lain XXXX
423752 | Pendapatan Denda KXKK

Keterlambatan Penyelesaian

Pekerjaan Pemerintah

3) Penyesuaian aftas nilai pelunasan piutang dan jurnal yang
telah terbentuk pada SAIBA ketika input penyetoran
pendapatan - Diinput secara manual pada jornal

penyesuaian SATBA.

Akun Uraian Debet Kredit

423752 | Pendapatan Denda | xxxx
Keterlambatan Penyelesaian
Pekerjaan Pemerintah

115211 | Piutang PNEBP XXKK

d) Pelunasan Tuntirtan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
1) Jurnal atas penetapan TP/TRG berdasarkan
SKTJIM/SKTM /Dokumen penctapan lainnya — Diinput secara

manual pada jurnal penyesuaian SAIBA.

Akun Uraian Debet Kredit
152111 | Piutang Tagihan Tuntutan XXXK

Perbendaharaan /Tuntutan
CGanti Rugi

423921/ | Pendapatan Penyelésaian XXX
423922 | Tuntntan Ganti Rugi Non
Bendahara/Pendapatan

Penyelesaian Tuntutan

Perbendaharaan

. 490
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2) Reklasifikasi Bagian Lancar

Perbéendaharaan/Bagian Lancar Tinnitan Gant Rugi pada
akhir periode pelaporan senilai tagihan yang akan jatuh
tempo dalam wakta 12 (duabelas) bulan setelali akhir

periode laporan — Diinput secara manual pada jurnal

penyesuaian neraca SAIBA.

Tuntutan

Perbendaharaan/Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi pada

awal periode pelaperan berikutnya — Diimput secara nranual

pada jurnal penyesuaian neraca SAIBA.

Akun | Uraian Debet | Kredit

113411/ | Bagian Lancar Tunbitan | Xxxx

115421 | Perhendaharaan/Bagian
Lancar Tuntutan Gant
Rugi

152111 | Piutang Tagihan Turitutan XXKX
Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi

3) Jurnal balik atas Bagian Lancar Tuntlitan

115421 Perbendaharaan /Ba_gian
Lancar Tuntutan

Ganti Rugi

Uraian Debet | Kredit
Akun
152111 Piutang Tagihan Tuntutan | xxxx
Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi
115411/ Bagian Lancar Tuntutan KXKX
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4 Jurnal atas setoran pelunasan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi - Input SSBP dengan
MA 42392x pada Aplikasi SAIBA (posting Iangsung
mengurangi nilai Piutang TP/ TGR).

Akun Uraian Debet | Kredit
313121 Diterima dari Entitas Lain | xxxx '
152111 Piutang Tagihan Tuntutan XXKX

Perbendaliaraan/Tuntutan
Ganti Rugi

€) Pendapatan dari Pelunasan/pembayaran Tagihan Penjualan
Kredit

1) Penetapan pemerintalhh atas penjualan kredit (misaloya

penetapan rmah négara golongan tiga) — Input secara

manual pada jurnal penyesuaian SATBA

Akun Uraian Debet | Kredit
151111 Piutang Tagihan Penjualan | xxxx
Angsuran
423121 Pendapatan dari XXXX
Penjuralan Tannaly,
Gedung dan Bangunan

2) Reklasifikasi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
pada akhir periode pelaporan senilai tagihan yang aka njatuly
tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah akhir
periode laporan — Diinput secara manual pada jurnal
penyesuaian neraca SAIBA

Akun Uraian Debet | Kredit

115311 Bagian Lancar Tagihan | xxxx

Penjualan Angsuran

151111 Piutang Tagihan Penjualan XXXX

Angsurai
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3) Jurnal balik atas Bagian Lancar Tagihan Penjualan
Angsuran pada awal pericde pelaporan berikutnya — Diinput

secara manual pada jurnal penyesuaian neraca SAIBA .

Akun Uraien Debet | Kredit |
151111 Piutang Tagihan Penjualan | xxxx
Angsuran
113311 Bagian Lancar Tagihan KXXX
Penjualan  Angsuran

4) Pembayaran angsuran/pelunasan Tagihan Penjualan Kredit-
Input §SBP/Potongan SPM Gaji atas akun Pendapatan dari
Penjualan TPA pada SAIBA.

Akun Uraian | Debet | Kredit
313121 Diterima dari Entitas | Xxxx
Lainnya
423121 Pendapatan dari XXXX

Penjualan Tanal, Gedung

dan Bangunan

5) Penyesuaian atas Dberkurangnya nilai Tagihan Penjualan
angsuran dan penyesuaian atas jurnal pembayaran
angsuran/pelunasan — Diinput secara manual padajurnal

penyesuaian SAIBA.

Akun Uraian Debet | Kredit
423121 Pendapatan dari | xxxx
Penjualan Tanali, Gedung

dan Bangunan

151111 Piutang Tagihan XXXX

Penjualan Angsuran
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2. Pendapatan PNBP Fungsional
PNBP yang bersifat fungsional merupakan penerimaan yang berasal dari
Jasa Pelatihan Kerja, Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Jasa
Pengujian dan Pemeériksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Jasa
Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Jasa Pendidikan dan
Pelatihan seperti diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun
2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
Kementerian Ketenagakerjaan.
Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis
pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut

jenis pendapatan disajikan pada CallI<.

a. PNBP pada Direktorat Jenderal Penibinaan Periempatan Tenaga Kerja

1) Latar Belakang

Direktorat Jenderal Pemibinaan Penempsatan ‘Tenaga Kerja (Ditien
BINAPENTA)ymemiliki beberapa transaksi yang tidak terdapat pada
entitas lain terutama terkait dengan Pendapatan Negara Bukan
Pajak (FNBP) bertipa pendapatan Hak dan Perijinan penggunain
tenaga kerja asing. Pendapatan Hak dan Perijinan Penggunaaain
Tenaga Kerja Asing adalali PNBP yang berasal biaya perizinan
dan/atau kompensasi mempekerjakan tenaga kerja asing baru atau
perpagjangan pada suatu perusahaan yang menggunakan tenaga
kerja asingPendapatan tersebut terkait Kompensasi Penggunaan
Tenaga Kerja Asing sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintalln Nomor 65 Taliunn 2012 tentang Jenis dan Tarif atas
Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat saat ini, Ditjen
BINAPENTAsesuai dengan PP 65 Tahun 2012 memiliki 4 (empat)
jenis penerimaan PNBP fungsional antara lain:

a) Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk I[zin

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Baru,
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b) Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing  unwik
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang
Lokasi Kerjanya Lehih dari 1 (satu) Wilayah Provinsi;

¢) Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yvang
Lokasi Kerjanya Linitas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi;

d) Kompensasi Perggunaan Tenaga Kerja Asing untuk
Perpanjangan lzin MempekKerjakan Tenaga Kerja Asing yang
Lokasi Kerjanya dalam1 (satu) Wilayah Kabupaten/Kota.

Pengakuan

a) Pendapatan LO

Secara umum, pendapatan diakui apabila telah tGnmibul hak
pemerintalh untuk menagill atas suatu pendapatan atau telah
terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan
adanya aliran masuk suniber daya ekononii. Terkait dengan
kebijakan pendapatan-LO sebagaimana vyang telah diatir
Peraturan Menteri Kenangan Nomor 219/PMEK.05/2015 tentang
Kebijakar Akuntansi Pemierintah Pusat, dinyvatakan bahwa salah
satu variasi jenis transaksi pendapatan adalah kendisi Cash on
Delivery (COD). Kondisi tersebut adalah kondisi dimana
manfaat/benefit telah diterima oleh wajib bayar dan
pembayaran PNBFP telah diterima olell Instansi Pengelola
PNBP atau mitra [nstansi Pengelola PNBP.Kondisi ini paling
sering dijumpai dalam transaksi PNBP.Wajib bayar terlebih
dahialu membayar sejumlali nang (yang besaraiulya mengacu
para peraturan perundangan seperti PP dan PMEK), sebelum
menérima manfaat/benefit dari instansi pengelolda PNBP dan
tidak didabolni dengan surat penagihan, Manfaat/benefit
tersebut dapat berupa penyediaan barang, jasa, fasilitas
afan berntuk kemanfaatan lainnya. Confoh transaksi COD
antara lain pendapatan yang dipungut dari pelavanan SIM,
STNK, paspor, akte nikah, sumbangan pendidikan untuk
perguruan tinggi negeri. Karakteristik yang demikian hampir
tidak memungkinkan timbulaya pintdang PNBP. Selanjutiya,
uang yang diterima oleh instansi pengelola PNBP disetorkan oleh
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Bendahara Penerimaan ke kas negara sesuai ketentuan yang
berlaku.
Pendapatan PNBP bherupa keompensasi perizinan penggunaan
tenaga kerja asing diakui pada saat pényetoran sejunilah uang
vang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dalam
rangka penerbitan dan/atau perpanjangan IMTA  ((jin
Menggunakan Tenaga Asing) ke rekening beéndahara
pencrimaaan Ditjen BINAPENTA.

b) Pendapatan LRA
Pendapatan LRA atas PNBP kompensasi untuk izin maupun
perpanjangan izin menmpekerjakan tenaga asing diakui pada saat
terdapat setoran wang sebesar yang ditentukan peraturan
perundang-undangan ke kas negara dengan dokumen berupa
Sarat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan Bukti Penerimaan
Negara yang telah memiliki NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan
Negara)

3) Pengukurar

a) Pendapatan LO
Pendapatani PNBP berupa kompensasi perizinan penggunasn
tenaga kerja asing dicatat sebesar rupialhh penyetoran ke kas
bendahara penerimaandengan menggunakan kurs valuta asing
pada tanggal transaksi. Pendapatan dicatat dengan asas bruto,
vaitn sehiruh pendapatan dicatat sebesar jumlah binuatenya,
tidak diperbolehkan melakukan kompensasi dengan
pengeluaran, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan
perundang-undangar.
Dalam rangka pencatatan realisasi anggaran, nilai tercatat
pendapatan-LO pada awalaya dilakukan atas penvetoran uang
ke kas negara dari kas bendahara penerimaan. Penvesuaian
penanibahan nilai pendapatan-LO pada akhir periode laporan
dilakukan atas selisih kas bendahara bendahara pencérimaan
dan pencatatan setoran ke kas negara dengan nilai kars pada

tanggal transaksi.



2016, No. 490

-34-

Pengembalian  pendapatan  diakui sebagai pengurang
pendapatan-LO pada saat surat pengembalian pendapatan oleh
perusahaan pengaju izin IMTA yang telah menyetor uang telah
terverifikasi dan telah dizjukan 8PP, Nilai péngurang
pendapatan dicatat sesuai dengan rupiah sesuai kurs tanggal
transaksi yang tercantum pada SPP pengembalian pendapatan.
b) Pendapatan LRA

Pendapatan LRA dinkur dan dicatat sesuai nilai rupiah dengan
kurs pada saat penyetoran ke kas negara. Pendapatan dicatat
dengan asas bruto, yaitu sehiruh pendapatan dicatat sebesar
jumlah brutonya, tidak diperbolehkan melakukan kompensasi
dengan pengeluaran, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan
perundang-undangan

Pengembalian pendapatan  diakui sebagai pengurang
pendapatan-LRA pada periode berjalan pada saat SPM/SP2D KP
(SPM/SP2D  Kembali Pendapatan)/SPM/SP2D Pengenibalian
Pendapatan lainnya yang sah diterbitkan oleh  KPPN
setempat/Dit. Pengelolaan Kas Negara Diljen Perbendaharaan.
Nilai pengurarng pendapatan dicatat sesuai dengan ripiah sesuai

kurs tagihan pada tanggal yang pencairan tagihan,

4} Penyajian Dan Pengungkapan

Pendapatan PNBP Fungsional baik LRA maupun LO disajikan pada
Laperan Operasional dan CalLK. Pendapatan PNBP dilaporkan
sampal dengan rincian lebih lanjut jenis pendapatan dan
perbandingan dengan periode yang sama taliun sebelumnya. Mutasi
nilai dan informasi penting dan relevan lainnya dapat dinngkapkan

pada Calk,

5) Teknis

a) Dokumen Sumber:
a) Rekening Kas Bendahara Penerimaan;
b) SSBP dan/atau Bukti Penerimaan Negara periyetoran ke Kas
Negaray

¢) Rekonsiliasi Kas bendahra penerimaan dan akuntansi.
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b) Jurnal Pendapatan
a) Pencatatan setoran dari kas bendahara penérimaan ke Kas
Negara dengan SSBP pada periode berjalan.
(i) Jurnal LRA péncatatan pendapatan - loput SSBP pada

SAIBA
Akun | Uraian - Debet | Kredit
219711 | Utang Kepada KUN XXKX
423214 | Pendapatann Hak dan XKXX
Perizinan

(iiy Jurnal LO pencatatan pendapatan — Input SSBP pada
SAIBA.
Akun | TUraian  Debet | Kredit

313121 | Diterima Dari Entitas | XXXX
Lain

423214 | Pendapatan Hak dan Xxxx

Perizinan

b) Pengakuan penambah pendapatan-LO atas atas setoran
pada IKas Bendahara Penerimaan pada akhir periode yang
belum disetorkan ke kas negara
(i) Jurnal pendapatan atas kas di Bendahara Penerimaan

dan belum disetor ke kas negara pada tanggal pelaporan
kenangan — Diinput secara manual pada jurnal

penyesuaian SAIBA.

Akun Uraian Debet Kredit

111711 | Kas di Bendahara | xxxx
Penerimaan
423214 | Pendapatan Hak dan XX®X

Perizinan
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¢) Penyetoran ke kas negara atas pendapatan yang pada akhir
periode: pelaporan sebelumnya masih di Kas Bendahara
Penerimaarn.
() Jurnal LRA pada waktu penyetoran pendapatan — Input
SSBP pada SAIBA

Akun | Uraian - Debet | Kredit
219711 | Utang Kepada KUN XXKX
423214 | Pendapatan Hak dan Xxxx
Perizinan

(ii) Jurnal LO pada waktu penyetoran pendapatan — Input
SSBP pada SAIBA
Akun Uraian Debet Kredit

313121 | Diterima Dari Entitas | =XxXxX

Lain

423214 | Pendapatari Hak dan XxXxx

Perizinan

(ifi) Jurnal penyesuaian pendapatan-LO dan atas pendapatan
yang disetor ke kas negara dan sudah diakui sebagai
pendapatan-LO  periode  sebelumnya dan  jurmal
pengurangan Kas di Bendahara Penerimaan - Diinput

secara manual pada jurnal penyesuaian SATBA.

Akuan Uraian Debet Kredit

423214 | Pendapatan Hak dan XKXX

Perizinan

111711 | Kas di Bendahara KXXXK

Penerimaan
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d) Pengembalian pendapatan LRA dan LO pada tahun berjalan
atas pendapatan PNBP tahun berjalan
(i) Jurnal pengembalian pendapatan LRA — melalui
SPM/8P2D KP (Pengembalian FPendapatan) pada taliun
berjalan - mput SPM/SP2D KP pada SATBA.

Akun Uraian | Debet Kredit

423214 | Pendapatan Hak dan XXXX
Perizinan

219711 Utang Kepada KUN XKXXK

(ii) Jurnal pengembalian pendapatan LO melalui SPM/SP2D
KP (Pengembalian Pendapatan) pada tahun berjalan —
Inpuat SPM /SP2D KP.

Akun Uraian Debet Kredit |

423214 | Pendapatan Hak dan KXXK

Perizinan

313121 Diterima dari XXKX
Entitas Lain

¢) Pengembalian pendapatan LRA dan LO pada tahun berjalan
atas pendapatan PNBP taliun lalu
(i) Jurnal pengembalian pendapatan LRA  melalui
SPM/SP2D KP (Pengembalian Pendapatan) pada tahun
berjalan - Input SPM/SP2D KP pada SAIBA.
Alkan Uraian Debet Kredit
423214 | Pendapatan Hak dan | xxxx '

Perizinan

219711 Utang Kepada KUN XXXX
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(ii) Jurnal pengembalian pendapatan LO melalui SPM/SP2D
KP (Pengembalian Pendapatan) pada tahun berjalan —
Llaput SPM /SP2D KP.

Akun Uraian Debet | Kredit |
423214 | Pendapatan Hak dan| xxxx '

Perizinan
313121 Diterima dari XX

Entitas Lain

h. PNBP pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Tenaga Kerja
dan K3 (Binawasnaker dan K3)

1)

Latar Belakang

Direktorat Jenderal Pembinazn Pengawasan Tenaga Kerja dan K3

(Ditjenn Binawasnaker dan K3) memiliki beberapa transaksi vang

tidak terdapat pada entitas lain ‘terutama terkait dengan

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pendapatan tersebut

terkait Jasa Pengujian dan Pemeriksaan Keselamatan dan

Kesehatan Kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis

Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Tenaga

Kerja dan Transmigrasi.

Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat saat ini, Ditjen

Binawasnaker dan K3 sesuai dengan PP 65 Tahun 2012 memiliki 6

(enamy} jenis penerimaan PNBP yaihu:

a) Jasa Pengujian Faktor Kimia Lingkungan Kerja yvang terdiri dari
6 (enam) bidang.

b) Jasa Pengujian Faktor Fisika Lingkungan Kerja yang terdiri dari
8 (delapan) bidang.

c) Jasa Pemeriksaan Kesehatan Kerja yang terdiri dari 16 (enam
belas) bidang.

d) Jasa Pengujian Keselamatan Kerja yang terdiri dari 24 (dua
puluh empat) bidang .

€) Jasa Pemeriksaan Gizi Kerja yang terdiri dari 4 (empat) bidang,

f) Jenis-jenis Biaya Pendidikan dan Pelatihan, Penggunaan Sararia

dan Prasarana yang terdiri dari? (dua) Bidang,



30. 2016, No. 490

2) Pengakuan
a) Pendapatan LO

Secara umum, pendapatan diakui apabila telah tmbul hak
pemerintah untuk menagih atas suatil pendapatan dtau telah
terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan
adanya alitan masuk sumber daya ekonemi.

Pendapatan PNBP Dberupa Jasa FPengujian Faktor Kiniia
Lingkungan Kerja, Jasa Pengujian PFaktor Fisika Lingkungan
Kerja,Jasa Pemeriksaan Kesehatan Kerja, Jasa Pengujian
Keselamatan Kerja, Jasa Pemeriksaan Gizi, dan Jasa Pendidikan
dan Pelatihan, Penggunaan Sarana dan Prasarana, diakui pada
saat jasa pengujian, jasa pemeriksaan, jasa pelatihan, atau jasa
penngunaan sarana prasarana  telah  diberikan dan telah
diverifikasi dalam suatu dokumen/kuitansi penagihian.,

b) Pendapatan LRA

Pendapatann LRA atas PNBP Jasa Fengujian PFaktor Kiniia
Lingkurgan Keija, Jasa Pengujian Faktor Fisika Lingkongan
Kerja,Jasa Pemeriksaan Kesehatan Kerja, Jasa Pengujian
Keselaniatan Kerja, Jasa Pemeriksaan Gizi,dan Jasa Pendidikan
dan Pelatihan, Penggunaan Sarana dan Prasarana, diakui pada
saat terdapat setoran uang sebesar yang ditentukan peraturan
perundang-undangan ke kas negara dengan dokumen berupa
Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan Bukti Penerimaan
Negara yang telaly memiliki NTPN (Nomer Transaksi Penerimaan

Negara).
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Pengukuran

a)

Pendapatan LO

Pendapatan DPNBP berupa Jasa Pengujian Faktor Kimia
Lingkungan Kerja, Jasa Pengujian Faktor Fisika Lingkungan
Kerja, Jasa Pemeriksaan Kesehatan Kerja, Jasa Pengujian
Keselamatan Kerja, dan Jasa Pemeriksaan Gizi,dan Jasa
Pendidikan dan  Pelatihan, Penggunaan Sarana dan
Prasarana,dicatat sebesar rupiah penyetoran ke kas bendahara
penerimaan. Pendapatan diukur bherdasarkan mnilai tupiah
dokumen tagihan/pembayaran dari pengadaan
pelatihan/pengujian  sesuai nilai yang telah diatur dalam
peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka perncatatan realisasi anggaran, nilai tercatat
pendapatain-LO pada awaloya dilakukan atas penyetoran uang
ke kas negara dari kas hendahara penerimaan.

Pendapatan LRA

Pendapatan LRA diukar dan dicatat sesuai nilai mipiali dengan
kurs pada saat penyetoran ke kas negara. Pendapatan dicatat
dengan asas bruto, yaitu sehiruh pendapatan dicatat sebesar
jumlah brutenya, tidak diperbolebkan melakukan kompensasi
dengan pengeluaran, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan
perundang-undangan.

Pengembalian pendapatan dialaui sebagai pengurang
pendapatan-LRA pada periode berjalan pada saat SPM/SP20 KP
(SPM/SP2D  Kembali Pendapatan)/SPM/SP2D  Pengembalian
Pendapatann lainnya yang sali diterbitkan oleh KPPN
setempat/Dit. Pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan.
Nilai pengurang pendapatan dicatat sesuai dengan rupiah sesuai

kurs tagihan pada tanggal yang pencairan tagihan,
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4) Penyajian dan Pengungkapar
Pendapatan PNBP Fungsicnal baik LRA maupun LO disajikan pada
Laperan Operasional dan Cal.K. Setoran SSBP atas pendapatan ini
menggunakan Akun 4232146, Pendapatan PNBP dilaporkan sampai
dengan rincian lebilh lanjut jenis pendapatan dan perbandingan
dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Mutasi nilai dan
informasi penting dan relevan lainnya dapat diungkapkan pada
CalK.
5) Teknis
a) Dokumen Sumber:
(i) Rekening Kas Bendahara Penerimaan
(i) SSBP dan/atau Bukti Penerimaan Negara penyetoran ke Kas
Negara
(iii) Rekousiliasi Kas bendalhara penerimnaan dan akantansi
(iv) Kuitansi Penagihan oleh bendahara penerimaan
b) Jirnal Pendapatan
(i) Pencatatan setoran dari kas bendahara penerimaan ke Kas
Negara dengan SSBP pada periode berjalan.
- Jurnal LRA pencatatan pendapatan — Input SSBP pada

SAIBA.
Akun | Uraiarl  Debet | Kredit
219711 | Utang Kepada KUN KXXK
4238216 Pendapatan Jasa XXKX

Tenaga, Pekerjaan,
Informasi, TPelatihan;
Dan Teknologi Sesuai
Dengan Tugas Dan
Fungsi Masing-Masing
Kementerian

Negara/Lembaga
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- Jurnal LO pencatatan pendapatan — Input SSBP pada

SAIBA.
Akun | Uraian | Debet | Kredit
313121 | Diterima Dari Entitas Lain XXHX

423216 Pendapatan Jasa Xxxx

Tenaga, Pekerjaan,
Informasi, Pelatihan,
Dan Tcknologi Sesuai
Dengan Tugas Dan
Fungsi Masing-Masing
Kementerian

Negara /Lembaga

(ii) Pengakuan penambah pendapatan-LO &tas sétoran pada Kas
Bendahara Penerimaan pada akhir periode yang belum
disetorkan ke kas negara
= Jurnal pendapatan atas kas di Bendahara Penerimaan dan

belum disetorr ke kas negara pada tanggal pelaporan
kenangan - Diinput secara manual pada jurnal

penyesuaian SAIBA

Akun Uraian Debet Kredit

111711 | Kas di Bendahara KRXK

Penerimaan

423216 Pendapatan Jasa Xxxx
Tenaga, Pekerjaan,
Informasi,

Pelatihan, Dan
Teknologi Sesuai
Dengan Tugas Dan
Fungsi Masing-
Masing Kementerian

Negara/Lembaga
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(iii) Penyetoran ke kas negara atas pendapatan yang pada akhir
periode pelaporan sebelumnya masih di Kas Bendahara
Penerimaan
- Jurnal LRA pada waktu penyetoran pendapatan - I[nput

SSBP pada SAIBA.

Akun | Uraian | Debet Kredit
219711 | Utang Kepada KUN XXXXK
423216 Pendapatan Jasa Xxxx
Tenaga, Pekerjaan,
Informasi,
Pelatihat, Dan
Teknologi Sestiai

Dengan Tugas Dan
Fungsi Masing-
Masing Kenenterian

Negara/Lembaga

= Jurnal LO pada waktu penyetoran pendapatan — luput
SSBP pada SAIBA.

Akun Uraian Debet Kredit

313121 |Diterima Dari Entitas b19:0.0-¢

Lain

423216 | Pendapatan Jasa Kxxx
Tenaga, Pekerjaan,
nformasi, Pelatihan,

Dan Teknologi Sesuai
Dengan  Tugas Dan
Fungsi  Masing-Masing
Kementerian

Negara/Lembaga
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- Jurnal penyesuaian pendapatan-LO dan atas pendapatan
yang disetor ke kas negara dan sudah diakui sebagai
pendapatan-LO periode sebelumnya dan  jurnal
pengurangan Kas di Bendahara Penérimaan - Diinpuit

sécara manual pada jurnal penyesuaian SATBA.

Akun | Uraian | Debet Kredit
423216 | Pendapatan Jasa Tenaga, XXXX
Pekerjaan, Informasi,

Pelatihan, Dan Tektiologi
Sesuali Dengan Tugas
Dan TFungsi Masing-
Masing Kementerian

Negara/Lembaga

111711 | Kas di Bendahsra KXKK

Penerimaan

(iv) Pengakuan  Pendapatan pada saat kuitansi  belum
dibayar,namon belum jatuh tempo (30 hari setelali terbit
kuitansi) — akhir periode pelaporan
- Pengakuan Tagihan berdasarkan kuitansi- Diinput secara

manual pada jurnal penyesuaian SAIBA.

Akun Uraian Debet Kredit

114311 | Pendapatan yang Masih | Xxxx

Harus Diterima

423216 Pendapatan Jasa XKXX
Tenaga; Pekerjaan,
Informasi, Pelatihan,
DPan Teknologi Sesuai
Dengan Tugas Dan
Fungsi Masing-Masing
Kementerian

Negara/lembaga
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- Jurnal balik awal periode pelaporan - Diinput secara

manual pada jurnal penvesuaian SAIBA.

Akun | Uraian " Debet | Kredit

423216 | Pendapatan Jasa Tenaga, | XXXX
Pekerjaan, Informasi,
Pelatilian, Dan Teknologi

Sesuai Dengan Tugas Dan

Fungsi Masing-Masing
Kementerian
Negara/Lembaga
114311 Pendapatan yang XXXK
Masih Harus
Diterima

(v) Jurnal Pengakuan Pendapatan pada sdat kwitansi belum
dibayar telah jatuh tempo (30 hari setelah terbit kuitansi) -
akhir periodé pelaporamn.

- Pengakunan Tagibhan berdasarkan kuitansi - Diinput secara

manual pada jurnal umum SAIBA:

Akun Uraian Debet Kredit

116211 | Piutang Penerimaan Negara | Xxxx

Bukan Pajak
423216 | Pendapatan Jasa Tenaga; XXEX
Pekerjaan, Informiasi,

Pelatihan, Dan Teknologi
Sesuai Dengan Tugas Dan
Fungsi Masing-Masing

Kementerian

Negara/Lembaga
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- Jurnal penyesuzian atas penyisihan piutang PNBP -

Diinput secara nianual pada jurnal unnim SAIBA.

Akun | Uraian | Debet | Kredit
594211 | Beban Penyisihan Piutang | Xxxx
Tidak ‘Tertagih - Piutang
PNBP
116211 | Penyisihan Piutang Tidak XXX
TertagihPiutang PNBP

- Jurnal LRA pada saat pelunasan pembayaran dan

dilakukan penyetoran ke kas negara — Input SSBF pada

SAIBA.

Akun | Uraian | Debet | Kredit
219711 | Utang Kepada KUN XXXX

423216 | Pendapatan Jasa ‘Tenaga, XXXX

Pekerjaan, Informasi,
Pelatihan, Dan Teknologi

Sesuai Dengan Tugas Dan

Fungsi Masing-Masing
Kementerian
Negara/Lembaga

- Juwmal LO pada waktu penyctoran pendapatan —= Input

SSBP pada SAIBA.
Akun Uraian Debet | Kredit
313121 | Diterima Dari Enfitas Lain XXEX
423216 Pendapatan Jasa XXXX
Tenaga, Pekerjaan,
Informasi, Pelatihan,

Dan Teknologi Sesuai
Dengan Tugas Dan
Fungsi Masing-Masing

Kementerian

Negara/Lembaga
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- Jurnal Pelunasan pengakuan pendapatan pada  saat
kwitansi belum dibayar telah jatuh tenipo (30 hari setelah

terbit kuitansi) akhir periode pelaporan - Diinput secara

mamnual pada jurnal umum SAIBA.

Akun

Uraian

Debet

Kredit

423216

Pendapatan Jasa Tenaga,
Pekerjaan, Informasi,
Pelatihan, Dan  Teknologi
Sestiai Dengan Tugas Dan
Fungsi Masing-Masing
Kementerian

Negara/Lembaga

XXX

115211

Piutang Penerimaan Negara

Bukamn Pajak

KXXX

- Jurnal penyesuaian #tas penyisihan piutang PNBP vang

telah lunas — Diinput secara manual pada jurnal wmum

SAIBA.
Akun Uraian Debet | Kredit
116211 | Penyisihan Piutang Tidak | xxxx
TertagiliPiutang PNBP
594211 Beban Penyisihan XXXX
Piutang Tidak Tertagih
— Piutang PNBP

¢. PNBP pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
(Binalatas)

1)

Latar Belakang

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Ditjen

Binalatas) memiliki beberapa transaksi yang tidak terdapat pada

entitas lain terutama terkait dengan Pendapatan Negara Bukan
Pajak (PNBP):. Pendapatan tersebut terkail Jasa pendidikan dan

pelatihan baik teknis niaupun fiingsional dalam rangka peningkatan

produktivitas tenaga kerja Indonesia sebagaimana diator dalam

490
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2)

-48-

Peraturan Femerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan

Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Dalam Sisteni Akuntansi Peémerintah Pusat saat ini, Ditjen Binalatas

sesuai dengan PP 65 Tahun 2012 memiliki 3 (tiga) jenis peneriniaan
PNBP yvang menggunakan 1 (satu) Akun yaitu:

a) Jasa Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang terdiri dari 21 (dua
puluh satu) bidang

b)) Jasa Pendidikan dan Pelatihan Fungsional yang terdiri dari ©
(sembilan) bidang (Setoran SSBP menggunakan Akun 423216);

¢) Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana yang terdiri dari 2 (dua)
bidang (Setoran SSBP menggunakan Akun 4232 16);

Pengakuan

a) Pendapatan LO

Secara umum, pendapatan digkui apabila telahy timbul hak
pemerintah untuk menagih atas suati perddapatan atati telah
terdapat sudatu realisasl pendapatan yang ditandai déengan
adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan PNBP berupa Jasa Pendididkan dan Pelatihan Diklat
Tekmnis, Jasa Pendididkan dan Pelatihan Diklat Fungsional, dan
Penggunaan Sarana dan Prasarana, diakui pada saat jasa
pendidikan dan pelatihan telah selesai di berikan. Laporan
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sefta
tagihan/dokumen pembayaran atas jasa pendidiken dan
pelatihan menjadi dialai sebagai pendapatan setelah diverifikasi
oleh bendaliara penerimaan.

Pendapatan LRA

Pendapatann LRA atas PNBP Jasa Pendididkan dan Pelatihan
Diklat Teknis, Jasa Pendididkan dan Pelatihan Diklat
Fungsional, dan Penggunaan Sarana dan Prasarana, diakui pada
saal terdapat setoran uang sebesar yang ditentukan peraturan
perundang-undangan ke kas negara dengan dokumen berupa
Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan Bukti Penerimaan
Negara yang telah memiliki NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan

Negara).
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Pengukuran

a) Pendapatan LO
Pendapatan PNBP berupa Jasa Pendididkan dan Pelatihan Diklat
Teknis, Jasa Pendididkan dan Pelatihan Diklat Fungsional, dan
Penggunaan Sarana dan Prasarana, dicatat sebesar rupiah
tagihan/dekumen pembayaran dengan besaran sesuai dengan
peraturan pertindang-undangan.
Dalam rangka pencatatan realisasi anggaran, nilai tercatat
pendapatan-LO pada awalnya dilakukan atas penyetoran vang
ke kas negara dari kas bendahara penerimaan.

B) Pendapatan LRA
Pendapatan L.RA diukur dan dicatat sesuai nilai rupial dengan
kurs pada saat penvetoran ke kas negara. Pendapatan dicatat
dengan asas bruto, vaitu scluruh pendapatan dicatat sebesar
jumlah brutenya, tidak diperholehkan melakukan kompensasi
dengan pengeliiaran, kecuali diatiir tersendiri dalam peraturan
pernndang-undangan.
Pengembalian  pendapatan diakui  sebagai  pengurang
pendapatari-LRA pada periode berjalan pada saat SPM/SP2D KP
(SPM /SP2D> Kembali Pendapatan)/SPM/SP2D Pengembalian
Pendapatan lainnya yang sah diterbitkan olelh KPPN
setempat/Dit. Pengelolaan Kas Negatra Ditjen Perbendaharaan.
Nilai pengurang pendapatan dicatat sesnai dengan rupiah sesuai
kurs tagihan pada tanggal yang pencairan tagihan.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan PNBP Fungsienal baik LRA maupun LO disajikan pada

Laporan Operasional dan CalK. Setoran SSBP atas pendapatan ini

menggunakan Akun 423216, Pendapatan PNBP dilaporkan sampai

dengan rincian lebih lanjut jenis pemndapatan dan perbandingan

dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Mutasi nilai dan

informasi penting dan relevan lainnya dapat diungkapkan pada

CalK.
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5) Teknis
a) Dokumen Sumber:
(il Rekening Kas Bendahara Penerimaan
(ii) SSBP dan/atau Bukti Péenerimaan Negara penyetoran ke Kas
Negara
(iif) Rekensiliasi Kas bendahara penerimaan dan akuntansi
) Jurnal Pendapatan
(i) Pencatatan setoran dari kas bendahara penerimaan ke Kas
Negara dengan SSBP pada periode berjalan.
- Jurnal LRA pencatatan pendapatan — Input SSBP pada

SATBA
Akun Uraian  Debet | Kredit
219711 | Utang Kepada KUN XXX
423216 | Pendapatan Jasa KKK

Tenaga, Pekerjaan,
Informasi, Pelatihan,
Dan Teknologi Sesnai
Dengan Tugas Dan
Fungsi Masing-Masing

Kemeriterian

Negara/Lembaga

- Jurnal LO pencatatan pendapatan — Input SSBP pada
SAIBA

Akun Uraian " Debet Kredit

313121 Diterima Dari Entitas XXXX

Lain
423216 Pendapatan Jasa Xxxx
Tenaga, Pekerjaan,

Informasi, Pelatihan,
Dan Teknologi Sesuai
Dengan Tugas Dan
Fungsi Masing-Masing

Kementerian

Negara/Lembaga
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(i) Pengakuan penambah pendapatan-LO atas atas setoran
pada Kas Bendahara Penerimaan pada akliir periode vang
belum disetorkan ke kas negara
- Jurnal pendapatan atas kas di Bendahara Penéerimiaan

dan belum disetor ke kas negara pada tanggal pelaporan
keuangan - Diinput secara manual pada jurnal

penyesuaian SAIBA.

Akun Uraian Debet Kredit

111711 | Kas di Bendahara | xxxx

Penerimaan

423216 | Pendapatari Jasa Xxxx
Tenaga, Pekerjaarn,
Informasi, Pelatihan,

Dan  ‘Teknologi Sesuai
Dengan  Tugas Dan
Fungsi Masing-Masing
Kementerian

Negara/Lembaga

- Jurnal LRA pada waltu penyetoran ke kas megara atas
pendapatan yang pada akhir periode pelaporan

sebelumnya masih di Kas Bendahara Penerimaan — Input

SSBP pada SAIBA
Akun Uraian Debet Kredit
219711 | Utang Kepada KUN XXXX
423216 | Pendapatan Jasa AXXX
Tenaga, Pekerjaan,
Informasi, Pelatihan,

Dan Teknologi Sesuai
Dengan Tugas Dan
Fungsi Masing-Masing
Kementerian

Negara/Lembaga
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Jurnal LO pada wakti penyetoran ké kas négara atas

pendapatani  yang pada

akhir periode

pelaporan

sebelumnya masih di Kas Bendahara Penerimaan — nput

SSBP pada SAIBA.
Akun Uraian Debet Kredit
313121 | Diterima Dari Entitas XXX
Lain
423216 | Pendapatan Jasa KxxXx
Tenaga, Pekerjaar,

Informasi, Pelatihan,
Dan Teknologi Sesuai
Dengani Tugas Dan
Fungsi Masing-Masing
Kemetiterian

Negara/Lembaga

Jurnal penyesuagian pendapatan-LO dan atas pendapatan

yang disstor ke kas négara dan sudah diakui sebagai

pendapatan-LO  periode  sebelumnya

dan jurnal

pengurangan Kas di Bendahara Penerimaan - Diinput

secara mantial pada jurnal penyesuaian SATBA.

Alkun

Uraian

Dehet

Kredit

423216

Pendapatan Jasa
Tenaga, Pekerjaarn,
Inforntasi, Pelatiham,
Dan Teknologi Sesuai
Dengan Tugas Dan
Fungsi Masing-Masing
Kementerian

Negara/Lembaga

111711

Kas di Bendahara

Penerimaan
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(iii) Pengakuan Pendapatan pada saat kegiatan masih berlangsung

melewaltl periode pelaporan.

- Jurnal Akhir tahun pada saat kegiatan masih berlangsung

melewati periode pelaporan — Diinput secara mantial pada

Jjurnal penyesuaian SAIBA

Akun

Uraian

Debet

Kredit

423216

Pendapatan Jasa Tenaga,
Pekerjaan, Informasi,
Pelatihan, Dan Teknologi
Sesnai Dengan Tngas Dan
Fungsi Masing-Masing
Kementerian

Negara/Lembaga

XXXX

219212

Pendapatan Bukan pajak

lainnya diterima dimuka

- Jumnal Balik awal tahun - Diinput secara manual pada jurnal

penyvesnaiain SAIBA

Pekerjaan, Informasi,
Pelatihan, Dan Tekiiologi
Sesuai Dengan Tugas Dan
Fungsi Masing-Masing
Kementerian

Negara/Lembaga

Akun Uraian Debet | Kredit
219212 Pendapatan Bukan pajak | xxxx
lainnya diterima dimuka
423216 Pendapatan Jasa Tenaga, XXXX
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3. MAPPING AKUN PENDAPATAN DI LRA DAN LO

-54-

No | Akun Uraian Nama LO
1 1423122 | Pendapatan dari Penjualan Pendapatan Pelepasan
Peralatan dan Mesin Aset Non Lancar
2 | 423129 | Penidapatan dari Pendapatan Pelepasan
Pemindahtanganan BMN Aset Non Lanear
Lainnya
3 | 423141 | Pendapatan Sewa Tanali, Pendapatan Negara
Gedung, dan Bangunan Bukan Pajak Lainnya
4 | 423142 | Penidapatan Sewa Peralatan Pendapatan Negara
dan Mesin Bukamn Pajak Lainnya
5 | 428149 | Penidapatan dari Pemanfaatan | Pendapatan Negara
BMN Lainnya Bukan Pajak Lainnya
6 | 423214 | Pendapatan Hak dan Perijinan | Pendapatan Negara
Bukan Pajak Lainnya
7 | 423214 | Pengembalian Pendapatan Pendapatan Negara
Hak dan Perijinan Bukan Pajak Lainnya
8 | 428216 | Pendapatan Jasa Tenaga, Pendapatan Negara,
Pekerjaan, Informasi, Bukan Fajak Lainnya
Pelatihan dan Teknologi
Sesuai
9 | 423221 | Pendapatan Jasa Lembaga Pendapatan Negara
Keuangan (Jasa Giro) Bukan Pajak Lainnya
10 | 423291 | Pendapatan Jasa Lainnya Fendapatan Negara
Bukan Pajak Lainnya
11 | 423752 | Pendapatan Denda Pendapatan Negara
Keterlambatan Penyelesaian Bukan Pajak Lainnyva
Pekerjaan Pemerintal
12 | 423922 | Pendapatan Penyelesaian Fendapatan dari Kegiatan '
Tuntutan Perbendaharaan Non Operasional Lainnya
13 | 423951 | Penerimaan Kembali Belanja | Pendapatan dari Kegiatan |
Pegawai Tahun Anggaran Yang | Non Operasional Laininya
Lalu
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14 | 423952 | Penerimaan Kembali Belanja Pendapatan dari Kegiatan
Barang Tahun Anggaran Yang | Non Operasional Lainnya
Lalu

15 | 423953 | Penerimaan Kembali Belanja | Pendapatan dari Kegiatan |
Modal Tahui Anggaran Yang Nomn Operasional Lainnya
Laln

16 | 423954 | Penerimaan Kembali Belanja | Pendapatan dari Kegiatan |
Pembayaran Kewajiban Utang | Non Operasional Lainnya
Tahun Anggaran

17 | 423956 | Penerimaan Kembali Belanja | Pendapatan dari Kegiatan |
Hibah Tahun Anggarai Yang Non Operasional Lainnya
Lalu

18 | 423957 | Penerimaan Kembali Belanja | Pendapatan dari Kegiatan
Bantuan Sesial Tahun Non Operasional Lainnya
Anggaran Yang Lalu

19| 423958 | Penerimaan Kembali Belanja Pendapatan dari Kegiatan
Lain-lain Tahun Anggaran Non Operasional Lainnya
Yang Lalu

20| 423991 | Penerimaan Kembali Pendapatan Negara
Persekot/Uang Muka Gaji Bukan Pajak Lainnya

21 | 423999 | Pendapatan Anggaran Lain- Pendapatan Negara
laiti Bukai Pajak Laintiya

22 | 491429 | Pendapatan Peroleliail Aset | Pendapatan dari Kegiatar

Lainnya

Non Operasional Lainnya
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BAB IV
KEBIJAKAN AKUUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

A. Latar Belakang

1.

Beban

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekenemi (menurut jenis
beban) yang meliputi:

a. Beban pegawai;

. Beban barang dan jasa;

¢. Beban bunga,

d. Beban subsidi;

e. Beban hibaly;

f. Beban bantuan sosial;

g. Beban lain-lain/tidalkk terduga;

h

. Beban murni akrual; dan

e

Beban transfer,

Jenis beban yang terjadi di Kementerian Ketenagakerjaan yaitu beban
pegawai, beban barang dan jasa, dan beban murni akrual (antara lain
beban penyustitan aset tetap dan beban penyisihan pititang).

Beban pegawai merupakan kompensasi ferhadap pegawai baik dalam
bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat
negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh
pemerintah daerah vang belum Dberstatus PNS sebagai imbalan atas
pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan
dengan pembentukan modal. Pembayaran atas beban pegawal dapat
dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU seperti honorarium nof
PNS; atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan.
Beban Dbarang dan jasa merupakian penurunan manfzat ekonomi dalam
periode pelaperan yang menurunkan ekuitas;, yang dapat berupa
pengeluaran atan konsumsi aset atau timbulnyva kewajiban akibat
transaksi pengadaan barang dan jasa yang menghasilkan selain aset
modal, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran
honorarium kegiatan kepada non pegawai dan barang untuk diserahkan
kepada masyarakat serta pemberian hadiah atas kegiatan tertentu
ferkait denigan suatul prestasi.

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis

atas nilai suata aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets)
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selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban
Amortisasi digunakan untuk mencatal alokasi penurunan manfaat
ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Penyusutan diperhitungkan atas aset
tetap selain tanah dan KDP.

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk
mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode.

Belanja

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan
fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelonipokan Dbelanja vang
didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
Untuk Kementerian Ketenagakerjaan meliputi belanja pegawai, belanja
barang, dan belanja modal

Berdasarkan klasifikasi ekonemi maka belanja dapat dibagl menjadi 8
jenis yaitu:

a, Belanja pegawai,

=

Belanja barang;

¢. Belanja medal; belanja bunga utang;

d. Belanja subsidi;

e. Belanja hibaly;

f.  Belanja bartitian sosial; dan

g. Belanja lain-lain.

Pada Kementerian Ketenagakerjaan, jenis belanja vang ada antara lain:

belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.
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Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam
bentuk uang atau barang, yang harus dibavarkan kepada pegawai
pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada Pejabat Negara,
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh
pemerintalh yang belum berstatus PNS danj/atan non-PNS sebagai
imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka
mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah, kecuali pekerjaan
yang berkaitan dengan pembentukan modal dan/atau kegiatan vang
mempunyai output dalam kategori belanja barang. Belanja Pegawai ini
terdiri dari Belanja Gaji Dan Tunjangan, Belanja
Hoenorarium/Lembur/Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito,
dan Belanja Kontribusi Sosial.

Belanja barang merupakan pengeluaran untuk pembelian Dbarang
dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau
jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan
barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada
masyarakat/pemerintah daerah (pemda) termasuk transfer nang di luar
kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan. Dalam
penigertian belatija tersebut termasuk honorarium dan vakasi yang
diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan
barang danfatau jasa. Belanja Barang ini terdiri dari Belanja Barang
(Operasional dan Non-Operasional), Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan,
Belanja Perjalanan, serta Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pemda.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam
ranigka memperoleh atau menambalh nilal aset tetap/aset lainnya yang
memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas
minimal kapitalisasi aset tetap afau aset lainnya yang ditetapkan
pemerintal. Dalam pembokuan nilai perolehan aset dihitong semna
pendanaan yang dibutuhkan dari perencanaan pengadaan, pelaksanaan
hingga aset tersebut siap untuk digunakan. Aset tetap/aset lainnya
tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu
satuan kerja atan dipergunakan oleh masyarakat/publik tercatat sebagai
registrasi aset K/L terkait dan bukan untuk dijual/diserahkan kepada

masyarakat/ pemda.
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Belanja Modal ini terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal
Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belamja
Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal Lainnya, dan Belanja
Penambahan Nilai Asét Tetap/Aset Lainnya,

Belanja lain-lain adalah pengeluaran yang tidak dapat dikategorikan ke
dalam jenis belanja belanja kategori sebelumnyza.

B. Pengakuan
1. Beban

Beban diakui pada saat:

a. Terjadinya penurunan manfaat ¢konomii atau potensi jasa.
Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat
terdapat penurunan nilai aset sehubungan déngan pénggunaan asct
bersangkutan/berlalunya waktu. Contohnya adalali penyisihan
piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.

b. Terjadiniya konsumsi aset. Yang dimaksud dengan terjadinya
konsumsi aset adalah saat terjadinya:

1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya
ke‘wajib‘an; dan/atau

2) komsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintal.
Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, penibayaran
perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran stibsidi, dan
penggunaan persediaan.

¢. Timbulnya kewajiban. Saat timbulnya kewajiban adalah saat
terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa
diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timbulnya kewajiban
antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain
vang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pilhak lain
atan karena ketentuan peraturailr perundang-undangan. Contohriya
adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik

vang belum dibayar pemerintali.
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Beban gaji diakui pada saat penggunaan pegawai dan dihitung sebesar
dekumen sumber seperti Dokumen Kepegawaian, Daftar Gaji,
peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar
péngeluaran negara kepada pegawal telah terverifikasi dan yang telah
mendapatkan persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat
Pembuat Komitmen (SPP Gaji)-

Beéban barang dan jasa berupa beban persediaan diakui pada saat
penggunaan/pemakaian perscdiaan. Pencatatan  beban  persediaan
hanya dilakukan pada akhir periode akuntansi. Behan persediaan
dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik, yaitu dengan cara
menghitung saldo awal persedigan ditambah pembelian atau perolehan
persediaan dikurangi dengan salde akhir persediaan berdasarkan hasil
inventarisasi fisik yang untuk selanjutnya nilainya dikalikan nilai per
nnit sesual dengat metode penilaian yang digunakai.

Beban barang dan jasa berupa Beban Jasa, Pemeliharaan, dan
Perjalanan Dinas diakui pada saat tagihan dari Pihak Ketiga Sesuai
ketenthan perataran perundang-nndangan yang telalh mendapatkan
persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran fPejabat Pembuat Komitmen.
Beban lain-lain dicatat sebesar mnilai nominal yang tertera dalam
dokumen tagihan yang tidak menghasilkan aset tetap/aset lainnya dan
telah mendapatkan persetijuan Pejabat Perbendaharaan.

Beban penyusutan dan amortisasi diakui pada saat akhir periode
perhitungan dengan besaran nilai penyusutan pada periode berjalan
sesuai dengan peraturan dan ketentuan pemerintah ¢.q Kementerian
Keuangan tenfang kebijakan akuntansi penyusutan aset tetap vang
berlaku. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai
pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan beban penyusutan

dalamn laporan operasional,
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Beban penyvisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan metode
penyisihan piutang. Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban
Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Pengukuran Nilai beban penyisihan
piutang tak tertagih diukuir dengan cara niengestimasi besarnya piutang
yang kemungkinan tak tertagih sesuai ketentuan yang berlaku.
Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban
dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang samé. Apabila
diterima pada periode berikutnya, koreksifpenerimaan kembali belanja
dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan
penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada
akun ckuitas.

Belanja

Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari
Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum
Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Belanja diakui dengan basis kas, yaitu transaksi atau kejadian baru
diakni sebagai belanja apabila telah ada realisasi pengeluaran kas dari
kas mnegara. Dalam pelaksanaannya, belanja diakui pada saat
diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja
terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut
disahkan oleh Kantor Pelayvanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang
terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang
belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode
berikutnya, koreksi atas pengeluaran Dbelanja dibukukan sebagai
pendapatarn.
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Fengembalian Dbelanja atas Delanja tahun anggaran berjalan diakui
schagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan,
pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya
diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA). Belanja diuktir bérdasarkan
nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen
sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Negara
(SFM /SP2D) atat pengesahan oleh bendaliara 1imum négara
(SPHL/SP3) dan diukur berdasarkan azas bruto.

C. Pengukuran
Pengukuran beban dan belanja menggunakan mata uang rupiah sebesar
nilai neminal rupiall kas yang dikeluarkan/ditagihkan/diperhitungkan.
Beban dan belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke
dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank

Indenesia) pada saat pengeluaran kas dilakukan.

D. Pengurigkapan Dan Penyajian
Dalam Laporan QOperaional, beban dilaporkan sampai dengan jenis pos-pos
akun laporan gpérasional. Mapping akun beban ke pos-pos Laporan
Operasional disajikan sebagaiman ketentuan yang telah disediakan pada
aplikasi SAIBA. Beban disajikan dalam Laporan Operasional dalam bentuk
perbandingan déngan junmilah Dbeban pada periode pelaporan tahun
sebelumnya.
Dalam Laporan Realisasi Anggaran, belanja dilaperkan sampai dengan jenis
belanja. Belanja disajikan dalam bentuk perbandingan antara jumlah
anggaran dan realisasi anggaran.
Saldo normal perkiraan buku besar belanja dan beban adalah saldo debit,
artinya perkiraan ini akan bertambah dengan adanya transaksi di sisi
debit, sebalikniya akan berkurang dengai adanya transaksi di sisi kredit
perkiraan belanja,
Dalam Call(, belanja dan beban dilapotkan lebih lamjut sampai dengan

rincian jenisnya.
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1. Dekumen Sumber:

a) SPM/SP2D
Ib) SPHL/SP3

c) SP3B/SP2B

d) Laperan Akhir Penyelesaian Pekerjaan

¢) Tagihan Belanja dan SPP

2. Jurnal

2016, No. 490

a) Belanja dam Beban Selain Belanja Medal dan Belanja Barang

Perscdiaan

(i) Jurnal

Belanja

selain Belanja Moedal dan

Belanja Barang

Persediaan atas penerbitan SP2D atas SPM (Gaji secara LS — Input
$PM/SP2D bruto dan potongan pada SAIBA

Akun Uraian Debet | Kredit
| SRXXKX Belanja xxx RXXK
115612 Piutang dari KUN XXKX

(i) Jumal Beban atas Belanja selain Belanja Medal dan Belanja

Barang Persediaan atas penerbitan SP2D atas SPM Gaji secara LS

— Input SPM/SP2D bruto dan potongan pada SAIBA

Akuin Uraian Debet | Kredit
| SXXKKX Belanja xxx KRXX
318111 | Ditagihkan ke Entitas Lain XXXX

(iti) Jurnal beban akrial pada akhir periode atas beban tagihar/SPP

yang belum terbayar — Diinput secara manual pada jurnal

penyesuaian SAIBA

Akun Uraian Debet | Kredit
Bxxxxx | Belanja xxx XXXX
21211x Belanja xxx yang masili XXXX
harus dibayar




2016, No. 490

-64-

(iv) Jurnal balik atas beban yang masih harus dibayar pada awal

(v)

(vi)

periode pelaporan selanjutnya = Diinput secara nianual pada
jurnal penyesuaian SAIBA
Akun Uraian Debet | Kredit

21211x | Belanja xxx yang masih| =Xxxx

harus dibayar

IRXRXK Belanja xxx XXXX

‘Jm"nal Iﬁenyesuaian beban dibayar dimuka é_Lt_as beban yang

diakui ketika pembayaran SP2D lebilh besar dari manfaat yang
telah diterima. Nilai jurnal adalah selisih pembayaran awal beban
dengan manfaat/terjadinya  beban sampai dengan periode
pelaporan — Diinput secara manual pada jurnal penyvesuaian
SATBA.

Akun Uraian Debet | Kredit

11411x | Belanja xxx dibayar dimuka XXXX

OXXXXX Belanja xxx XKXX

Jurnal balik atas beban dibayar dimuka pada awal periode
pelaporan selanjutnya — Diinput secara manual pada jurnal
penyestaian SAIBA.

Akun Uraian Debet | Kredit
Sxxxxx | Belanja xxx XXX
11411x Belanja xxx  dibayar XXKX
dimuka
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b) Beban dan Belanja Barang Persediaan atas pembelian persediaan
- Jurnal pembayaran pembelian persediagan nielalui SP2D — Input
SP2D Belanja Akun Persedisan pada SAIBA
Akun Uraian Debet | Kredit

' 5218xx | Belanja Barang Persediaan | xxxx

XXX

115612 Piutang dari KUN XKKX

Akun Uraian Debet | Kredit

' 117911 | Persediaan yvang Belum | xxxx

Diregister

313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain XXX

-  Pencatatan Persediazin pada aplikasi persediaan — Diinput secara

manual pada aplikasi persediaan.

Akun Uraian Debet | Kredit
117xxx | Persediaan xxx XXXX
117911 | Persediaan  yang Belumi XXXX
Diregister

- Jurnal Dbeban persediaan atas penggunaan,/pengurangan nilai

persediaan — Diinput secara manual pada aplikasi persediaan.

Akun | Uraian | Debet | Kredit

593xxx | Beban Persediaan xxx XXXX

117xxx Fersediaan xxx XXXX
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¢) dJurnal belanja modal untuk perolehan/pengembangan BMN
- Penibayaran atas pembelian/pengadaan BMN dengan SP2D -
Input SP2D pada SAIBA.

Akun Uraian Debet | Kredit
| 53xxxx | Belanja Modal xxx KXXX
115612 Piutang dati KUN XXX
Akun Uraian Debet | Kredit
| 13xxxx |Aset Tetap xxx Belum | =xxxx
Diregister
313111 Ditagihkan ke Entitas XXXX
Lain

- Jurnal pencatatan Aset BMN pada SIMAKBMN — Input SP2D pada

SAIBA

Akun Uraian Debet | Kredit

| 13xxxx | Aset Tetap xxx XXXX

1 3xxxx Aset Tetap xxx Belum XXXX
Diregister

d) Pengembalian beban dan belanja selain dari belanja persediaan dan
beélarja pada periode tahun berjalan.

= Pengembalian belanja periode berjalan — nput SSPB pada SATBA

Akun Uraian - Debet | Kredit
115612 | Piutang dari KUN XXXX

| SXXHR Belanja xxx XXKX
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- Pencatatan pengembalian beban periode Dberjalan — Input SSPB

pada SAIBA

Akun | Uraian . Debet | Kredit
313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain XHXK
| SXXRKK Belanja xxx XXXK

€) Pengembaliann beban dan belanja atas belanja selain dari belanja
persediaan dan belanja pada periede taliun sebelumnya:
- Jurnal pengembalian belanja atas belanja periode sebelumnya-
Input SSBP pada SAIBA

Akun | Traian | Debet | Kredit
(219711 | Utang Kepada KUN XXKX
| 42395% Pererimaan Kemibali XXXX
Belanja xxxx Tahun
Anggaran Yang Lalu

- Jurnal beban karena pengembalian belanja atas belanja periode

sebelumnya- Input SSBP pada SAIBA

Akun Uraian Debet | Kredit
| 313121 | Diterima dari Entitas Lain XXXX
42395x Penerimaan  Kemibali XXX
Belanja xxxx Taluan
Anggaran Yang Lalu
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f) Beban penvusutan Aset Tetap
- Pada akhir periode pelaporan (semesteran) diperhitungkan
penyusutan nilai aset tetap - Diinput secara manual pada jurnal

penyesuaian SAIBA.

Akun Uraian Debet | Kredit
591xxx | Beban Penyusutan xxx XXXK
137 xxx Akumulasi Penyusutan XXXX
XXX

g) Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagily
- Pada akhir periode pelaporan diperhitungkan penyisihan atas
piutang tidak tertagih - Diinput secara manual pada jurnal

penyesuaian SAIBA

Akun Uraian Debet | Kredit
594xxx | Beban Penyisihan xxx XXXX
156xxx Penyisihan Piltang XRKK
Tidak Tertagih  xxx
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F. Mapping Akun Beban di LRA dan LO

2016, No. 490

No | Akun Uraian Nama LO
1 | 511111 | Beban Gaji Pokok PNS Beban Pegawai
2 | 511119 | Beban Pembulatan Gaji PNS | Beban Pegawai
3 | 511121 | Beban Tunj. Suami/Istri PNS | Beban Pegawai
4 | 511122 | Beban Tunj. Anak PNS Beban Pegawali
5 | 511123 | Beban Tunj. Struktural PNS | Beban Pegawai
6 | 511124 | Beban Tunj. Fungsional PNS | Beban Pegawai
7 | 511125 | Beban Tunj. PPh PNS Beban Pegawai
8 | 511126 | Beban Tunj. Beras PNS Beban Pegawal
9 | 511129 | Beban Uang Makan PNS Beban Pegawai
10 | 511134 | Beban Tunj. Kompensasi Beban Pegawai
Kerja PNS
11 | 511138 | Beban Tunjangan Khusus Beban Pegawai
Papua PNS
12| 511147 | Beban Tunj. Lain-ain Beban Pegawai
Termasuk Uang Duka PNS§
Dalam dan Luar Negeri
13 | 511151 | Beban Tunjangan Unmum PNS | Beban Pegawai
14 | 512111 | Beban Uang Honor Tetap Beban Pegawai
15 | 512211 | Beban Uang Lembur Beban Pegawai
16 | 512411 | Beban Pegawai (Tunjangan Beban Pegawai
Khusus/ Kegiatan)
17 | 521111 | Behan Keperluan Beban Barang dan
Perkantoran Jasa
18 | 521113 | Beban Penambah Daya Beban Barang dan
Tahan Tubuh Jasa
19 | 521114 | Beban Pengiriman Surat Beban Barang dan
Dinas Pos Pusat Jasa
20| 521115 | Beban Homor Operasional Beban Barang dan
Satuan Kerja Jasa
21521119 | Beban Barang Operasional Beban Barang dan
Lainnya Jasa
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No | Akun Uraian Nama, LO
22 | 521211 | Beban Bahan Beban Barang dan
Jasa
23 | 521213 | Beban Henor Output Beban Barang dan
Kegiatan Jasa
24 | 521219 | Beban Barang Non Beban Barang dai
Operasional Lainnya Jasa
25| 522111 | Behan Langganan Listrik Beban Barang dan
Jasa
26 | 522112 | Beban Langganan Telepon Beban Barang dan
Jasa
27 | 522113 | Beban Langganan Air Beban Barang dan
Jasa
28 | 522119 | Beban Langganan Daya dan | Beban Barang dan
Jasa Lainnya Jasa
29 | 522121 | Beban Jasa Pos dan Giro Beban Barang dan
Jasa
30 | 522131 | Beban Jasa Konsultan Beban Barang dan
Jasa
31522141 | Beban Sewa Beban Barang dan
Jasa
32 | 522151 | Beban Jasa Profesi Beban Barang dan
Jasa
33 | 522191 | Beban Jasa Lainnya Beban Barang dan
Jasa
' 34 | 523111 | Beban Pemeliharaan Gedung | Beban Pemeliharaan
dan Bangunan
35 | 528119 | Beban Pemeliharaan Gedung | Beban Pemeliharaan
dan Bangunan Lainnya
36 | 523121 | Beban Pemeliharaan Beban Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin
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No | Akun Uraian Nama, LO
37 | 528122 | Beban Bahan Bakar Minyak | Beban Penreliharaan
dan Pelumas (BMP) dan
Pelumias Khusus Non
38 | 523129 | Beban Pemeliharaan Beban Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin Lainnya
39 | 523183 | Beban Pemeliharaan Jaringan | Beban Pemeliharaan
40 | 523 199 | Beban Pemeliharaan Lainnya | Beban Pemeliharaan
41 | 524111 | Beban Perjalanan Biasa Beban Perjalanan
Dinas
42 | 524113 | Beban Perjalanan Dinas Beban Perjalanan
Dalam Kota Dinas
43 | 324114 | Beban Perjalanan Dinas Beban Perjalanain
Paket Meeting Dalam Kota Dinas
44 | 524119 | Beban Perjalanai Dinas Beban Perjalanan
Paket Meeting Luar Kota Dinas
45 | 524211 | Beban Perjalanan Biasa - Beban Perjalanan
Luar Negeri Dinas
46 | 524212 | Beban FPerjalanan Tetap - Beban Perjalanan
Luar Negeri Dinas
47 | 524219 | Beban Perjalanan Lainnya - Beban Perjalanan
Luar Negeri Dinas
48| 525112 | Beban Barang Beban Barang dan
Jasa
49 | 526111 | Beban Tanah Untuk Beban Barang Untuk
Diserahkan kepada Diseralikan Kepada
Masyarakat/Pemda Masyarakat
500 | 526112 | Beban Peralatan Dan Mesin | Beban Barang Untuk
Untuk Diserahkan kepada Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pemda Masyarakat
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No | Akun Uraian Nama, LO
51 | 526114 | Beban Jalan, Irigasi Dan Beban Barang Untuk
Jaringan Untuk Diserahkan Diserahkan Kepada
kepada Masyarakat/Pemda Masyarakat
52 | 526115 | Beban Barang Fisik Lainnya | Beban Barang Untuk
Untuk Diserahkan kepada Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pemda Masyarakat
53 5262172 | Beban Barang Penunjang Beban Barang Untuk
Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan Kepada
Diserahkan Kepada Masyarakat
Masyarakat/Pemda
54 | 526311 | Beban Barang Lainnya Untuk | Beban Barang Untuk
Diserahkan Kepada Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pemda Masyarakat
55| 573112 | Beban Bantuan Sosial Untuk | Beban Bantian Sosial
Pemberdayaan Sosial Dalam
Bentuk Barang/Jasa
56 | 591111 | Beban Penyusutan Peralatan | Beban Penyusutan
dan Mesin dan Amortisasi
57 | 591211 | Beban Penyusutan Gedung Beban Penyusutan
dan Bangunan dan Amortisasi
58 | 591311 | Beban Penyusutan Jalan dan | Beban Penyusutan
Jembatan dan Amortisasi
59 | 591312 | Beban Penyusutan Irigasi Beban Penyusutan
dan Amortisasi
60 | 591313 | Beban Penyusutan Jaringan | Beban Penyusutan
dan Amortisasi
61591411 | Beban Penyusutan Asel Tetap | Beban Penyustutan
Lainnya dan Ameortisasi
62 | 592222 Beban Fenyusutan Beban Penytistitan
Penyusutan Aset Tetap yang dan Amortisasi
Tidak Digunakan dalam
63 | 593111 | Beban Persediaan konsumsi | Beban Persediaan
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Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan

Janti
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No | Akun Uraian Nama, LO
64 | 593113 | Beban Persediaan hahan Beban Penteliharaan
untuk pemeliharaan
65 | 593114 | Beban Persediaan suku Beban Pemeliharaan
cadang
7 66 | 593122 | Beban Persediaan tanah Beban Barang Untuk
bangunan untuk dijual atau | Diseralikan Kepada
diserahkan kepada Masyarakat
67 | 593124 | Beban Persediaan Peralatan Beban Barang Untuk
dan mesin untuk dijual atau | Diserabkan Kepada
diserahkan kepada. Masyarakat
68 | 593125 | Beban persediaan Jalan, Beban Barang Untuk
Irigasi dan Jaringan untulk Diseralikan Kepada
diserahkan kepada Masyvarakat
69 | 593127 | Beban Persediaan Asetl Lain- | Beban Rarang Untuk
Lain untuk diserahkan Diserahkan Kepada
kepada Masyarakat Masyarakat
70 | 593128 | Beban Barang Persediaan Beban Barang Untulk
Lainnya untuk Diserahkan Kepada
Dijual/Diserahkan ke Masyarakat
Masyarakat
71593131 | Beban Persediaan bahan Beban Persediaan
baku
72 | 593141 | Beban Persediaan untuk Beban Persediaan
tujuan strategis/berjaga-jaga
73 | 598149 | Beban Persediaan Lainnya Beban Persediaan
74 | 594211 | Beban Penyisihan Piutang Beban Penyisihan
PNBP Piutang Tak Tertagih
75 | 594411 | Beban Penyisihan Piutang Beban Penyisihan

Piutang Tak Tertagih
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No | Akun Uraian Nama, LO

76 | 594981 | Beban Penyisihan Piutang Beban Penyisihan
Tidak Tertagih Jangka Piutang Tak Tertagih
Panjang - Tuntutan

77 | 595112 | Beban Aset kstrakomtabel | Beban Barang dan
Peralatan dan Mesin Jasa

781596111 | Beban Kerugian Pelepasan Beban Pelepasan Aset
Aset Non Lancar
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BAB:'V
KEBIJAKAN AKUNTANS] ASET

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya.
1. Aset Lancar
Aset lancar merupakan sumber daya ekenomi yang diharapkan segera
untiik direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam wakta 12
fdua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
Aset lancar meliputi antara lain kas dan setara kas, piutang, dan
persediaan,
a. Kas dan setara Kas
Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat
dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Uang tunai
terdiri dari nang kertas dan logam. Kas juga meliputi Uang Persediaan
(UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang belum
dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca, termasuk Kuitansi
pembelian  barang dan penyeraban nang muka yang belum
dipertanggungjawabkan sebagai belanja pada tanggal neraca. Dalam
pengertian ini, kas juga termasuk kas lainnya dan sétara kas.
Akun kas yang terdapat ada pada Kementerian Ketenagakerjaai terdiri
dari:
1) Kas di Bendahara Pengeluaran.
Kas di Bendahara Pengeluaran mernpakan kas yang dikuasai,
dikelola, dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang
berasal dari sisa Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang
Persediaant  (TUP) yang belum  dipertanggungjawabkan — atau
disetorkan kempbali ke Kas negara per tanggal neraca.
Kas di bendahara pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening
bendahara pengeluaran; nang legam, uang kertas, dan lain-lain kas
(termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan)
yang sumbernya berasal dari dana kas kecil (UP) dan Tambahan
Uang Persediaan (TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau
belum disetor kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.
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Kas di Bendahara Penerimaan;
Kas di Bendahara Penerimaan mencakup selurul kas, baik itu saldo
rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada dibawah
tanggungjawab Bendahara Penerimaan yang sunibernya berasal dari
pelaksanaan  tugas  penlerintahan (PNBP). Saldo kas ini
mencerminkan salde yang berasal dari pungutan yang sudah
diterima oleh bendahara penerimaan selaku wajib pungut yang
beluni disetorkan ke Kas Negara

Kas Lainnya dan Setara Kas.

Kas lainnya dan setara kas terdiri dari:

a. Setara Kas yaitu investasi jangka pendek pemerintah, vang
siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risike perubahan nilai
vang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan
atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya

b. Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran yaitu kas yang berada di
bawah tanggungjawab bendahara pengeltiaran yang Dbukan
berasal dari UP, baik ito saldo rekening di bank maupun saldo
uang tunai yang dapat berupa:

1) adanya pendapatan yang telah diterima sebelum tanggal
neraca namun sampai dengan tanggal neraca belum
disetorkan ke kas negara, meliputi:

a) Bunga dan jasa giro rekening bendahara yang belum
disetor ke kas negara pada tanggal neraca yvang behim
menerapkan Treasury Notioniel Pooling (TNP);

b) Pungutan pajak atas belanja pemerintah yang belum
disetor ke Kas Umum Negara pada tanggal neraca;

¢} Pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara,

2) Adanya kewajiban satker kepada piliak lain, vaitu jika
terdapat dana yang berasal dari SPM LS kepada bendahara
pengeluaran sepert uang honor atait uang
pertanggungjawaban perjalanan dinas yang beluin diseralikan

kepada pihak yang berhalk.
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c¢. Kas Lainnya di Bendahara penerimaan yaitu kas yvang berada di
bawah tanggungjawab Dendahara penerimaan yang bukan atau
belum ditetapkan menjadi pendapatan negara, dana pihak ketiga,
atau uang setoran (salah setor) yang dapat teridentifikasi pemilik
kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai.

d. Kas Lainnya Kementerian Negara/ Lembaga dari hibah yaitu kas
yang berada di bendahara penerimaan/ petgeluaran yang berasal
darl hibah langsung yang belum disahkan maupun hibah
langsung yang telah disahkan.

A. Pengakuan dan Pengukiuran
Kas dan setara kas diakui pada saat:
1. Memenuhi definisi kas dan/avau setara kas; dan
2. Penguasaan danj/atan kepemilikan telahh  Dberalih kepada

pemerintah.

B. Penguluran
Kas dan Setara Kas dicatat berdasarkan nilai nominal yang disajikan
dalam nilai riipiah. Apabila terdapat saldo: kas dalam valuta asing
maka mnilainya disajikan dalam neraca Dberdasarkan mnilai translasi
(penjabaran) mata nang asing tersebut terhadap rupiah menggunakan
kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

C. Penyajian dan Pengungkapan

Kas di bendahara pengeluaran disajikan dalam Neraca dan CalK.
Dalam CalkK, kas di bendahara pengeluaran disajikan dalam bentuk
perbandingan periode pelaporan dengan periode 31 Desember tahun
sebeluminya.

Kas di bendahara penerimaan disajikan dalam Neraca dan CalK.
Dalam CalLK; kas di bendahara penerimmaan disajikan dalam bentuk
perbandingan dengan antara periode pelaporan dengan periode
pelaporan sebelumnya. Satuan kerja harus mengungkapkan adanya
selisih rekonsiliasi LPJ bendahara, rekening koran bendahara
penerimaari, dan saldo kas dan kas lainnya di bendahara penerimaarn.
Setoran tidak jelas yang behim dapat diidentifikasl dinngkapkan

dalam CalLK seeara memadai.
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Kas lainnya dan setara kas disajikan dalam Neraca dan Cal.K. Dalam
setara kas disajikan dalam Dbentuk

CalLK, Kkas

perbandingan dengan antara periede pelaporan dengan periode 31

lainnya dan

-78-

Desember tahun sebeltininya.

D. Teknis

1. Kas di Bendahara Penggluaran

a) Dokumen Sumber:
SP2D UP (uang Persediaan)
SP2D TUP (Tambahan Uang Persediaan)
SP2D GU (Ganti nang Persediaan)
SSBP pengembalian UP

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
©)

LPJ Bendahara Pengeluiaran

Rekening Koran

b) Jurnal:

(1)

Uang Persediaan

i. Jurnal Uang Persediaan (UP) - Input SP2D pada

SAIBA.
Akun Uraian Debet | Kredit |
111611 Kas Di Bendahara | xxox '
Pengeluaran
219511 | Uang Muka dari KPPN XXXX

i. Jurnal Kas atas Ganti Uang Persediaan — luput

8P2D QU pada SATBA.

Akun Uraian Debet | Kredit '
Bxxxx | Belanja xxx KEXK
111611 | Piutang Kepada KUN XXXX
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Jurnal Akrual atas Gant Uang Persediaan — Input
SP2D GU pada SAIBA.

Akun Uraian | Debet | Kredit
Sxox Belanja xxx XXKX -
311311 | Ditagihkan ke Entitas Xxxx

Lainnya

Jurnal Kas atas pengembalian uang persediaan
melalui GU Nihil = Input SP2Ix GU Nihil pada

aplikasi SAIBA.
Akun Uraian Debet | Kredit
Bxxxx | Belanja xxx KXXK
111611 | Piutang Kepada KUN XXX

Jurnal Akrual atas pengembalian uang. persediaan
melalni GU Nihil — Input SP2Ix GU Nihil pada
aplikasi SAIBA.

Akun Uraian Debet | Kredit
Bxxxx | Belanja xxx XXKK
1311311 | Ditagihkan ke Entitas XHXX
Lainnya

219511 Usng Muoka dari| xxxx

KPPN
111611 |Kas di Bendahara XXXX
Pengeluaran

Jurnal atas pengembaliann nang persediaan melalui

setoran — [nput SSBP 815111 pada aplikasi SAIBA.

Akun Uraian Debet | Kredit
219511 |Uang  Muka  dari| =xxxx
KPPN
111611 |Kas di Bendahara Xxxx
Pengeluaran
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(2) Tambahan Uang Persediaan
i, Jummal Tambahan Uang Persediaam (TUP)- Input

SP2D akun 825511 pada aplikasi SAIBA

Akun Uraian Debet | Kredit |

111613 | Kas Di Bendahara | xxxx

Fengeluaran TUP

219511 |Uang Muka  dari XXKX
KPPN

ii. Jurnal atas penyetoran saldo tambahan wang
persediaan - Input S$SBP Akun 815113 pada
aplikasi SAIBA

Akun Uraian | Debet | Kredit

219511 | Uang MNMnka  dari| xxxx
KPPN

(111613 | Kas di Bendahara XXXX

Pengeluaran TUP

2. Kas di Bendahara Penerimaan

a) Dokumen Sumber:
(1) Laporan Penerimaan PNBP
(2) Bukti Setoran Penerimaan Negara
(3) LPJ Bendahara Penerimaan
(4) Rekening Koran Bendahara Perierimaan

b) Jurnal:
(1) Jurnal penerimaan kas di bendahara penerimaan atas

setoran pendapatan negara bukan pajak — Diinput

secara manual pada jurnal penyesuaian SATBA.

Akun Uraian Debet Kredit
111711 | Kas di Bendahara | xxxx
Penerimaan
423xxx Pendapatar PNBP XXKX
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(2) Jurnal penyetoran kas di bendahara pengeluaran ke kas
negara — mput ' SSBP pada aplikasi SATBA

Akun Uraian | Debet | Kredit
423xxx | Pendapatan PNBP RXKK '
1313121 | Diterima dari Entitas KRKK

Lain

(8) Jurnal penyetoran kas di bendahara pengeluaran ke kas

negara - Diinput secara manual jornal penvesuaian

SAIBA

 Akun Uraian Debet | Kredit

423xxx | Pendapatan PNBP KXXK

111711 | Kas di  Bendahara XXX
Penerimaan

Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran
a) Dokumen sumber:
(1) LPJ Bendahara pengelitaran
(2) Rekening Koran
(3) Rekonsiliasi Kas Bendahara
(4) SPM/SP2D LS Bendahara
b) Jurnal:
(1) Utang pada Bendahara Pengeluaran
i Jurnal uantuk transaksi uang yang dikuasai
bendahara pengeluaran yang bersumber dari
8PM/8P2D L8 Bendahara yang belum diserahkan
kepada pihak yang berliak - Diinput secara mianual

pada jurnal penyesuaian neraca SAIBA.

Akun Uraian Debet | Kredit
111821 | Kas Lainnya di | soexx
Bendahara
Pengeluaran
212191 | Utang Kepada Pihak KXXX
Ketiga Lainnya
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iv.
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Jurnal penyaluran uang piliak ketiga kepada vang
berhak oleh bendahara pengeluaran - Diinput secara

manual pada jurnal penyesuaian neraca SAIBA.

Akun Uraian Debet | Kredit |
212191 | Utang Kepada Pihak | xxzx
Ketiga Lainnya

111821 | Kas Lainnya di XXKX
Bendahara

Pengeluaran

Jurnal pungutan/potengan pajak atas bhelanja
pemerintah yang belum disetor ke Kas Umum
Negara pada tanggal neraca - Dilnput secara manual

pada jurnal penyesuaian neraca SAIBA

Akun Uraian Debet | Kredit '

111821 | Kas Lainnya di | xxxx

Bendahara
Pengeluaran
219961 | Thang Pajak XXXX
Bendahara
Pengeluaran yang

belum disetor

Jurnal penyetoran utang pajak oleh bendahara
pengeluaran — Diinput secara manual pada jurnal

penyesuaian neraca SAIBA,

Akun Uratan Debet | Kredit
219961 | Utang Pajak | xxxx '
Bendahara
Pengeluaran yang

belum disetor

111821 | Kas Lainnya di XXKX
Bendahara

Pengeluaran
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Pendapatan Kas Di Bendahara Pengeluaran (Rekening

Bendahara belum menerapkanTreasury Notional Pooling)

i.  Jurnal bunga dan jasa giro rekening bendahara
Non. TNP yang belum disetor ke kas négara pada
tanggal neraca - Diinput secara manual pada jurnal

penyesuaian neraca SAIBA.

Akum Uraian Debet | Kredit
111821 |Kas  Lainnya  di| somx
Bendaliara

Pengeluaran

428221 | Pendapatan Jasa XXXX
LembagaKeuangan

(Jasa Giro)

ii, Jurnal Kas penyetoran Dbunga dan jasa giro

rekening Bendahara Penerimaan Non TNF — luput
SSBP pada aplikasi SAIBA,

Akun Uraian Debet | Kredit '
219711 | Utang Kepada KUN XXEX
423221 | Pendapatan Jasa XXXX
Lembagal{enangan
(Jasa Giro)

iii. Jurnal Akrual penyetoran bunga dan jasa giro

rekening bendahara Non TNP - Input SSBP pada
aplikasi SAIBA.

Akun Uraian Debet | Kredit

313121 | Diterima dari Entitas | XxxxX

Lain
423221 | Pendapatan Jasa XXXX
LembagaKeunangan

(Jasa Giro)
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iv.
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Jurnal penyesuaian kas lainnya di bendahara
pengeluaran Non TNP setelahh penyetoran bunga
dan jasa giro — Diinput secara manual pada jurnal

penyesuaian SAIBA.

Akun Uraian Debet | Kredit

423221 | Pendapatan Jasa | XXxX
Lembaga Keuangan

(Jasa Giro)

111821 | Kas Lainnya di XXXX
Bendahara

Pengeluaran

(3) Jasa Giro Bank pada Kas di Bendahara Pengelnaran

(Rekening Bendahara telah meneraplkan TNP)

i

Jurnal bunga dan jasa giro rekening bendahara TNP
yang belum ditarik ke kas negara pada tanggal
neraca - Diinput secara manual pada jurnal

penyesnaian neraca SAIBA.

Akurn Llraian Debet | Kredit

111821 | Kas Lainnya di | xxxx
Bendahara

Pengeluaran
212191 | Utang Kepada Pihak XXKX
Ketiga Lainnya
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Jurnal penyesuaian kas lainnya di bendahara
pengeluaran TNP setelah penarikan bunga dan jasa
giro rekening ke kas negara oleh bank — Diinput

Secara manual pada jurnal penyestiaian SAIBA.

Akun Uraian Debet | Kredit
212191 | Utang Kepada Pihak | xxxx '
Ketiga Lainnya

111821 | Kas Lairinya di XXKX
Bendahara

Pengeluaran

4) Pengembalian Belanja melalui Kas Bendahara

Pengeluaran dan disetor pada tahun berjalan

i

Jurnal Pengembalian belanja tahun berjalan yang
diterima olel bendahara pengeluaran yvang belum
disetor ke kas negara — Diinput secara manual

pada jurnal penyesuaian SAIBA.

Akun Uratan Debet | Kredit
111821 | Kas  Lainnoya  di| xsxx '
Bendaliara
Pengeluaran
Sxxxxx | Beban xxxx XXXX

Jurnal Kas penyetoran pengembalian belanja yang
diterima oleh bendahara pengeluaran ke kas negara
pada periode berjalan — Input SSPB pada aplikasi
SAIBA.

Akun Uraian Debet | Kredit

Sxoxxx | Belanja xxx b:0/0:0:4

113612 | Piutang dari KUN XXXX
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iv.
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Jurnmal Akrual penyetoran pengembalian belanja
vang diterima oleh bendahara pengeluaran ke kas
negara pada periode berjalan - Input SSPB. pada
aplikasi SAIBA

Akun Uraian Debet | Kredit
Sxxxxx | Beban xxx XXXX '
313111 | Ditagihkan Dari XXKX

Entitas Lain

Jwmal penyesuaian atas penyetoran pengembalién
belanja periode  herjalan  olehh  bendahara
pengeluaran - Diinput sécara manual pada jurnal

pelyesuaian neraca SAIBA

Akun | Uraian Debet | Kredit

Sxxxxx | Beban xxx XXXX

111821 | Kas Lainnya di KKXX
BendaharaPengeluaran

(5) Pengembaliann Belanja melalui Kas  Bendahara

Pengeluaran dan Penyetoran ke Kas Negara melewati

periode anggaran

i

Jurnial Pengembalian belanja tahun berjalan vang
diterima oleh bendahara pengeluaran yang belum
disetor ke kas negara — Diinput secara manual

pada jurnal penyesuaian SAIBA.

Akun Uratan Debet | Kredit
111821 | Kas  Lainnoya  di| xxxx '
Bendahara
Pengeluaran
4239xx | Pendapatan XXXX

Pengembalian XXX
Tahun  Anggaran

Yarng Lalu
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Jurnal Kas penyetoran pengembalian belanja yvang
diterima olell bendahara pengeluaran ke kas negara
pada periode tahun berikutnya - Input SSBP pada
aplikasi SATBA.

Akun Uraian Debet | Kredit
219711 | Utang Kepada KUN XXXX '
4239xx | Pendapatan XXXX

Pengembalian XXX
Talun Anggaran
Yang Lalu

Jurnmal Akrual penyetoran pengembalian belanja
yang diterima olel bendahara pengeluaran ke kas
negara pada periode tahun berikatnya - Input
S8PB pada aplikasi SAIBA.

Akun Uraian Debet | Kredit

313111 | Ditagihkan ke Entitas | xxxx
Lain

4289xx | Pendapatan XXKX
Pengembalian XXX
Tahun Anggaran

Yang Lalu

Jurnal penyesuaian pengembalian helanja yang
diterima olel bendahara pengeluaran ke kas negara
pada periode taliun berikuinya - Diinput secara

manual pada jurnal penyesuaian neraca SAIBA.

Akun Uraian Debet | Kredit
4239xx | Pendapatan XXXK
Pengembalian XXX

Tahun Arniggaran Yang
Lalu

111821 | Kas Lainnya di XXX

BendaharaPengelnaran
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4. Kas Lainnya Di Bendahara Fenerimaan
a) Utang pada Bendahara Penerimaan
(1) Jurmal pungutan/potongan pajak atas belanja
pemerintah yang belum discfor ke Kas Umum Negara
pada tanggal neraca - Diinput secara manual pada

jurnal penyesuaian neraca SAIBA,

Akun Uraian Debet | Kredit |
111825 | Kas Lainiya di | sooxx
Bendalhara Penerimaan
219963 | Utang Pajak Bendahara XXXX
Penerimaan yang

belum disetor

(2) Jurnal penyetoran utang pajak oleh bendahara
pengeluaran — Diinput secara manual pada jurnal

penyesuaian neraca SAIBA.

Akun | Uraian Debet | Kredit

219963 | Utang Pajak Bendahara | xxxx
Penerimaan yang belum

disetor

111825 | Kas Lainnya di XXRX
Bendahara Penerimaarl
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b} Pendapatan Kas Di Bendahara Penerimaan (Rekening
Bendahara  Penerimaan  belum — menerapkanTreasury
Notional Pooling)

(1) Jurnal bunga dan jasa giro rekéning bendahara
penerimaan Non TNP yang belum disetor ke kas negara
pada tanggal meraca - Diinput secara manual pada

jurnal penyesuaian reraca SAIBA.

Akun Uraiarn Debet | Kredit

111825 | Kas Lainnya di| xxxx

Bendahara Penerimaan

423221 | Pendapatan Jasa XXXX
Lembaga  Keuangan

(Jasa Giro)

(2) Jurnal Kas penyctoran biinga dan jasa giro réekéning
Bendahara Penerimaan Noir TNP — Inpat SSBP pada
aplikasi SAIBA.

Akun Uraian Debet | Kredit 7
219711 | Utang Kepada KUN XXKX
423221 | Pendapatan Jasa XXXX

Lemhaga Keunangan

(Jasa Giro)

(3) Jurnal Akrual penyetoran bunga dan jasa giro rekening

Bendahara Penerimaan Non TNP - Input SSBP pada

aplikasi SAIBA,
Akun Uraian Debet | Kredit
313121 |Diterima dari Bntitas | xxxx -
Lain
423221 Pendapatan Jasa XXXX

Lembaga Kenangan

(Jasa Giro)
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Jurnal penyesuaian kas lainnya di Bendahara
Penerimaan Non TNP setelah penyetoran bunga dan
jasa giro - Diinput secara manual pada jurnal

penyesuaian SAIBA,

Akun Uraian Debet | Kredit

423221 Pendapatan Jasa | xxxx
Lembaga Keuangan

(Jasa Giro)

111821 |Kas  Lainoya  di XEKK

Bendahara Pengeluaran

¢) Jasa Giro Bank pada Kas di Bendahara Penerimaan
(Rekening Bendahara telah menerapkan TNP)

(1)

Jurnal bunga dan jasa giro rekening Bendahara
Peneritnaan TNP yaig belum ditarik ke kas negara pada
tanggal meraca - Diinput secara manual pada jurnal

penyesuaian neraca SAIBA.

Akun Uraian Debet | Kredit

111825 | Kas Lainnya di| sexx

Bendahara Penerimaan

212191 | Utang Kepada Pihak XXXX

Ketiga Lainnya

Jurnal penyesuaian kas lainnya di  Bendahara
Penerimmaan TNP setelah peniarikan bunga dar jasa giro
rekening ke kas negara oleh bank — Diinput secara

manual pada jurnal penyesuaian SAIBA,

Akun Uraian Debet | Kredit
212191 | Utang Kepada Pihak| xxxx

Ketiga Lainnya
111825 | Kas Lainnya, di XXKX

Bendahara Penerimaan




SII
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Kas Lainnya Di K/L Dari Hibah
a) Pendapatan Hibali Langsung berupa uang vang ditampung
pada rekening bendahara pengeluaran yang belum

disalikan- Diinput secara mianual di jurnal umumm,

Akun Uraian Debet | Kredit
111827 Kas Lainnya di K/L dari| xxxx '
Hibal yang belum
disahkan
218211 Hibalh Langsung yang XXXK
helwmn disahkan

b) Untuk Hibah Langsung yang telah disahkan dengan
terbitnya SP3HL/SP4HL dicatat oleh satker— input SP3HL
pada SAIBA.

Akun Uraian Debet | Kredit
SXXXXX Beban xxx XXXX
313111 Ditagihkan Dari Entitas XXXX
Lain

¢) Jurnal balik setelah pengesahan SP3HL/SP4HL - Diinpurt

secara manual di jurnal umum

Akun Uraian Debet:| Kredit
218211 Hibah Langsung vang| xxxx
helum disahkan
111827 Kas Lainnya di K/L KXKX

dari Hibah yang belum
disahkan
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h. Belanja dibayar dimuka (Prepaid)

Belanja dibayar dimuka merupakan akun berkaitan dengan belamnja
akrual. Belanja dibayar dimuka (prepaid) merupakan arus kas keluar

afau pengeluaran Delanja yang telah dilengkapi olelh bukti-bukd

transaksi atau dokumen tagihan namun satuan kerja belum nienerima

manfaat atas pengeluaran tersebut

A,

B.

C.

Pengakuan

Pengakuan belanja dibayar dimuka pada saat akhir periode laporan
derigan memperhitungkan manfaat dari pembayaran yang belum di
terinia, Dikarenakan pada SAIBA pengakuan pendapatan dan belanja
akrual menggunakan pendekatan beban, maka beban dibavar
dimuka diakui sebagai pengurang beban pada periode berjalan.

Pengukuran

Pengukuran belanja dibayar di muoka menggunakan mata wang
ruplah sebesar nilai nominal rupiah kas vang dikeltarkan. Belanja
dibayar di muoka yang dinkur dengan mata nang asing dikonversi ke
dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank
Indonesia) pada saat pengeluaran kas dilakukan.

Penyajian Dan Pengungkapan

Belanja dibayar dimuka disajikan dalam Neraca dan CalK. Penyajian
akun tersebut dalam bentuk perbandingan periode pelaporan dengan
periode 31 Desember tahun sebelumnya. Belanja dibayar dimuka
diungkapkan mutasi penambahan dan pengurangan selama periode
pelaporan. Pada awal periede pelaperan berikutnya, belanja dibayar
dimuka dilakukan jurnal balik.



D. Teknis

1. Dokumen Sumiber:
a) SPM/SP2D;
b) Kontrak:
c) surat perjanjian;
d] rekening tagihan;

¢) 8K kepegawaian.

2. Jurnal;

-03-
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a) Belanja di bayar dimuka dengan pembayaran belanja melalui

SP2D;
(1) Jurnal Kas Pembayaran belanja melalui S$P2D - Input
SP2D pada aplikasi SAIBA.
Akun Uraian Debet Kredit
Sxxxxx | Beban xxx KXHK
118611 | Piutang dari KUN XXXX
(2) Jurnal Akrual Pembayaran belanja melalui SP2D - Input
SP2D pada aplikasi SAIBA.
Akun Uraian Debet Kredit
Sxxxxx | Beban xxx XXKX
813111 | Ditagihkan Ke KXXX

Entitas Lainnya

Jurnal penyesuaian akhir periode pelaporan atas beban

dibayar dimuka yang belum diterima manfaatnya -

Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SATBA.

Akun Uraian Debet Kredit
114 1xx | Beban Dibayar | xxxx
Dimuka
DEXKKX Beban xxx XXKK
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(4) Jurnal balik yang dilakukan pada awal periode pelaporan
berikutnya atas beban dibayar dimuka - Diinput secara

manual pada jurnal penyesuaian SAIBA.

Alcari Uraian Debet Kredit
Sxxxxx | Beban xxx XXXX
1141xx Beban Dibayar XXKK
Dimuka

b) Belanja di bayvar dimuka dengan pembayaran belanja melalni
Uang Persediaan
(1) Jurnal atas Ganti UP Dbelanja dibayar dimuka - Input
SP2D pada aplikasi SAIBA.

Akun | Uraian  Debet | Kredit
Sxxxxx | Beban xxx XXXX
115611 Kas di XXKK
Bendahara
Pengeluaran

(2) Jurnal atas Ganti UP Akrual Pembayaran belanja melalui
SP2D—1nput SP2D pada aplikasi SATBA

Akun LUiraian Debet Kredit
Sxxxxx | Beban xxx XXXK
313111 Ditagihkan Ke KKK
Enfitas Lainnva

(3) Jurnal penyesuaian akhir periode pelaporan atas beban
dibayar dimuka yang belum diterima manfaatnya -
Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SATBA

Akuan | Uraian Delet Kredit

114 1xx | Beban Dibayar | xwxx

Dimuka

SXXXKK Beban xxx XXX
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(4) Jurnal balik vang dilakukan pada awal periode pelaporan
berikutnya atas beban dibayar dimuka - Diinput secara

manual pada jurnal penyesuaian SAIBA

Akun Uraian Debet Kredit
Sxxxxx | Beban xxx XXKX
1141xx Beban Dibayar XKKK
Dimuka

c. Uang Muka Belanja (Prepayment)
Uang Muka Belanja merupakan arus kas keluar dan/atau pengeluaran
belanja yang belum dapat ditentukan Dbesaran beban yang diakui dan
belum dilengkapi bukti dan dokumen tagihan pembayaran nvang muka
serta dapat disebabkan karena ketentuan berkaitan dengan peraturan
dan/atau perjanjian. Salah satu contoh uang miuka belanja adalah

pemberian porsekot gaji PNS yang mutasi.

A. Pengakuan
Pengakuan uang muoka belanja pada saat pengeluaran kas belanja
terjadi. Dikarenakan pada SAIBA pengakuan pendapatan dan belanja
akrual menggunakan pendekatan beban, maka uang muka belanja
dialkui sebagai pengurang beban pada tanggal pengeluaran kas. Uang
Muka Belanja dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang
belum diterima/dinikmati oleh Pemerintah, namun pemerintah telah

membayar atas barang/jasa tersebut.

B. Pengukuran
Pengukuran uvang onika belanja menggunakan mata uang rupiah
sebesar nilai nominal rupiah kas yang dikeluarkan. Uang muka
belanja yang diukur dengan mata uang asirig dikonversi ke dalam
mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank

Indonesia) pada saat pengeluaran kas dilakukan.
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C. Penydjian Dan Pengungkapar
Uang muka belanja disajikan dalam Neraca dan CalLK. Penyajian
akun tersebut dalam Dbentuk perbandingan periode pelaporan
dengan periode 31 Desember taliun sebeluninya. Uang muka
belanja diungkapkan mutasi penambaban dan pengurangan

selama periode pelaporan:

D. Teknis
1) Dokumen Sumber:
a] SPM/SP2D;
b) Surat perjanjian;
¢) Rekening tagihan;
d) SK kepegawaian.
2) Jurnal:
a) Uang Muka Belanja dengan pembayaran belanja melalui
SP2D).
b)Jurnal Kas Pembayaran Uang Muka Belanja melalui SP2D -
Input SP2D pada aplikasi SAIBA,

Akun Uraian Debet Kredit
Sxxxxx | Beban xxx XXXX
115611 Piutang dari KUN XXXX

¢) Jurnal Akrual Pembayaran Uang Muka Belanja melalui SP2D
— Input SP2D pada aplikasi SATBA.

Akun Thraian | Debet | Kredit
Sxxxxx | Beban xxx KXXXK
313111 Ditagihkan K¢ Entitas XKXK
Lainnya

d) Jurnal penyesuaian pengakuan awal Uang Miuka Belanja -

Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA.

Aktin Uraian Debet Kredit

1142xx | Uang Muka Belanja KXXXK

SXXXXX Beban xxx heoied
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¢) Jurnal Kas pembayaran atas SPM/SP2D Belanja dengan
Potongan berupa penerinlaan angsuran/cicilan atas Uang
Muka Belanja (potongan SPM) — Input SPM/SP2D beserta
potongan pada pada aplikasi SAIBA.

Akun Uralan Debet | Ikredit
Sxxxxx | Belanja sxx XXX
115611 Piutang dari KUN XKXX
219711 | Utang Kepada KUN XXXX
42399x% Penerimaan  Kembali KKXX
Tang Muka xxx

) Jurnal Akrual pembayaran atas SPM/SP2D Belanja dengan
Potongan berupa penerimaan angsuran/cicilan atas Uang
Muka Belanja (potongan SPM) — Input SPM/SP2Dr beserta
potongan pada pada aplikasi SAIBA.

Akun Uraian Debet | Kredit
oxxxxx | Beban xxx KXXX
313111 Ditagihkan Ke Entitas KKK
Lain

313121 | Diterima Dari Entitas Lain

42399x Penerimaan  Kembali
Uang Muka xsx

g) Jurnal penyesuaian atas jurnal yang terbentuk oleh SAIBA
karena Potongann SPM untuk penerimaan kembali uang

muka = Diinput secara manual pada jurnal wmum SAIBA.

Akun Uraian Debet Kredit

42399x | Penerimaan Kembali Uang | xxxx

Muka xxx

11421x Uang Muka Belanja KKK
(prepayment)
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d. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
A. Latar Belakang

Pendapatan yang masih harus diterima merupakan nilai pendapatan
vang telah menjadi hak dari segi waktu yang samipai dengan tanggal
pelaporan belum diréalisasikan secara kas. Pendapatan yang belum
diterima tersebut secara peraturan/perikatan belum jatuh tempo.
Pendapatan yang masih harus diterima adalah akun sgjenis piutang
tetapi tidak memenuhi kriteria pengakuan piutang negara, bersifat
sangat lancar, sehingga tidak perlu disisihkan,

Pengakuian

Pengakuan pendapatan yang masih haris diterima merupakan
ketika hak dapat dihitung sampai dengan tanggal pelaporan, belum
jatuli temipo, dan belum ditagilikan,

Pendapatan yang masih harus diterima disajikan senilai rupiah
perhitungan pendapatan yang telah menjadi hak namun belum

diterima secarz kas dan belum jatuh tempo.

Pengukuran

Penglikuran pendapatan yang masih haris diterima menggumakan
mata uang rpiah sebesar nilai nominal yang perhitungan secara
akuntansi atas pendapatan yang belum dapat direalisasikan.
Pendapatan yang masih harus diterima yang diukur dengan mata
uang asing dikonversi ke dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai
tukar (kuars tengahh Bank Indonesia) pada saat pengeluaran kas
dilakukari.

. Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan yang masih harus diterima disajikan dalam Neraca dan
Cal.K. Dalam Cal.K; Pendapatan yang masih harus diterima disajikan
dalam bentuk perbandingan dengan antara periode pelaporan dengan
periode 31 Desember tahun sebelumnya. Satuan kerja harus
mengungkapkan jenis dan realisasi pendapatan yang masih haruos

diterima selama periode pelaporan.
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E. Teknis
1) Dokumen Sumniber:
a) Dokumen Perjanjian/Perikatan
b) Kortrak
2) Jurnal:

a) Jurnal pendapatan yang masih harus diterima yang dilakukan
pada akhir periode pelaporan - Diinput secara manual pada
jurnal penyesuaian SAIBA.

Akun | Uraian | Debet | Kredit

114311 | Pendapatann yang masih | xxox

harus diterima

4 2XxxX Pendapatan xsex FOCRK

hyJurnal balik awal periode pelaporan berilkutnya - Diinput

secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA.

Akun Uraian Debet | Kredit
42xxxx | Pendapatan xxx XXXR
114311 Pendapatan yang masih XXXX

harus diterima

e. Piutang
A. Latar Belakang

Piutang merupakan jumlah wang yang wajib dibayar kepada
kementerian  negara/lembaga  dan/atau hak  kementerian
negara/lembaga yang dapat dinilal dengan uang sebagai akibat
perjanjian kewenangan pemerintah berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlala atau akibat lainnya yang sah,
vang dibarapkan diterima Pemerintah dalam waktu 12 (dua belas)
bulan sejak tanggal pelaporan.

Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang harus
dibentulc sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan
penggolongan kualitas piutang. Kualitas piutang adalah hampiran
atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatulian

membavar kewajiban oleh debitor.
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Piutang pada Kementerian Ketenagakerjaan meliputi:

1) Pintang Bukan Pajak Lainnya.

2) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi.

&) Bagian Lancar Tuntiitan Perbendaharaan.

Piutang Bukan Pajak Lainnya merupakan piutang yang berasal dari
selain piutang bukan pajak, bagian lancar tagihan penjualan
angsuran, dan bagian lancar tinoitan gant 1“w:1gi.

Tuntutan Ganti Rugi merupakan piutang yang timbul karena
pengenaan ganti kerugian negara kepada pegawai negeri bukan
bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari
suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai
tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan ftugas yang menjadi
kewajibannya, Tuntutan Ganti Rugi dapat dikenakan oleh pimpinan
di lingkup Kementerian Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Tuntutan Perbendahsaraan dikenakan kepada bendahara vang karena
lalai atan perbuatan melawain huokum mengakibaikan kerugian
negara. Tuntutan Perbendaharaan dikenakan oleh Badan Pemeriksa
Ke‘uangan sesuai dengan ketentuan pe‘nmdang—Lmdangan yang
berlalau.

Bagian Lanecar Tuntutan Ganti Rugi (Bagian Lancar TGR) merupakan
reklasifikasi aset lain-lain yang berupa tuntutan gand rugi ke dalam
aset lancar disebabkan adanyva tuntutan ganti rugi jangka panjang
yang jatuh tempo tahun berikutnya. Bagian Lancar TP/TGR
merupakan bagian TP/TGR yang jatuh fempo dalam waktu 12 bulan
setelah tanggal pelaporarl.

Sesual Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMI.06/2014
tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan
Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan
Bendahara Umum Negara, kualitas piutang ditetapkan dalam 4
golongan yaitu kualitas lancar, kualitas kurang lancar, kualitas

diragukan, dan kualitas macet.
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Penyisihan Piutang Tidak Tertagilh pada Kementerian
Ketenagakerjaan wajib dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian.
Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian, wajih:

1) Menilai kualitas pittang.

2) Memantau dan mengambil langkah-langkah yvang diperlukan agar
hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat
direalisasikan.

Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan

sekurrang-kurangnya:

1) Jatuh tempo piutang;

2) Upaya penagihan.

Penggolongan kualitas piutang dilakukan dengan ketentuan:

1) Kualitas lancar apabila belum dilakukan peélunasan sampai
dengan tanggal jatull temnpo yang ditetapkarn;

2) Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan
terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan
peluniasan;

3) Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan
terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakikan
pelunasan;

4) Kualitas macet apabila:

a. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung secjak tanggal
Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pehinasan;
b, Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang

Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

B: Pengakuan
1) Piutang PNBP
Penigakuai Pintang Bukan Pajak dilakukan bersamaan dengan
pengakuan terhadap pendapatan negara bukan pajak.
Untuk dapat diakai sebagai Piutang Bukan Pajak, harus
dipenuhi kriteria sebagai berikut:
a; Telah diterbitikan surat ketetapan; dan/fatan

b. Telah diterbitkan surat penagihan.
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Bagian Lancar TP/ TGR

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan

TP/TGR, harus didukung dengan bukti Surat Keterangan

Tanggung Jawab Mutlak (SKTM), yang menunjukkan bahwa
penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di
luar pengadilan). SKTM merupakan surat keterangan tentang
pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab
seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila
penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur
pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada
surat ketetapan yvang telah diterbitkan oleh instansi yvang
berwenang.
Penyisihan piutang tdak tertagih disajikan tersendiri dalam
neraca dan secbagai pengurang atas jumlah piutang. Nilai
penyisihan piutang tidak tertagih tidak bersifat akumulatif
tetapi ditetapkan setiap semester dan taliunano sesuai
perkembangan kualitas piutang.
Kebijaken akuntansi penyisihan piutang didasarkan pada
umur piutang. Dibedakan menurut jénis piutang, baik dalam
menetapkan umnr maupun penentuan besaran yang akan
disisihkan, karena jenis piutang sangat bervariasi dan
kenmungkinan tidak tertagih juga sangat bervariasi, tergantung
pada karakteristik piutang yang bersangkutar.

Satker wajib membentuk penyisihan piutang tidak tertagih

dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Penyisihan piatang fidak tertagilh yang umum ditetapkan
paling sedikit sebesar 5%s (lima permil) dari piutang yang
memiliki kualitas lancar

b) 10% (sepulnh persen) dari pintang dengan kualitas kurang
lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai
barang sitaan

c) S0% (lima pululy persen) dari piutang dengan kualitas
diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai
barang sitaan

d) 100% (seratus persen) dari pintang dengan kualitas macet

setelah dikurangi dengan agunan atau nilai barang sitaan.
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C. Pengukuran

Pengukuran piutang menggunakan niata uang rupiah sebesar nilai

nominal dokumen tagihan. Piutang yang diukur dengan mata uang

asing dikonversi ke dalam mata vang rupiah berdasarkan nilai
tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada periode pelaporan.

Pengukuran piutang TP/TGR setiap akhir periode akuntansi harus

dilakukan reklasifikasi berdasarkan SKTM, dilakukan sebagai

berikut:

1) Dicatat sebagai aset lancar akun bagian lancar TP/TGR sebesar
nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan
ditagih dalant 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca
berdasarkan surat kefentuan penyelesaian yang telah
ditetapkan;

2) Dicatat sebagai aset lainnya akun tagihan TP/TGR terhadap
nilai yang akan dilunasi lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah
taniggal neraca.

Pengukuran Piutang dalam mata uang asing pada neraca

menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

Selisih penjabaran pos Piutang dalam mata uang asing antara

tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai kenaikan

atau penurunan ekuitas periode berjalan.

D. Penyajian dan Pengungkapan

Piutang PNBP disajikan pada neraca laporan keuangan di tingkat

satuan kerja/UAKPA dan dilaporkan secara berjenjang ke umit

akuntansi diatasnya setiap semester dan talnunan.

Dalam CaLK, piutang PNBP disajikan dalam bentuk perbandingan

dengan periode pelaporan dan periode 31 Desember tahun

sebeluminya, dirincl sesuai jeniis-jenis phitang PNBP-nya.

Disamping disajikan di neraca, informasi mengenal akun piutang

diungkapkan dalam CalK. Informasi dimaksud dapat berupa:

1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian,
pengakuan dan pengukuran tagihan piutang;

2) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umuu untuk mengetahui
tingkat kolektibilitasiya;
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Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di kementerian
negara/lenibaga atau telah diserahkan penagihannya ke
KPKNL;

Tuntutan Ganti Rugi/Perbendaharaan yang masih dalam
proses penyelesdgian, baik melalui cara damial mauapun
pengadilan;

Dalam hal terdapat Dbarang/liang yang disita oleh Negara

sebagai jaminan maka hal ini wajib diungkapkan.

Perlakuan Akuntansi Khusus

1)

Penghapusan Piutang

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan

sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang

dimaksud, yaitu:

a. Pelunasan (membayar tunai) atau melaksanakan sesuatu
sehingga tagihan tersebut selesai/lunas,

b. Penghapustagihan (write-off).
Penghapustagihan adalah sebualy keputusan yang sensitif]
penuhh  dengan konsekuensi ckonomik, kemungkinan
hilangnya hak tagih atau hak menerima tagihan. Oleh
karena itu, penghapustagihan swuatu piutang harus
berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang
menghasilkan keputusan hapuns tagih yang defensif bagi
pemerintah secara hukum dan ¢konomik.

¢. Penghapusbukuan
Penghapusbukuan  piutang merupakan  konsekuensi
penghapustagihan piutang, Penghapusbukuan piutang
dibuat berdasarkan berita acara dfau keputusan pejabat
yang herwenang untuk menghapnstagihan piatang.
Keputusan danjatau Berita Acara merupakan dokumen
yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

Kriteria penghapusbukuan:
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i Penghapusbukuan harus memberikan manfaat yang
lebih bersar daripada kerugian penghapusbukuan:
= memberi gambaran obyektif tentang kemampuan

keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan;

- memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang
penurunan ekuritas;

- mengurangi Dbeban administrasi/aktuntansi, tntuk
mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi
tagihannya.

i. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum
dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah,
apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada
pengambil keplitusan penghapusbiikuarn;

iii. Penghapusbuknan Dberdasarkan keputusan fomal
otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus
tagih perdata dan/atau hapus bukii, Pengambil
keputusan penghapushukuan melakukdn keputusan
reaktil (tidak Derinisiatif), berdasar sistem nominasi
untuk dihapusbukiikan atas usulan berjenjang yang
bertugas melakukan analisis dan usulan
penghapushukuan tersebut.

Penghapusbukuan harus diungkapkan secara cukup dalam

CalLK agar lebih informatif. Iinformasi yang perlu

diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai

pintang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan
pintang dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

Suatn piutang yang telah dihapuspukukan, ada

kemungkinan diterimna pembayarannya, karena timbul

kesadaran daii rasa tanggung jawab yang berutang,
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Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapus
buku, ternyata di kemudian hari diterima
pembayaran /pelunasannya maka penerimaan tersebut
dicatat sebagal penerimaan kas pada periode vang
bersangkutan dengan lawan perkiraan peneriniaan
pendapatan bukan pajak (PNBP).

F. Teknis
1) Dekumen Sumber
a) Piutang PNBF:
i. Surat Tagihan PNBP;
it. SuratKetetapan Piutang;
iii. Ketetapan penghapusan piutang;
iv. Surat penverahan penagihan piutang ke DJKN.
b) TP/TGR:
i SKTJM/SKTM dan dokumen lain yeng dipersamiakar;
ii. Jaminai;
iii,. Dokumen lain tentang penetapan TP/TGR;
¢) Penyisihan Piutang:
i, Surat Tagihan/Surat Peringatarn
ii. Kertas Kerja Umur dan Kualitas Piutang
2) Jurnal
a) Piutang PNBP
i. Jurnal ketika Surat ketetapan/tagihan PNBP diterbitkan
- Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA
Akun Uraiary Debet Kredit

115211 | Piutang Penerimaan XKXX

Negara Bukan Pajak

42xxxx | Pendapatan xxx XXXX
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Jurnal setelali  penyetoran dari kas bendahara
penerimaan ke kas negara (SSBP), pendapatan yvang
terbentuk karena input SSBP pada SAIBA dilakukan
jurnal balik dikarenakan pendapatan sudah diakui
ketika penetapan TP/TGR/Piutang Jangka Panjang -
Input SSBP pada aplikasi SAIBA.

Aluri Uraian Debet Kredit

313121 | Diterima dari Entitas XXXX

Lainnya

42xxxx | Pendapatan PNBP xxx XXXX

Jurnal  setelah penyectorant  dari  kas bendahara
penerimaan ke kas negara (SSBP) - Diinput secara

manual pada jurnal penyesuain SAIBA.

Akun Uraian Debet Kredit
42xxxx | Pendapatan xxx XXX
115211 | Piutang Penerimaan XXKK
Negara Bukan Pajak

b) Bagian Lancar TP/TGR/Piutang Jangka Panjang

i

Pembentukan bagian lancar TGR - Diinput secara

manual pada jurnal penyesuaian nieraca SATBA.

Akun Uraian Debet | Kredit
115421 | Bagian lancar Tagihan | xXxxx
TP/TGR/Piutang Jangka
Panjang
152111 | Piutang XXXX-
TagihanTP/TGR/Piutang

Jangka Panjang

2016, N

490



2016, No. 490

-108-

ii. Jurnal Balik Awal Tahun - Diinput sécara manual pada

jurnal penyesuaian SAIBA.

Akun Uraian Debet | Kredit
152111 | Piutang XXXX
TagihanTP/TGR/Piutang
Jangka Panjang
115421 Bagian lancar XXXX
Tagihan
TP/TGR/Piutang

Jangka Panjang

iii. Penyetoran atas cicilan TP/TGR/Piutang Jangka

Panjang ke kas negara demnigan SSBP (mengurangi
TP/TGR/Piutang Jangka Panjang di SAIBA) - [nput
SSBP pada SAIBA.,

Akun Uraian Debet | Kredit

219711 | Utang Kepada KUN KKK

423921 Pendapatan XKXX
Penyelesaian Tuntutan
Ganti Rugi Non
Bendahara

313121 | Diterinia dari entitas lainnya | xXxxx

152111 Piutang XKXX
TagihanTP/TOR/Piutang
Jangka Panjang
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¢) Penyisihan Piutang

i Jurnal Pényisihan Piutang- Dilnput secara manual pada

2016, No. 490

jurnal penyesuaian SAIBA.
Alan Uraian Debet | Kredit

594411 | Beban Penyisihan Piutang | xxxx '
Tagihan Tuntatan
Perbendaharaan /Tuntutan
Ganti Rugi

116421 | Penyisihan  Pihutang  Tidak KKKK
Tertagih-Bagian Lancar

Tagihan Tuntutan Gant Rugi

d) Penghapusan Piutang
a)Jurnal Penghapusan Piutang- Diinput secara manual

pada jurnal nmum SATBA.

Akun Uraian Debet Kredit

116421 | Penyisihan Piutang Tidak | xxxx

Tertagih - xxx

162111 | Piutang xxx XKKX

f. Persediaan

a. Persediaan Umum

1)

Latar Belakang

Persediaan mieliputi barang atau perlengkapan (supplies) vang
digunakan dalam rangka kegiatan operasienal pemerintah,
hahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses
produksi, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan
untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, barang vang
disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat
dalamm rangka Kkegiatan pemerintalian. Termasuk dalam
persediaan antara lain tanah, bangunan, hewan, dan tanaman
untuk dijual atau diseralhlkan kepada masyarakat.
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Persediaan umum pada Klasifikasi ini adalahh persediaan yang

ada pada setiap satuan kerja pemerintah antara lain:

Persediaan yang dihitung dengan metode Harga Perolehan

Terakhir meliptiti  persediaann sebagai berikiuit: Barang

konsumsi; Amunisi; Bahan untuk pemeliharaan; Suku cadang;

Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga; Pita cukai dan

leges; Bahan baku; dan Barang dalam proses/setengal jadi.

Pengakuan

Persediaan diakui dan dicatat pada saat:

1)  potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan
mempunyai nilai atau biava yang dapat diukur dengan
andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang
dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga
barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat dinkur
secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral;
dan/atau

2) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dai/ atau
kepenguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang
digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah
faktor, knitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu

pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang

mempengarnhi persediaan (perelehan dan pemsakaian). Pada
akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan
dengan hasil inventarisasi fisik. Inventarisasi fisik dilakukan

atas barang yang belum dipakai, bhaik yang masili berada di

gudang/tempat penyimpanan maiurpun persediaan yang berada

di unit pengguna.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan

dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CalK. Untuk itu,

laporan keuangan melampirkan daftar persediaan Darang rusak

atau usang.
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Barang persediaan vang melekat pada kegiatan dicatat dalam
aplikasl persediaan dan didistribusikan/dikeluarkan sejumlah
vang dicatat pada saat kegiatan dilaksanakan. Sisa barang
persediaan dari pelaksanaan kegiatan, diserahkan dan dicatat
olehh petugas pengelola fisik persediaan sesuai dengan BAST
dari pelaksana kegiatan.

Persediaan dinilai sebesar:

1) Bidya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian
ditamball pajak, biaya pengangkutan, biaya penanganan,
dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan
pada perolehan saat perolehan persediaan. Potongan harga,
rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya
perolehan. Metode pengukuran persediaan adalah
mengginakan metode harga pembelian terakhir.

2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi

sendiri.
Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang
terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya
overhead tetap dan variabel vang dialokasikan secara
sistematis, yang fterjadi dalam proses konversi bahan
menjadi persediaan.

3) Nilai wajar didasarkan pada dokumen yang menyertainya
apabila  diperoleh  dengan cara lainnya  seperti
donasi/rampasan. Nilai wajar yang dimaksud adalah nilai
pasar-dari barang persediaan dalam hal harga perolehiannya
tidak diketahui.

Beban persediaan diakui pada akhir periode pelaporan

berdasarkan perhitnngan dari transaksi periggurnaar

persediaan, penyerahan persediaan kepada masyarakat atau
sebab lain yang mengakibatkan berkurangnya jumlah

persediaan.
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Fengukuran

Pengukuran persediaan menggunakan mata uang rupiah

sebesar nilai nominal rupialh perolehan. Dalam rangka

penyajian persediaan di neraca, sattian kerja miclaksanakan

Stock Opname (Inventarisasi Fisik) persediaan yang dilakukan

setiap semester. Untuk selanjutnya berdasarkan hasil

inventarisasi fisik tersebut dilakukan penyesuaian data nilai
persediaan.

PMK 219/PMK.05/2013 menggariskan bahwa penentuan nilai

persediaan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode,

yaitu metode First-in First-out (FIFO) atau Masuk-pertama

Keluar-pertama (MPKP), dan metode Harga Perolehan Terakhir.

Dengan metode FIFO, nilai persediaan yang ada ditentukan

berdasarkan harga perolehan dari persediaan yang terakhir-

terakhir diperoleh mengikuti jumlal fisik persediaan tersebut:

Sementara itu, dengan mietode Harga Perolehan Terakhir, nilai

persediasan yang ada ditentukan dengan harga perolehan

persediaan yang paling akhir dipereleh.

Persediaan umum pada klagifikasi ini dihitting dengan metode

Harga Perolehan Terakhir.

Penyajian dan Pengungkapan

Persediaan disajikan di neraca sebesar nilai moneternya dan

dinngkapkan dalam CalK, berupa:

a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran
persediaan.

b) Penjelasan lebili lanjut persediaan sepertl barang atau
perlengkapan  yang  digunakan  dalam pelayanan
masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan
dalam proses produksi, barang vang disimpain untuk dijual
atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang
masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk
dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

¢) Kondisi persediaan.

d) Hal-hal lain yang perlu diungkapkan berkaitan dengan

persediaai.
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a) Dokumen pembelian persediaan

b) SPM/SP2D

€) BA Stock Opname Persediaall.

2) Jurnal:

2016, No. 490

a) Persediaan yang diperoleh dari pembelian dengan belanja

persediaan.

i, Pada saat persediaan diterima dan diinput aplikasi
persediaan- Diterima dari file kirim SIMAK-BMN.

Akun Uraian Debet | Kredit
117xxx | Persediaan xxx XXX
117911 | Persediaan belum XXXX
diregister

il. Pada saat persediaan

SPM /SP2D - Input SP2D pada SAIBA.

dibayar dengan diterbitkan

Akun Urdian Debet | Kredit

117911 Persediaan behim | xxxx
diregister
313111 Ditagihkan darti XXXX
entitas lainnya
S5218xxx/ | Belanja barang xxx XXXK:
115612 Piutang dari XEXX
ili. Pemakaian/pengurangan  jumlah  persediaan -
Diterima dari file kirim SIMAK-BMN

Akun Uraian Debet | Kredit
5931xx Beban Persediaan KXXX
117xxx Persediaan xxx XXXX
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iv. Pembelian persediaan yang masih Delum dibayar
sampal dengan periode pelaporan - Dinput secara

manual pada jurnal penyvesuaian SAIBA.

Akun Uralian Debet | Kredit

212112 Belanja barang yang | Xxxx

masih harus dibayar

D2xxxx Belatija barang XXXX

KX

v. Pembayaran pembelian persediaan yang masih belum
dibayar sampai dengan periode pelaporan - Input
SP2D pada aplikasi SAIBA

Akun | Uraian | Debet | Kredit
S2XXXX Belanja barang xxx | Xxxx
115612 Piutang  dari KXXX
KLUIN

b) Persediaan yang diperoleh dengan pembelian
menggunakan belanja barang (52) selain  belanja
persediaan.

i. Pada saat SPM/SP2D Belanja Barang diinput - Input
SP2D pada aplikasi SATBA.

Akun Uraian " Debet | Kredit
52xxxx | Beban Barang xxx XXXK
313111 | Ditagihkan dari XXXX
entitas lainnya

ii. Penginputan persediaan pada aplikasi persediaan
menghasilkan jurnal — Diterima dari file kirim SIMAK-

BMN
Akun Uraian Debet Kredit
117xxx | Persediaan xxx XXXXK
117911 Persediaan KXXX
belum diregister
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ili. Apabila ADK SIMAKEMN/Persediaan dikirim ke SAIBA
maka terdapat salde peralatan niesin belum diregister
pada sisi debel dan persediaan belum diregister pada
sisi kredit, maka jurnal penyesuaian atas transaksi

tersebut adalah - Diinput dari Jurnal Penyesuaian.

Akun | Uraian | Debet | Kredit

117911 | Persediaan  Belum XXXX

diregister

S2XHXX Beban xxxx XXXX

iv. Pemakaian/pengurarngan junilah persediaan - Diterima
dari file kirim SIMAK-BMN.

Akun | Uraian | Debet | Kredit

3931xx | Beban Persediaan | xxxx

KXX

117xxx | Persediaan xxx XXXX

b. Persediaan Untuk Diserahkan Pada Masyarakat
1) Latar Belakang
Persedian Bahan untuk dijual/diserahikan kepada Masyarakat
adalah barang atau perlengkapan vang dibeli dan disimpan
oleh satuan kerja, yang dimaksudkan untuk
dijual/diserahkan kepada masyarakat sebagai amanah
ketentuan perundang-undangan dan atau ketentuan lain
yang membolehkan satuarn kerja untuk
menjual/menyerahkan  kepada — masayarakat/pemerintah

daeral
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Pengakuan

Pengakuan persediaan bahano wuntuk dijual/diserabhkan
kepada masayarakat sama dengan pengakuan persediaan
pada umumnya, Persediaan balhian untuk diserahkan kepada
masayarakat diakii pada saat diterima atau  hak
kepemilikannya danjfatau kepenguasaannya berpindaly.
Pengakuan persediaan dalam bentuk geding dan bangunan
serta peralatan dan mesin yang diserabkan Kkepada
masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian
Ketenagakeljaan vang berkaitan dengan progranm padat karya
diakui pada saat Berita Acara Serah Terima (BAST) pengadaan
persediaan tersebut. Persediaan habis
pakai/diseralhikan/disalurkan diakui pada saat berita acara
serall terima kepada msayarakat yang sesual ketenituan vang
berlaku dinyatakan berhak menerima barang tersebut.
Persediaan berupa barang yang akan diseralikan kepada
masyarakat/pihak ketiga yang masih dalaam proses
pembangunan sampai dengan tanggal pelaporan, maka atas
pengeluaran — pengeluaran yang dapat diatribuisikanuntuik
pembentukan aset tersebut tetap disajikan sebagai
persediaan (bukan KDP).

Pengtikuran

Persediaan bahan untuk diserahkan kepada masyarakat
disajikan sebesar:

a) biaya perolehan apabila dipercleh dengan pembelian;

b) biaya standar apabila dipreduksi sendiri;

¢) nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya.
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Biaya perolehan persediaan nieliputi harga
pentbelian/pengadaan, biaya pengangkutan, biava
penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat
dibebankan pada peéerolehan persediaan. Potongan harga,
rabat, dan lainnya vang serupa mengurangi biaya perolehan.
Pengukuran mnilai perolehan persediaan dalam bentuk
gedun'g dan bangunan serta peralatan dan mesin, seésuai
dengan pengukuran apabila barang tersebut diakui seabagai
aset tetap.
Persediaan bahan yang diserahkan kepada masyarakat
dihitung dan dikelola dengan metode First-in First-out (FIFQ)
atau Masuk-pertama Keluar-pertama (MPKP).
Penyajian dan Pengungkapan
Entitas menyajikan persediaan untuk diserahkan kepada
masayarakat sebagai aset lancar pada Neraca sebesar jumlah
persediaan sebagainiatia nilai perhitungan dan pengelolaan
secdara FIFO dengan diverifikasi dari hasil inventarisasi fisik.
Sementara itu, beban barang untuk diserahkan ke
masyarakat/beban bantuan sosial disajikan pada Laporan
Operasional. Pengungkapan  yang memadai terkait
persediaan dituangkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan, meliputi sekurang-kurangnya tentang kebijakan
akuntansi atas persediaan, penjelasan lebill lanjut atas
persediaan termasuk selisih nilai persediaan tercatat dengan
hasil inventarisasi fisiknya, serta jumlah, jenis, dan nilai
persediaan dalamn kondisi usang/rusak.
Teknis
1) Dokumen ;

a) Doknmen pengadaan persediaan atan BAST;

h) SPM/SP2D);

c) BAST penyerahian persediaan;

d) BA Steck Opname Persediaan.

2016, No. 490
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6] Jurnal:
a) Persediaan yamg diperoleh dari pembelian dengan belanja
persediaan
i.Jurnal pada saat persediaan diterima  (BAST
barang/penyelesaian pekerjaan dari
penyedia/rekanan) dan dimput aplikasi persediaan-
Diterima dari file kirim SIMAK-BMN.

Akun Uraian Debet Kredit

7 11712x | Persediaan XXX | XXXX

Untuk Diserahkan

Kepada Masyarakat
] 117911 | Persediaan  belumn XXXK
diregister

it Jurnal apabila pengadaan persediaan belum dilakukan
pembayaran kepada penyedia - Diinput secara nianual

pada jurnal wmum SAIBA,

Akun Uraian Debet | Kredit
117911 | Persediaan  belum | xxxx
diregister
212112 | Belanja barang yang XXXX

masih harus dibayar
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ili.Jurnal ada saat persediaan dibayar dengan diterhitkan
SPM /82D - linput SP2D pada aplikasi SAIBA.
Akun Uraian Debet | Kredit

7 117911 | Persediaan belum | xxxx
diregister

313111 | Ditagihkan dari XXXX

entitas lainnya

526xxx | Belanja xxx Untuk | xxox
diserahkan Kepada
Masyarakat/Pemda

115612 | Piutang dari KUN XEXK

iv.Jurnal penyesuaian milai Belanja Barang Yang Masih
Harus Dibayar setelah pembayaran SPM/SP2D -
Diinput secara manual pada jurnal vmum SATBA.

Akun Uraian Debet Kredit
212112 | Belanja barang yang | Xxxx
niasih harus
dibayar
117911 | Persediaan  belumm XXXK

diregister
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vodurnal  penyerahan  Persediaan Bahan — Untuk
Diserahkan Kepada Masyarakat kepada
masyarakat/pihak lain sesuai ketentuan melalut BAST
- Diinpuit secara manual pada jurnal penyesuaian

SAIBA.

Akun Uraian | Debet | Kredit

' 526xxx | Beban xxx Untuk | xxxx
Diserahkan Kepada
Masyarakat

117xxx | Persediaan XXX XXXX
Untuk Digserahkan
Kepada Masayakat

Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset berwujud vang mempoiyai masa
manfaat lebih dari satu periode akuntansi (lebih dari 12

bulan) untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau

dimanfaatkan nntuk kepentingan wmumn.

Untuk dapat diakuai sebagai aset tetap, suatu aset harus

berwujud dan memenuhi kriteria:

L.

Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)
bulan;

Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

Tidak dimaksudkan ontuk dijual dalam operasi normal
entitas;

Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk
digunakar.

Aset tetap meliputi 6 (enam) pos, yaitu:

2.
b.
€.
d.

€.

f.

Tanah;

Peralatan dan Mesin;

Gedung dan Bangunan;
Jalar, Irigasi, dan Jaringan,
Aset Tetap Lainnya;
Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Aset fefap yang dihentikan dari penggunaan aktif

pemerintall tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus

dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai
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tercatatnya. Contohnya aset tetap vang rusak Derat dan
akan dihapuskan. Atas hal tersebut, reklasifikasi aset tetap
ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak
terganting pada péeriode laporamn.
Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan.
Apabila biaya pereolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau
tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan
pada mnilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan
adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau
nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh
suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai
dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap
untik digunakan. Sedangkan, nilai wajar adalah mnilai
tukar asel atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang
memahami dan berkeinginan wuntuk melakukan transaksi
wajar.

Biaya perolehan aset terdiri dari:

a. Harga pembelian atau biaya konstruksinya, termasuk
bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi
dengan diskon dan/atau rabat;

b. Seluruh  biaya lainnya yang secara langsung
dapat dihubungkan/diatribusikan kepada aset
sehingga dapat membawa aset tersebut ke kondisi
yvang membuat aset dapat bekerja untuk penggunaan
vang dimaksudkan.

Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan

jasa yang terkait dengan perolehan Aset Tetap atau aset

lainnya. Hal ini meliputi biaya konsultan perencana,
konsultan pengawas, dan pengembangan perangkat hinak

(software), dan harus ditambahkan pada nilai perolehan.

Meskipun demilian, fentu sgja harus diperhatikan nilai

kewajaran dan kepatutan dari biaya-biaya lain di lnar harga

beli Aset Tetap tersebut.



2016, No. 490

-122-

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap hanya
dapat dikapitalisasi pada nilai aset jika memenuhi
persyvaratan sebagai berikut:

1) Pengeluaran tersébut mengakibatkan bértambahnya
masa manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume aset yang
telah dimiliki; dan

2) Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai
kapitalisasi Aset Tetap/aset [ainnyva.

Pengukuran Aset Tetap harus memperhatikan kebijakan

pemerintah mengenai ketentuan mnilai satuan minimum

kapitalisasi Asel Tetap. Jika nilai perolehan Aset Tétap

di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas Aset

Tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai Aset

Tetap, namun tetap diungkapkan dalam Catatan Atas

Laporan Keuangan:.

Nilai satuan miminitin kapitalisasi aset tetap:

1) Pengelnaran antok per satnan perdlatan dain mesin dan
alat olahraga yang 2Rp300.000,-

2) Pengeluaran untiik gedung dan bangunan yang
>Rp10.000.000,-.

8) Nilai satuan minimum  kapitalisasi  aset tetap
dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan,
irigasi, jaringan, dan aset tetap lainnya bemipa koleksi
perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Kondisi aset tetap dikelompokan atas baik, rusak ringan,

dan rmusak berat. Inventarisasi atas kondisi fsik BMN

dilaporkan pada periode laporan talhunan.
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¢. Tanah

1) Latar Belakang
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah
yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan
operasional pemerintah dan dalam  kondisi siap dipakai.
Termasuk dalam klasifikasi tanalr adalah tanah yang digunakan
untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan,

2) Pengakuan
Tanah dapat diakui sebagai aset tetap apabila berwujud dan
memenuhi 4 (empat) kriteria berilait:
a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
b) Biaya perolehan tanah dapat diukur secara andal,
¢) Tidak dimaksudkan untuk dijual;
d)] Diperoleh dengan maksnd untuk digunakan.
Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriteria tidak
terpenuhi maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset
tetap. Pengadaan tanah yang sejak semula dimaksudkan uniuk
diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap
tanah, melainkan diakui dan disajikan sebagai perssdiaan,
Tanalh dapat diperoleli melalni pembelian, pertukaran aset,
hibah/donasi, dan Ilainnya. Tansh yang diperoleh melalui
pembelian dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan (belanja),
sehingga nilai perelehan tanah diakui berdasarkan nilai belanja
yang telah dikeluarkan.
Tanah diakui pertama Xkali sebesar biaya perolehan vang
mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya
yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya
pengurusan  sertifikat, biaya pematangan, pengukuran,
penimbunan, dan biaya lainnva yang dikeluarkan sampai tanah

tersebut siap pakai.
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Nilai tanah juga melipud nilai bangunan tua yang akan
dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut.
Apabila perolehan tanah pemerintah dilakukan oleh panitia
péngadaan, maka termasuk dalam perolehan tanah adalah
honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang
dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah
tersebut.

Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti
biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai
biaya perolehan tanah,

Aset tetap tanah tidak disusutlan.

Tanah wakaf yang digunakan oleh instansi pemerintah tidak
disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pémerintah
karena Pemerintah tidak memiliki dan/atau tidak menguasai
tanah wakaf tersebut. Tanah wakaf tersebut diungkapkan secara
meinadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (Calk).
Pengnkuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian
aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak
dimungkinkan, maka penilaian aset tetap didasarkan pada nilai
wajar pada saat perolehan. Pengukuran suatu aset tetap harus
memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai
satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Namun, untuk aset
tetap berupa tanah, berapapun nilai perolehannya seluruhnya
dikapitalisasi sebagai nilai tanah.

Penyajian Dan Pengungkapan

Tanah disajikan di neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar
biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset Tanah diperoleh,
Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namn
dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah
fersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap
tanahh pada mneraca pemerintah serta diungkapkan secara

memadai dalam CaLK.
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Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai
dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap
harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada
neraca pemerintah serta diungkapkan secara memadai dalam
CalK bahwa tanah tersebut dikuasai atan digunakan oleh pihak
lair.
Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun
dikuasai dan/atau diginakan oleh entitas pemerintah yang lain,
maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada meraca entitas
pemerintahh  yang mempunyai Dbukti kepemilikan serta
diungkapkan secara menadai dalamn CalK. Entifas pemérintah
yang menguasai dan/atau menggunakan tanah ecukup
mengungkapkan tanal tersebut secara memadai dalam CalK.
Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses
pengadilan, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan
disajikan sebagsi dset tetap tanal pada neracs pemierintah serta
diungkapkan secara memadai dalam CaLK
Dalam CalK diungkapkan;
1) Dasar penilaian yang digunakan untuk mnienentukan milai
tercatat (carrying amount)  tanaly
) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan
tanal;
3) Rekonsiliasi nilai tercatat tanah pada awal dan akhir periode
yang menunjukkan:
a) penambahan (perolehan, reklasifikasi dari konstruksi
dalam pengerjaan, dai penilaian);
b) perolehan yang berasal dari pembelian/pengembangan
direkonsiliasi dengan total belanja modal nntuk tanal;

¢) pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).



2016, No. 490

d,

-126-

Peralatan DAN MESIN

1)

2)

3)

Latar Belakang

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan
bermotor, alat eélektonik dan seluruh inventaris kantor, dan
peralatan lainnya vang nilainya signifikan dan masa
manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kendisi
siap pakai.

Rincian peralatan dan mesin meliputi alat bengkel dan alat
ukur, alat pertanian, alat kanter dan rumah tangga, alat
studico, komunikasi dan pemancar, alat, laboratorium, dan alat
kedokteran.

Pengakuan

Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila
terdapat bukii bahwa  hak/kepemilikan telah berpindali.
Dalam hal ini misalnya ditandat dengan BAST pekerjaan, dan
untiikk  kendaraan  bermotor dilengkapi dengan  bukd
kepemiilikan kendaraan.

Perolehan peralatan dapai melalui pembelian, pembangunan,
perttikaran asét, hibaly donasi, dan lainnya, Perolehan melalui
pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan
angsuran.

Pengukuran

Peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perclehan atau nilai
wajar pada saat aset tetap tersebut diperolsh.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah
pengeluaran yang telali dilakukan uantuk memperoleh
peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini
anfara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan,
biaya instalasi, serta blaya langsung lainnoya umntuk
memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin

tersebut siap digunakan.



127 2016, No. 490

4) Penyajian dan Pengungkaparn

Peralatan dan mesin disajikan di néraca dalam kelonipok aset

tetap sebesar biaya perolehannya atau nilai wajar pada saat

perolehan dikurangi akumiilasi penyusttarn.

Dalam Cal.K diungkapkan:

1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai
tercatat (carrying amount) Peralatan dan Mesin.

2) Kebijakan akuntansi untuk Xkapitalisasi yang berkaitan
dengan Peralatan dan Mesin.

3) Rekonsiliasi nilai tercatat Peralatan dan Mesin pada awal
dan akhir periode yang memunjukkan:

a) penambahan (perolehan, reklasifikasi dari konstruksi
dalam pengerjaan, dan penilaian).

b) perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan
direkonsiliasi dengan total belanja moedal untuk
peralatan dan mesin.

c) pengurangail (penjualail, penghapusary, dan penilaian).

4) Informasi penyusutan Peralatan dan Mesin yang meliputi:
nilai penyusutan, metode penyustitan yang digunakan,
masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta
nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal
dan akhir periode.

e. (edung dan Bangunan
1) Latar Belakang

Gedung dan bangunan mencakup sehiruh gedung dan
bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam
kegiatan operasional pemerintahh dan dalam  kondisi siap
dipalai.

Termasuk dalam kelompok gedung dan bangunan adalah
gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadals,
bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang
dan gedung museum,

Gedung dan Bangunan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh
untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di
atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud

dimasukkan dalam kelompok Tanal.
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Gedung Dbertingkat pada dasarnya terdiri dari konmiponen
bangunan fisik, komponen penunjang tama yang berupa
mechanical engineering (lift, instalasi listrik beserta generator,
dan sarapa pendingin udara), dan komponen penunjang lain
antara lain berupa saluran air dan telpon.

Perbedaan masa manfaat dan pela pemeliharaan menyebabkan
diperlukannya sub -akun pencatatan yang Dbeérbeda untuk
masing-masing komponen gedung bertingkat, misalnya menjadi
sebagai berikut:

1) bangunan fisik;

2) taman, jalan, tempat parkir, dan pagar;

3) instalasi pendingin udara;

4) instalasi listrik dan generator;

5) lift;

6) pintu elekirik (yang memakai akses);

7) penyediaan air, saliran air bersih, dan air limbah;

8) saluran telepoil;

Disarankan agar akuntansi pengakuan gedung bertingkat
diperinci sedemikian rupa, sehingga setidak-tidaknya terdapat
perincian  per masing-masing komponen bangunan yang
mempunyai umur masa manfaat yang sama. Data untuk
perincian tersebut dapat diperoleh pada dokumen penawaran
vang menjadi dasar kontrak konstruksi pekerjan borongan
bangunan.

Pengaknan

Gedung dan bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan
telah diterima atau diserahkan hak kepemilikanmya dan/atau
pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
Perolehan gedung dan bangunan dapat melalni pembelian,
pembangunan, tukar menukar, dan lainnya. Perolehan melalui
pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan
angsuran. Perolehan melalni pembangunan dapat dilakukan
dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak

konstruksi.
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Gedung dan bangunan dinilai dengan biava perolehan. Biava
perolehan gedung dan bangunan nieliputi sehuwruh biava vang
dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai
siap pakai. Biaya ini artara lain meliputi harga pembelian atau
biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan lzin Mendirikan
Bangunan (IMB), netaris, dan pajak. Apabila penilaian gedung
dan bangunan dengan menggunakan Dbiaya perolehan tidak
memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada mnilai
wajar/ taksiran pada saat perolehan.
Pengukuran
Pengukuran Gedung dan Bangunan harus mempeérhatikan
kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilali satnan
minimum kapitalisasi aset tetap. Bahwa nilai satuan minimum
perolehlan gedung dan bangunan adalah Rp.10:000:000,-.
Artinya, jika nilai perolehan gedung dan bangunan kurang dari
Rp.10.000.000,- maka gedung dan bangunan tersebut tidak
dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun tetap
dinngkapkan dalam Cal.K dan Laporan BMN.
Penyajian dan Pengungkapan
Gedung dan bangnnan disajikan di Neraca dalam kelompok aset
tetap sebesar nilal biaya perolehannya ataw nilai wajar pada saat
perolehan,
Dalam CalK diungkapkan:
1. Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat gedung dan
bangunan.
2. Kebijakan akuntansi uantuk Xkapitalisasi yvang berkaitan
dengan gedung dan bangunan.
3. Rekonsiliasi nilai fercatat gedung dan bangunan pada awal
dan akhir periode yang menonjukkar:
a) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari konstruksi
dalam pengerjaan, dan penilaian);
b) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan
direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk gedung

dan bangunan;

2016, No. 490



2016, No. 490

£

-130-

¢} Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).

4. Informasi penvusuian Gedung dan Bangunail vang meliputi:
nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa
manfaat atau @rif penyustitan yvang digunakan, serta nilai
tercatat bruto dan akumulasi penyusiitan pada awal dan
akhir periede.

Jalan, Irigasi, danJaringan
A. Latar Belakang

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan
vang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai
oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh
masyarakal nmuom. Termasuk dalam Kklasifikasi jalan, irigasi,
dan jaringan adalah jalan raya; jembatan, bangunan air,
instalasi air bersili, instalasi penibangkit listrik, jaringan air

minum.

. Pengakuan

Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan
jaringan telalh diterima atau diserahkan hak kepemilikannya
dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap

dipakai.

. Pengukuran

Jalan, irigasi, dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya
perolehan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi seluruli biaya
yang dikeluarkan untuk memperoleh jalamn, irigasi, dan jaringan
sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atan biaya
konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan,

irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
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Perolehannya pada umumnya dengan pembangunan baik
swakelola maupun kontrak konstruksi. Biaya perolehan untuk
jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun secara swakelola
meliputi biaya langsung dan tidak langstng vang terdiri dari
biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, Dbiayva
perencanaan dan pengawasan, Dbiaya perizinan, biaya
pengosongan, pajak, dan pembongkaran. jalan, irigasi, dan
jaringan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar
nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan vang diperoleh
melalui kontrak meliputi biaya peréncanaan dan pengawasan,
biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak,

kontrak konstruksi, dan pembongkaran.

. Penyajian dan Pengungkapan

Jalan, irigasi, dan jaringan disajikan di Neraca dalani kelonipok

aset tetap sebesar biava perolehan atau nilai wajar pada saat

aset tetap tersebut diperoleh.

Dalam CaLK diungkapkan:

1) dasar penilaian yang digunakan untok mencatat jalan,
irigasi, dan jaringan

2) kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan
dengan jalan, irigasi, dan jaringan yang dalam hal ini tidak
ada nilai satuan minimum kapitalisasi

3) rckonsiliasi nilal fercatat jalan, irigasi, dan jaringan pada
awal dan akhir periode yang menunjukkar:

a) penambahan (perolehan, reklasifikasi dari konstruksi
dalam pengerjaan, dan penilaian). Peérolehan vang
berasal dari pembelian/pembangnnan direkonsiliasi
dengan total belanja medal untuk jalan, irigasi, dan
jaringan,

b) pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).
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4) informasi penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang
meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan vang
digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang
digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi

penyusutan pada awal dan akhir periode.

Aset Tetap Lainnya
A. Latar Belakang

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat
dikelomipokkan ke dalam kelomipok aset tetap, yang diperoleh
dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemeriniah dan
dalam kendisi siap dipakai.

Rincian aset tetap lainnya meliput buku perpustakaan, barang
bercorak kesenian dan kebudavaan, hewan termak, dan
tanaman.

Termastk dalam kategori aset tetap lainnya adalali Aset Tetap-
Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan
miliknya. Contohnya biaya partisi suatu ruangan kantor yang
bukan miliknya.

. Pernigakwan

Aset tetap lainnya diakui pada saat aset tetap lainnya telah
diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atan pada
saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

Khusus mengenal pengakuan biava renovasi afas aset tetap

vang Dbukan milik, Xketentuan tentang penyajian dan

pengungkapan helanjanya sebagai berikut:

1) Apabila renovasi aset tefap tersebut meningkatkan manfaat
ekonomi aset tetap, misaliya perubahan fingsi gedung dari
gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka
renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai aset tetap - renovasi.
Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak
menambah manfaat ekonomi; maka dianggap sehagai belanja
operasional. Aset tetap - renovasi diklasifikasikan ke dalam

aset tetap lainnoya.
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2) Apabila manfaat ekononii renovasi tersebut lebih dari satu
tahun buku dan memenuhi butir 1 di atas, maka biayva
renovasi dikapitalisasi sebagai aset fetap - renovasi.
Sedangkan apabila manfaat ekononii renovasi kurang dari 1
tabun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan
sehagai belanja operasional tahun berjalan.

3) Apabila jumlah nilai moneter biaya rénovasi tersebut cukup
material dan memenuhi syarat butir 1 dan 2 di atas, maka
pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebhagai aset tetap -
renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap

sebagail belanja operasional.

. Pengukuran

Aset tetap lainnva dinilai dengan biaya perelehan. Biaya
perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak
meliputi pengeliaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan
pengawasail, pajak, serta biaya perizinan.

Aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan/buku dan
barang Dbercorak kesenian/kebudayvaan tidak ada nilai satuan
minimum sehingga berapa pun nilai perolehannya haros

dikapitalisasi.

. Penyajian dan Pengungkapan

Aset tetap lainnya disajikan di Neraca dalam kelompok aset

tetap sebesar biayva perolehan atau milai wajar pada saat

perolehan.

Dalam CaLK diungkapkan:

1) dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat aset tetap
lainnya.

2) kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan
dengan aset tetap lainnya

3) rekomnsiliasi nilai tercatat aset tetap lainnya pada awal dan

akhir periode yang menunjukkan:
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a. penanibahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi
dalam Pengerjaan, dan penilaian). Perolehan yang
berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi
dengan total belanja niodal tintuk aset tetap lainnya

b. pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).

4) informasi penyusutan Aset Tetap Lainnya yang meliputis nilai
penylistitan, metode penyusutan yang digunakan, masa
manfaat atau tarif penyusutan vang digunakan, serta nilai
tercatat brute dan akumulasi penyusutan pada awal dan
alkhir periode..

Konstruksi Dalam Pengerjaan
A. Latar Belakang

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset yang sedang
dalam proses pembangunan yang proses perolehannya dan/atau
pembangunannya membutiuhkan suatu periode waktu tertentu
dan belum selesai.

KDP mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan
bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya
vang proses perolehannya dan/atau  pembangunannya
membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
Nilai yvang dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah
sebesar Perolehan aset dengan swakelola atau dikontrakkan
pada dasarnya sama. Nilai yang dicatat sebagai Konstruksi
Dalam Pengerjaan adalah sebesar jumlah vang dibayarkan dan
vang masih terhutang atas perolehan aset.

Dalam pelaksanaan konstruksi asel tetap secara swakelola
adakalanya terdapat sisa maferial setelali aset tetap dimaksud
selesai dibangun. Sisa material yang masili dapat digunakan
disajikan dalam mneraca dan dicatat sebagai persediaan. Namun
demikian, pencailatan sebagai Persediaan dilakukan hanya

apabila nilai aset yang tersisa material.
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Apabila suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlali aset,
konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak
konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini
terpentihi:

1) Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset

a) Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan
kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau
menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan
masing-masing aset tersebutBiaya masing-masing aset
dapat diidentifikasi.

b) Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan
konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja
atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan
dapat dimasukkan ke dalam kentrak tersebut.
Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu
kontrak konstruksi terpisah jika:

i Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan
dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan
aset yang tercakup dalani kontrak senitila; atau

ii. Harga aset tambalian tersebut ditetapkan tanpa
memperhatikan harga kontrak semula.

Kontrak konstiuksi pada iimumnya memuat ketentuan tentang
retensi. Retensi adalah prosentase dari nilai penyelesaian yang
akan digubakan scbagai jaminan akan dilaksanakan
pemeliharaan oleh kontraktor pada masa yang telah ditentukan
dalam kontrak.
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B. Pengakuan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:

1)

2)
3)

Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang

akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;

Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal,

Aset tersebut masih dalam preses pengerjaan.

Apabila dalam konstriiksi aset tetap penbangunan fisik

proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat

diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah

dikeluarkan, maka biaya-biava tersebut harus diakui sebagai

KDP aset yang bersangkutan.

KDP dipindahkan ke pos asef telap yang bersangkutan jika

kriteria berikut terpenuhi:

1) Koustruksi vyang secara substansi telahh selesai
dikerjakan;

2) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan

perolehan.

Terkait variasi penyelesaian KDP, Buletin Teknis Nomor 6

memberikan pedoman sebagai berikut:

1) Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara
Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap
tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka
aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya;

2) Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara
Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset
tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh Satker/SKPD,
maka aset (ersebut dicatat sebagai Aset Tetap
definitifnya;

3) Apabila aset telah selesai dibangun, yang didukung
dengan bukt sah (walaupun Berita Acara Penyelesaian
Pekerjaan belum diperoleh) namun aset tetap tersebut
sudalh dimanfaatkan oleh Satker/SKPD; maka aset
tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di
dalam CalK;
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4] Apabila scbagian dari aset tetap yang dibangun telah
selesai, dan telah digunakan/dimanfaztkan, maka bagian
yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai
KDP:

5) Apabila suatu aset tetap felah selesai dibangun sebagian
(konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu
(misalnya terkena bencana alam/force mniajuer) aset
tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut
membuat pernyataan hilang karena bhencana alam/force
majeur dan atas dasar pernyataan tersebut KDP dapat
dihapusbukukan;

6) Apabila BAST sudah ada, namun fisik pekerjaan belum
selesai, akan diakui sebagai KDP,

Suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh

karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun

kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa

1. Penghentiai sementara
Apabila suatu KDP dihentikan penibangunannya untuk
sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumikan
ke dalam mneraca dan kejadian ini diungkapkan secara
memadai di dalam Cal.K.

2. Penghentian permanen
Apabila pembangunan KDP diniatkan untulk dihentikan
pembangunannya secara permanen karena diperkirakan
tidak akan memberikan manfaat ekonomik dimasa
depan, atanpun oelelh sebab lain yang dapat
dipertanggungjawabkan, maka KDP tersebut harus
dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan

secara memadai dalam CaLK,
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C. Pengukuran

KDFP dicatat dengem biaya perolelhian. Pengukuran biaya

perolehan dipengaruhi cleh metode yang digunakan dalam

proses konstritksi aset tetap tersebut, vaitu seécara swakelola
atau secara kontrak konstruksi.

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan

swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhituingkan sebagai

biaya peroléhan adalah seluruh biaya langsung dan tidak
langsung yang dikeluarkan sampai KDP tersebut siap untuk
digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa
peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan,

biaya pengosongan dan pembengkaran bangunan yang ada di

atas tanah yvang diperuntukkan untuk keperluan pembangunarl.

Biaya kenstiuksi swakelola diukur berdasarkan jumlah nang

yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang

yang masih diperlikan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Apabila kenstruksi dikerjakan cleh kontraktor melalui suatu

kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP

tersebut meliputi;

1. Termin yang telah dibayarkan kepada kepada kontraktor
sehubungan dengan tingkat penyvelesaian pekerjaan;
sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi
belum dibayar pada tanggal pelaporan;

Pembayaran Kklain kepada kontraktor atau pihak ketiga

selmbungan dengan pelaksanaan kentralkk konstrulesi.

). Penyajian dan Pengungkaparn

EDP disajikan sebesar biaya perolelian atau nilai wajar pada
saat perolehan. Dalam Cali diungkapkan pula informasi

mengeriai:
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1. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat
penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya pada
tanggal neraca;

2. Nilai kontrak konstruksi dan stuimbér pemibiayaanya;

3. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal
neraca

4. Uang muka kerja yang diberikan sampai dengan tanggal
neraca

5. Jumlah retensi.

Sumber dana yang digunakan untuk membiayai aset tersebut

perlu diungkapkan dalam CalK. Pencantuman sumber dana

dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan

penyerapaniya sampai tanggal tertentu.

. Prosedur Pencatatan Aset Tetap

Pencatatan BMN pada aplikasi SIMAKBMN dilakukan pada
bulan yang sama dengan dokumen sumber sesuali tanggal SP2D.
Rekonsiliasi  internal belanja modal antara SAIBA dan
SIMAKBMN dilaksanakan setiap bulan dan dituangkan dalam
Berita Acara Rekonsiliasi Internal berikut lampirannya, paling

lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Catatan Lain
1) pencatatan BMN Untuk Pengadaan Terpusat
a) pencatatan dalam SIMAK BMN dilaksanakan oleh satuan
kerja yang melakukan pengadaar/belanja;
b) satuan kerja yang melakukan pengadaan membuat BAST
sebanyak dua rangkap;
¢) masing-masing BAST ditandatangani olelhh KPB satnan
kerja pengirim aset dan KPRE satuan kerja penerima aset;
d) satuan kerja yarig melakukan pengadaan aset mengirim

BAST kepada satuan kerja penerima aset;
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satuan kerja  yang melakukan pengadaan aset
berdasarkan BAST tersebut mencatat ke dalam aplikasi
SIMAK BMN melalui menut “Transfer Keluar”;

Sattian kerja penerinia aset menandatangani BAST
kemudian mencatat kedalam aplikasi SIMAK BMN
melalui menu “I'ransfer Masuk”;

BAST vang telah ditandatangani oleh satuan kerja
penerima aset dikirimkan kembali kepada satuan kerja
yvang melakukan pengadaan paling lambat 1 hari setelah
ditandatangani;

Satuan kerja yang melakukan pengadaan melakukan

transfer keluar dari aplikasi SIMAK BMN setelah
menerima BAST vang telali ditandatangani oleh KPB
satuan kerja penerima aset;

Formulir BAST sekurang-kurangnya memuat kede BMN,
nama barang, tipe/jenis barang, harga perolehar per
BMN (termasuk PPN), kuantitas barang; dan kondisi
barang;

Untuk BMN yang diperoleh dari Hibah langsung
berdasarkan  Perdifjen Perbendaharaan No. Per-
81/PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah
Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo
Pencatatan Hibah Langsung Bentuk B/J/S, barang yg
diperolely dari hibah langsung diakui dan dicatat pada
SIMAK-BMN setelah terbit persetujuan Memo Pencatatan
Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga
(MPHLBJS) dari KPPN.

Penghapusan Aset Tetap

Penighapusan aset tetap dilakukan berdasarkan Surat

Keputusan Pengguna Barang melalui prosedur sesuai

peraturan pengelolaan BMN.
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3) Pembukuan Saldo Audited

Saldo audited adalah saldo akhir per 31 Desember yang
dituangkan dalam Nota Kesepakatan Tripartit: (Kementerian
Ketenagakerjaan, Badan Pemeériksa Keuangan, dan
Kementerian Keuangan) yang dilaksanakan oleh Pengguna
Barang

KPB melakukan koreksi saldo Derdasarkan hasil tripartit
sebelum proses penyusunan laperan keuangan semester 1
serta  melakukan pemutakhiran data dengan Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

Jika dikemudian hari terdapat kesalahan saldo audited, KPB
membuat surat pernyataan yang ditujukan kepada

Penggumna Barang;

4) Laporan BMN
1) Laporan BMN terdiri dari:
a. laporan Posisi BMN di Neraca,
b. laporan Barang Kuasa Pengguna (KP) Intrakomptabel;
¢. laporan Barang KP Ekstrakomptabel;
d. laporan Barang KP Gabuangan Intrakomptabel dan
Ekstrakom ptabel;
¢. laporan Barang KP Barang Bersejarali;
f. laporan Barang KP Aset Tak Berwujud;
g. laporan Barang KP Konstruksi Dalam Pengerjaan;
h. laporan Barang KP Persediaan;
i. laporan Kondisi Barang (hanya untuk Laporan BMN
Tahunan);
j. laporann PNBP ferkait pengelolaan dan pemantaatan
BMN;
k. catatan Ringkas BMN.
2) laporan BMN disampaikan kepada;:
a. koordinator Wilayah;
b. KPKNL:
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G. Teknis
1) dokumen sumber:
a) BAST Aset Tetap;
b) Dokumeén Perencanaarn/Pengadaan;
c) SPM/SP2D Belanja Modal;
d) Bukti Setoran Pajak.
2) Jurnal:
a) Perolehan Aset Tetap
i. Jurnal atas SPM/SP2D Belanja moedal — Input SP2D
pada aplikasi SAIBA.

Akun Uraian Debet Kredit

13x2xx | Aset Tetap Yang | Xxxx
Belum Diregister

313111 | Ditagihkan dari KKKK

entitas lainnya

ii. Pembelian, Hibalh Masulk, Penyelesaian Pembangunsan

Langsung — Diterima dazi file kirim SIMAK BMN.

Akun | Uraian Debet | Kredit

13xxxx | Aset Tetap XXKX

13x2xx | Aset Tetap Belum XXXK
Diregister

iii. Transfer Masuk — Diterima dari filé kirim SIMAIC BMN

Akun | Uraian . Debet | Kredit

13xxxx | Aset Tetap RXKK

313221 | Transfer Masuk KXXX
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iv. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP — Diterima
dari file kirimn SIMAK BMN

Akun | Uraian Debet | Kredit
13xxxx | Asct Tetap XXX
136111 | Konstruksi Dalam XXXK
Pengerjaan

v. Perolehan Lainnya - Diterima dari file kirim SIMAK

BMN
Akun | Uraian | Debet | Kredit
13xxxx | Aset Tetap KXXX
491429 | Pendapatan XXXX

Perolehan Aset

Lainnya

b) Belanja Modal Yang Masih Harus Dibayar
i Jika belum dilakukan pembayaran Belanja Modal
dengan SPM/SP2D Belanja medal (53) sampai
dengan periode pelaporan— Di [nput Manual melalui
Jurnal Penyesuaian

Akutni Uraian Debet | Kredit

13x2xx | Aset Tetap | xxxx
yang  belam

diregister

212113 | Belanja Modal KXXX
yang  Masih

harus dibayar
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¢) Jika pembayaran Belanja Modal dengan SPM/SP2D
Belanja modal (53) telah dibayar
i. Pembayaran Belanja Medal dengan SPM/SP2D Belanja
modal (53) — Di Inp1it SP2D Belanja Modal SAIBA
Akun Uraian Debet | Kredit

| 13x2xx | Aset Tetap | XXX
Yang Belum
Diregister

(313111 | Ditagihkan dari XXKX

entitas lainnya

ii. Jurnal balik atas pembayaran — Dilnput secara
manual pada Jurnal Penyesuaian SAIBA

Akun Uraian Debet Kredit

212118 | Belanja Modal | xxxx

vang Masih
harus dibayar

13x2xx | Aset Tetap XXXX
yang belum
diregister

d) Beban Penyusutan
i. Pencatatan beban penyusutan pada akhir periode
pelaporan — Diterima degi file kitim dari SIMAK BMN

Akun Uraian Debet | Kredit

S%9xxxx | Beban XXXX
Penyusutan

137xxx | Akumulasi XXXX
Penyusutan
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Timi Penertiban Aset -

Akun Uraian  Debet | Kredit
13x2xx | Aset Tetap XXXX
391114 | Revaluasi Aset Tetap XKXX

¢) Jika terjadi kesalahan pembebanan belanja barang (52)

untuk belanja modal (53)

i. Jurnal penyesuaian untuk menghilangkan akun aset

tetap belum diregister bersalde negatif - Diinput

secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA

Akun

Uraian

Debet Kredit

13x2xx% | Aset Tetap Belum Diregister XXXX

32xxxx | Beban Pemeliharaan.... XXKX
1) Kesalahan Klasifikasi antar belanja modal
i. Jika terjadi kesalahan pembebanan akun antar

belanja modal

{misal Dbelanja modal gedung dan

bangunan digunakan untuk membeli peralatan dan

mesin) maka perlu dilakukan penyesuaian untuk

menghilangkan akun aset tetap belum diregister -

Diinput secara manual pada jurnal umum SATBA

Akun | Uraian Debet Kredit

13x2xx | Aset Tetap Belum Diregister XXKX

13x2xx Aset Tetwp Belum XXXX
Diregister
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g) Beban ekstrakomptabel

i

Jika terdapat belanja modal vang tidak dikapitalisasi
(behan ekstrakomptabel) maka SIMAK - BMN tidak
mengirimkan juroal ke SAIBA. Untuk membalik
peralatan dan mesin  belum diregister, lakukan
penyesuaian helanja modal peralatan dan mesin
tersebut menjadi beban ekstrakomptabel -Diinpiit

secara manual pada jurnal penyesuaian SATBA

Akun |

Uraian | Debet | Kredit

S9SXXX

Beban Aset Ekstrakomtabel XRXX

13x2xx

Aset Tetap yang Dbelum KX

diregister

h) Pengembalian belanja modal

i.

di SIMAK BMN, atas pengembalian tersebut akan
mengurangi nilai aset terkait, dalam hal ini, aset tetap
renovasi (ATR). Karema pada aplikasi SIMAK belum
terdapat menu khusus pengurangan aset karena
pengembalian belanja modal, maka transaksi ini
diinput di SIMAK BMN sebagai transaksi perubaharn
nilaifkuantitas dimana SIMAK BMN, mengirinikan
transaksi ini sebagai koreksi aset tetap non revaluasi.
Hal ini akan mengakibatkan muncul nilai aset tetap
belum diregister kredit dan koreksi aset tetap non
revaluasi debit, Untuk ita, di SAIBA kita harus
melakukan kereksi melalui menu jurnal umnm - laput

secara mamial pada jurnal wmnm SAIBA

Akun Uraian Debet Kredit
13x2xx | Aset Tetap yang beham XXXX
diregister
391116 Koreksi Nilai Aset Tetap XXXX

Non Revaluasi
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il. Jika pengembalian Dbelanja modal disetor tahun
berikuitnya (sebagai pendapatan) tidak perlu dilakukan
koreksi jurnal pada SAIBA nmamun tetap dilakukan
koreksi di SIMAK BMN,

ASET Lainnya
Aset lainnya merupakan aset pemerintall selain aset lancar,
investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
Aset lainnya antara lain terdiri daris
1) Aset Tak Berwujud (ATB);
2) Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR);
3) Penyisihan Piutang Tidak tertagih - Tagihan TP/TCR;
4) Aset Lain-lain;

S) Dana Lainnya.

1. Aset Tak Berwujud
A. Latar Belakang
Aset tak berwujud merupakan aset non moneter yang tidak
mempunyal wiijud fisik, dan nierupakan salah satu jenis aset
yang dimiliki oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
Definisi ATB mensyaratkan bahwa ATB harus memenuhi
kriteria sebagai berikut:
1. Dapat Diidentifikasi
Yang dimaksud dengan kriteria ini adalah:
a. Dapat dipisahkan
aset ini memungkinkan wntuk dipisahkan atau
dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada
suatu entitas. Oleh karena aset ini ddpat dipisalikan
atan dibedakan dengan aset yang lain, maka ATB ini
dapat dijual, dipindahtangankan, diberikan lisensi,
disewakan, ditukarkan, baik secara individual manpun

secara bersama-sama.
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b.  Timbul dari kesepakatan yang mengikat
Seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya,
tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat
dipindahitangankan atau dipisalikan dari entitas atau

dari hak dan kewsjiban lainnya.

2. Dikendalikan oleh entitas

Kemampuan unttik mengendalikan asst ini pada umumnya
didasarkan pada dokumen hukum yang sah dari lemibaga
berwenaig, amun demikian dekunten hukum ini bukanlah
sebagai suatu prasyarat yang wajib dipenuhi karena
mungkin masih terdapat cara lain yang digunakan entitas
untuk mengendalikan hak tersebut.

3. Mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan

Manfaat ekonomi masa depan yang dihasilkan ATB dapat
berupa pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang
datau jasa, penghematan biaya atau efisiens, dan hasil
lainmya  seperfi pendapatan dari penyewadn, pemberian
lisensi, atau manfaat lainnya yang dipercleh dari
pemanfaatan  ATB., Manfaat lain imi  dapat berupa
peningkatan kualitas layanan atau keluaran, proses
pelayanan yang lebilh cepat, atau penurunan jumlah
tenaga/suber daya yang diperlukan untuk melaksanakan
suatu tngas dan fungsi.
ATB yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah dapat
dibedakan Dberdasarkan jenis sumber daya, cara perolehan,
dan masa manfaat.
Berdasarkan jenis sumber daya, ATB yang ada pada
Kemenferian Ketenagakerjaan dapat berupa:
1. Perangkat lunak (software) komputer;

Lisensi;

Hasil kajiar/pengembangan yang memberikan manfaat

jangka patijang;

4. ATB yang mempunyai nilai sejaraly/budaya.
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Berdasarkan cara perolehan, ATB yang terdapat pada

Kementerian Ketenagakerjaan dapat berasal dari:

1. Pembelian
Penmibelian  ATB  bisa dilakukan secara térpisah
{individual) maupun secara gabungan.

2. Pengembangan secara internal
Ferolehan dengan cara demikian akan Dberpengarul
terhadap penganibilan keputusan tentang identitikasi
kegiatan yang masuk lingkup riset serta kegiatan-
kegiatan yang masuk lingkup peéngembangan vang
memenulii definisi dan kriteria pengakuan ATB akan
dikapitalisasi menjadi harga perolehan ATB.

Pertukararn

w

ATB dapat diperoleh melalui pertukaran dengan aset
yang dimiliki oleh suatu entitas lain.

4. Kerjasama
Pengembangan suatu ATB dapat dilakukan melalni
kerjasama oleh dua entitas atau lebih.

5. Donasi/hibah

6. Warisan Budaya/Sejarali.

Berdasarkan masa manfast, ATB dapat dibedakan menjadi

dua, yaitu:

1. ATB dengan umur manfaat terbatas (finite life)

2. ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (indefinite
life)

B. Pengakuan
Untuk dapat diakul sebagai ATB, maka suatu entitas harus
dapat membuktikan bahwa pengeluaran atas aktivitas /kegiatan
tersebut telah memenuhi:
1. Kriteria ATB;
2. Kriteria pengakuarn.
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Sesuatu diakui sebagai ATB jika dan hanya jika:

1. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa
datang yang diharapkan atau jasa potensial yang
diakibatkan dari ATB tersebiit akan mengalir
kepada/dinikmati oleh entitas; dan

2. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan
andal.

C. Pengukuran

1. Pengukuran ATB vang diperoleh secara eksternal

a. Pembelian
Biaya untuk mempereoleh ATB dengan pembelian terdiri
dari:
-  Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak,
sctelah dikurangi dengarn potongan harga dan rabat
- BSetiap biaya yang dapat diatribusikan secara
lanigsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi
yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk
penggunaan yang dimaksudkan
b. Pertukaran
Perolehan ATB dari pertukaran aset yang dimiliki entitas
dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan.
Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran,
misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos
yvang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama
sehingga pengukuran dinilai sebesar aset vang
dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.
c. Kerjasama
ATB dari hasil kerjasama antar dua erntitas atau lebih
disajikan berdasarkan biaya perclehannya dan dicatat
pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan

perjatjian dan/atau peraturan yang berlaku.
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d. Donasi atau Hibah
ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat
sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB
tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti
perpindahan kepemilikanmya secara hukum, seperti
adanya akta hibah
2. Pengukuran ATB yang diperoleh dari pengembarngan secara
internal
ATB yang dipereleh dari pengembangan seecara internal,
misalnya hasil dari kegiatan pgngembangan yang menienuhi
svarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya
perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak
ditetapkannya ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa
yvang akan datang sampal dengan ATB tersebut telah selesai
dikembangkan.
3. Amortisasi dan Impairment
Amortisasi mernpakan penyusutan terhadap ATB yang
dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa
manfaatnya. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh
berbagai faktor yang semuaiiya harus diperhitungkan dalam
penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat
dibatasi oleh ketentuan lhnikum, peraturan, atau kontrak,
Untuk menerapkan amertisasi, entitas harns menilai apakah
masa manfaat snatu aset tidak berwujud adalah terbatas
atau tak terbatas,
dika terbatas, entitas harus menentukan jangka waktu atau
jumlah produksi atau jumlah unit yang dihasilkan, selama
masa manfaat, Amortisasi ATB dengan masa manfaat
terbatas tidak berakhir jika aset tersebut fidak lagi
digunakan, kecuali aset tersebut sudah sepenuhnya
disusutkan atau digolongkan sebagal aset yang dimiliki
untuk dijual.
ATB diakui entitas memiliki masa manfaat tak terbatas jika
berdasarkan analisis dari seluruli fakfor relevan, tidak ada
batas. yang terlihat pada saat ini atas periode yang miana

aset diharapkan menghasilkan arus kas netto bagi entitas.
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Dalam hal manfaat ekononiis yang terkandung dalam ATB
terserap dalam menghasilkan aset lain, maka peban
amortisasi merupakan bagian dari harga pokek aset lain
tersebut dan dimasukkan ke dalam junilah tercatatnya.
Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang nieniiliki
masa manfaat terbatas dan pada umumnya ditetapkan
dalam jumlalh yang sama pada periode, atau dengan suatu
basis alokasi garis lurus.
Nilai sisa dari ATB dengan masa manfaat yang terbatas
harus diasumsikan bernilai nihil, kecuali:
1. Terdapat komitmen dari pihak Xketiga yang akan

mengamhbil alih ATB pada akhir masa manfaat; atan
2. Terdapat pasar aktif atas aset tersebut dan:

a. Nilai sisa dapat ditentukan dari referensi pasar

tersebut;
b. Besar kenitingkinannya Daliwa pasar tersebut niasih
ada pada akhir masa manfaat.

Aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas
tidak boleh diamortisasi.
Masa manfaat ATB vang tidak diamortisasi haris ditelaah
setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau
keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap
tak terbatas. Jika tidak, perubalian masa manfaat yvang
muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dibukukan
dan nilai ATB tersebut harus disesuaikan nilainya untuk
mencerminkan perubahan tersebut.
Suatu enfitas disyaratkan untuk menguji ATB dengan masa
manfaat tak terbatas untuk penurunan nilai (lmpairmert)
dengan membandingkan jumlah terpulibkan dengan jumlah
tercatainya, yang dapat dilakukan setiap tahun; atau
kapanpun terdapat indikasi Dbahwa ATB mengalami

penurunan nilai.
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Dalam hal terjadi indikasi penurunan nilai yang lebih cepat
dari yang diperkirakan semula maka hal tersebut perlu
diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan
keuangan. Jika terbukti ATB tersebut tidak lagi meniiliki
manfaat ekenoinis di masa mendatang, maka entitas dapat

mengajukan proses penghapusan ATB.

D. Penyajian Dan Pengungkapan

ATB disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lainnya.
Laporan keuangan harus mengungkapkan hal-hal sebagai
berikut untuk setiap golongan asct tidak berwujud dengan
membedakan antara aset tidak berwujud yang dihasilkan
secara internal dan aset tidak berwujud lainnya:

1. Masa manfaat atau tingkat amortisasi yang digunakan;

2. Metode amotisasi yang digunakan, jika ATB. tersebut terbatas

masa manfaatnya;

3. Rincian masing-masing pos ATB vang signifikar;

5,

4. Nilai tercatat brute dan akumulasi amortisasi (vang
digabungkan dengan akumtlasi rugi pentirunan nilai pada
awal dan akhir periode);

9. Unsur pada laperan keunangan yang di dalamnya terdapat

amortisasi ATB;

o))

. Rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode yang
menunjukkan:

a. Penambahan ATB yvang terjadi, dengan mengungkapkan
secara terpisalh penambahan vyang berasal dari
pengembangan di dalam entitas;

b. Penghentian dan pelepasan ATB;

Amortisasi yang diakni selama periode berjalary;

d. Perubahan lainnya dalam nilai tercatat selama periode

betjalan.



2016, No. 490

-154-

7. Kondisi ATB yang mengalami penurunan nilai yang
signifikan;

8. Perubahan-perubahan terhadap periode amortisasi, metode
amortisasi, atau nilai sisa;

9. Alasan penerituan atau faktor-faktor penting penentuan nmas
manfaat suata ATB;

10. Penjelasan nilai tercatat dan periode amortisasi yang tersisa
dari setiap ATB yang material bagi laporan keuangan secara
keselurubian;

11. Keberadaan ATB yang dimiliki bersama.

2. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
A. Latar Belakang

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatn proses yvang
dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut
pénggantian atas suati kerugian yang diderita oleli negara
sebagai akibat langsung ataupun tidak langsuing dari suatu
perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara
tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tiigas kewajibanriya.
Pelnnasan tuntutan tersebut di atas dilaksanakan paling
lambat 24 bulan:.

Tuntutan Gant Rugi (TGR) merupakan suatu proses vang
dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan
tujuan untuk menuntut penggantian atas suafir kerugian yang
diderita oleh negara sebagal akibat langsung ataupun tidak
lanigsung dari suatu perbuatan melanggar hukum  yang
dilakukan olely pegawai negeri tersebut atau kelalaian dalam
pelaksanaan tugas kewajibannya. Pelunasan tuntutan tersebut
di atas dilaksanakan paling lambat 24 bulan.
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B. Pengakuan
Pengakuan bahwa kerugian bDerkaitan dengan TP/TGR, harus
didukung dengan bukti SKTJM, yang menunjukkan hahwa
penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (diluar
pengadilan).
Pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan
yang telah diterbitkan oleh Pengadilan apabila penyelesaian
TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan.

C. Pengukuran

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkarn pengakuan,

dilakukan sebagai berikut:

1. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh
tempo dalam tahmn berjalan dan yang akan ditagih dalam
12 (dua belas) bulan kedepan berdasarkan surat ketentuan
penyelesaian yang telah ditetapkan (lihat sub bab “Bagian
Lancar TP/ TGR™);

2. Disajikan sebagai piutang jangka panjang terhadap nilai
yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutiiya.

D. Penyajian Dan Pengungkapan

Tagihan TP/TGR disajikan dalam Neraca dan informasi

mengenal akan piutang diungkapkan dalam CaLlK. Informasi

dimaksud dapat berupa:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian,
pengakuar, dan pengukuran tagihan TGR;

2. Rincian jenis-jenis, saldo menurut wmur untuk
mengetahu tingkat kolektibilitasnya;

3. Penjelasair atas penyelesaian piotang, masih @ di
Kementerian Negara/Lembaga atau telah diserahkan
penagihannya ke KPKNL;

4. TP/TGR yang masih dalam proses penyelesaian, baik

melalui cara damai maupun pengadilan;
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5. Dzlam hal terdapat barangf/uang yang disita oleh
negara/daerah sebagai jaminan, maka hal ini wajib
diungkapkan.

Setelah terbit SKTIM /SIK Pembebanan terhadap aset tetap yang

dinyatakan hilang (TGR), maka atas asét tetap tersebut harus

dipindahkan ke pos aset lainnya (Penghentian BMN Dari

FPenggunaan) sesuai  dengan  nilai tercatatnya  vang

ditindaklanjuti dengan proses penghapusan sesuai dengan

prosedur penghapusan BMN yang berlaku dan diungkapkan
dalam CalLlI.

Piutang tidak lancar dapat dibhapuskan dari neraca melalui

proses penghapusan piutang. Mekanisme dan presedur

penghapusan piutang ditetapkan sesuai dengan prosediur

penghapusan piutang yang berlaku.

3. Aset Lain-Lain
A. Latar Belakang

Aset lain-lain digunakan untuk mencatat BMN berupa aset
lainnya yang tidak dapat dikelompokkan kedalam aset tak
berwujud, seperti BMN yang dihentikan dari penggunaan aktif

pemerintah.

B. Pengakuan

Aset tetap diakui sebagai aset lain-lain pada saat dinilai kondisi
asct tetap tersebut adalah rusak berat tetapi belum ada SK
Penghapusan. Aset tetap yvang dimaksudkan untok dihentikan
dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset
Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain - lain yang
berasal dari reklasifikasi aset tetap disusotkan mengikuti
kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan
terhadap aset lain - lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak
direklasifikasi kecuali ditentukan lain menuarut ketentnan

perundang-undangan.



157 2016, No. 490

Pengakuan atas aset lain-lain ditentukan jenis transaksinya,
meliputi penambahan yang berasal dari peningkatan nilai aset
lain-lain yang disebabkan perpindahan dari pos asét tétap dan
pengurangan vang disebabkan telah dikeluarkannya SK

Penghapusan dan harus dieliminasi dari Neraca:

C. Pengukuran
Asget lain-lain dinilai sebesar biaya perolehannya atan nilai yang

tercatat, sebelumnya pada pos aset tetap.

D. Penyajian Dan Pengungkapan
Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya
dan dinngkapkan secara memadai di dalam CalK. Hal-lial yang
perlu diungkapkan pada CalK antara lain adalah faktor-fakter
yang nienyebabkan dilaktikannya penghentian
penggnnaar, jenis aset tetap yvang dihentikan
penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan. Aset lain-
lain disajikan di Neraca sebesar nilai mioneternya.
Selain itu dalam CaLBMN dinngkapkan pula:
1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai;
2) Rekonsiliasi jumlali tercatat pada awal dan akhir periode

vang menunjukkan penambahan dan pengurangan;

3) Kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan aset lain-lain.

E. Teknis
1) Dokumen SUmber :
a) SKTJM/SKITM/Dokumen lain yang dipersamakan;
b) DOkumen perjanjian;
c) SPM/SP2D;
d) Daftar Umur Masa Manfaat Aset.
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2) Jurnal:
i, Jurnal  pada saat  aset tetap dihentikan
penggunaannya karena kondisi rtusak berat -
Diinput secara manual pada jurnal pényestatan

neraca SAIBA

Akun | Uraian " Debet | Kredit

137xxx | Akumulasi XXXX

Penyusutan Aset

13xxxx | Aset Tetap....... XXEK

160 1x% | Aset Lain-Laif........... XRXK

169 Ixx | Akumulasi XXXX
penyusutan Aset Lain-

Lain........

ii. Jurnal pada saat penghapusan aset yang Llelah
dibentikan - Diinput secara manunal pada jornal
penyesuaian neraca SAIBA

 Akun Uraian Debet Kredit

169 1xx | Akumulast KXXX

Penyusutan Aset Lain

1661xx | Aset Lain-Lain........... XXXX

4. Dana Lain-Lain
A. Latar Belakang
Dana lain-lain merupakan Dana terikat yang tidak dapat
dikategorikan sebagai dana terikat lainnya. Kemenaker
mengelola dana yang dibatasi penggunaannya berupa
Jaminan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
Swasta (PPTKIS). PPTKIS adalaly badan hukum yang telah
merperolel  izin tertulis  dari  Pemerintah  untuk

menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di loar negeri.
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Pengakuan

Pengakuan atas <dana lain-lain diakul pada saat kas
disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu
vang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan yang
mermerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi
dalam satu tahun anggaran.

Pengukuran

Daria lain-lain dinilai sebesar biaya perclehannya atau nilai
vang tercatat sebelumnya pada pos asct tetap. Kas yang
dibatasi pénggunaannya dicatat scbesar nilai nominal kas
yvang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening
tertentu vang dimaksudkan untuk membiayai  suatu
kegiatan: yang memerlukan dana relatif besar yang tidak

dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Penyajian Dan Pengungkapan

Dana Lain-Lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya
dan diungkapkan secara memadai di dalam CalK, Hal-hal
yang perlu diungkapkan antara lain adalah tujuan penyisihan
dana, dasar hukum dilakukannya penyisihan, jenis kas
yvang dibatasi penggunaannya, dan informasi lainnya yang
relevan  dan  dapat membantua pembaca laporan

keuangan dalam mengintepretasi hasilnya.

2016, No. 490
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E. TEKNIS
1) Dokumen Sumber
a) Copy Rekening Koran;
D) Perjanjian;
¢) Dokuimen lain sesuai ketentuan.
2) Jurnal
Akun Uraian Debet | Kredit
163119 | Dana Lainnya XXXX
391121 | Ekuitas Transaksi Lainnya 640
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BAB VI
KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

Kewajiban merupakan dampak ransaksi masa lalu yang penyelesaiannya
mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban pemerintah
dapat timbul dari pengadaan barang dan jasa atau gaji yang belum dibayar,
yang pelunasannya akan dilakukan dengan pengeluaran belanja pemerintal.
Kewajiban pemerintah dapat juga timbul dari keharusan membayar kenibali
penerimaan pembiayaan yang berasal dari pinjaman dalam negeri (obligasi),
pinjaman lembaga internasional, pemerintah lain, atau lemibaga keuangan
dalam negeri.
A. latar Belakang
Karakteristik esensial kewajiban merupakan Dbahwa  pemerintah
mempunyai  kewajiban masa kini  yang dalam  penvelesaiannya
mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi dimasa yang akan
datang.
Kewajiban umuoamiya timbul kdarena konsekuensi pelaksanaail tugas atau
tanggung jawab untuk bertindak dimasa lalu. Kewajiban dikelompokkan
menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
1. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika
diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal
pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain terdiri atas Bunga
Pinjaman, Utang Kepada Pihak Ketiga, Bagian Lancar Utang Jangka
Panjang, Pendapatan Diterima di Muka, dan Utang Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK).
2. Kewajiban Jangka Panjang
EKewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan
dibayar kembali atau jatdh tempe dalam waktu lebih dari 12 bualan
setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang terdiri atas
pitjamnan dalam negeri dan pinjaman luar negeri atau utang jangka

panjang lainnya.
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B. Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran suniber daya
ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan wuntuk menyelesaikan
kewajiban yang ada sékarang dan pertibahan atas kewajiban tersebut
mempunyai nilai penyelésaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat
kewajiban timbul.

Utang PFK diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan jumlah kas

yang masih harus disetorkan:

C. Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai neminal mata uang rupiah yang harus
dibayar kembali, Kewadjiban dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah
berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal neraca.
Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga
yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari
utang pemierintah baik dari dalam maupun ludar negeri. Utang bunga atas
utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir
periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yarig berkaitan.

Nilai vang dicantumlkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar
utang jangka panjang adalah nilai yang akan jatuh tempo yang diakui pada

saat reklasifikasi pada akhir periode: pelaporan.

D: Penyvajian dan Pengungkapan

Penvajian kewajiban vang perla diungkapkan dalam penjelasan pos-pos

Neraca pada CalLlK adalal:

1. Kewsajiban disajikan di Neraca sesuai dengan klasifikasi buku besar.
Pengungkapan atas rincian dan informasi tambahan dalam penjelasan
pos-pos. Neraca.

2. Keterangan yang diperlukan, misalnya selisih kurs utang dalam valuta
asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal neraca serta

adanya aset atan lainnya yang dijadikan jaminan utang.
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3. Keterangan mengenai jangka waktu, nilai nominal, tingkat bunga, dan

masa terniggang atas pinjaman.

E. Teknis

1)

2)

Dekumen Sumber:

Jurnal:

a) Kontrak, surat perjanjian

a) Jurnal pendapatan diterima dimiuka tiap akhir periode pelaporan —

Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA.

Akun Uraign Debet Kredit
 dxxxxx | Pendapatan xxx XRKX
' 21921x Pendapatan Diterima KXXX
Dimuka

b) Jurnal balik di awal tahun anggaran - Diinput secara mianual pada

jurnal penyesuaian SAIBA.

Akun Uraian Debet Kredit
'21921x | Pendapatan Diterima Dimuka XXXX '
ARKXXXX Pendapatan xxx XXXX

490



2016, No. 490 164

BAB VII
KEBLJAKAN AKUNTANSL EKUITAS

A. Latar Belakang
Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih

antara aset dan kewajiban pemerintah.

B. Pengakuan dan Pengukuran
Salde akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan
Ekuitas.

C. Penyajian dan Pengungkapan
Dalam Basis Akrual, pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas.
Ekuitas disajikan dalam Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan

atas Laporan Keuangan.
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BAB VIII
PENUTUP

Kebijakan akuntansi dan teknis prosedur akuntansi ini miemberikan
pedoman dan petunjuk teknis penvelenggaraan pencatatan akuntansi dan
penyusunan Laperan Keuangan lingkup entitas akuntansi dan entitas
pelaporan Kementerian Ketenagakerjaan. Pelaksanaan akuntansi instansi
menggunakan 4aplikasi SAIBA (Sistem Akuntansi Berbasis Akrual), aplikasi
SIMAKBMN, Aplikasi Persediaan, dan aplikasi pendukung lainnya yang telah
dibangun dan disediakan oleh Kementerian Keuangan sebagai Bendahara
Umum Negara. Pemibahan ketentuan dan peratiran tentang akuntansi dan
pelaporan keuangan pemerintah pusat dapat mem pengaruhi perubahan dan
penyesuaian kebijakan akuntangi dan pelaporan keuangan Kementerian

Ketenagakerjaan ini.
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